PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA DAN FILIPINA by Rachma, Alfianti Dwi
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP 
KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA DAN FILIPINA 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Mencapai 
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum 
 
Oleh : 
ALFIANTI DWI RACHMA 
NPM 5116500024 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
 2020 
ii 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
 
v 
 
Abstrak 
 Latar belakang penelitian karena perkembangan terorisme di Filipina tidak 
jauh berbeda dengan perkembangan terorisme di Indonesia, walaupun secara 
mendasar Indonesia dan Filipina berbeda dari segi suku, ras dan agama. Kedua 
negara tersebut juga berbatasan langsung dengan laut yang menjadi jalur keluar 
masuknya kelompok terorisme. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Menjelaskan pengaturan hukum mengenai tindak 
pidana terorisme baik di Indonesia dan  Filipina. (2) Mengkaji perbedaan dan 
persamaan pengaturan sanksi terkait dengan tindak pidana terorisme di Indonesia dan 
Filipina.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan 
normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, serta dianalisa 
dengan metode kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa perbedaan serta 
persamaan antara pengaturan sanksi terorisme di Indonesia dan Filipina. Seperti 
sudah dihapusnya hukuman mati bagi terpidana terorisme di Filipina.  
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan 
bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci : perbandingan hukum, terorisme, undang-undang. 
 
Abstract 
 The expansion of terrorism in Philippines are similar with terrorism in 
Indonesia, although Indonesia and Philippines had differences in ethnicity, race and 
religion. Both of  countries are directly bordered by the sea which is estimated to be 
a pathway for the entry of terrorist. 
 This research aims: (1) to explain the regulation regarding criminal acts of 
terrorism in both Indonesia and Philippines. (2) to examine the differences and 
similarities in the regulation of sanctions related to criminal acts of terrorism in 
Indonesia and Philippines. 
 This type of research is library research with a normative approach. Data 
collection techniques through literature study and analyzed with qualitative methods. 
 The results of this study that there are differences and similarities between  
terrorism regulation penalties in Indonesia and  Philippines. Such as Philippines has 
been moratorium the death penalties for terrorism. 
 Based on the results of this research  are expected to be information and input 
for students, academics, practitioners, and all those who need those information in 
the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
Keywords: comparative law, terrorism, law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
       Kejadian meledaknya bom pada bulan Mei 2018 lalu di tiga gereja, kantor 
polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur dalam rentang 
waktu yang berdekatan, membuktikan bahwa Indonesia masih dalam kondisi 
darurat terorisme. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaku 
teror di Surabaya dan orang-orang yang ditangkap di Sidoarjo terkait dengan 
kelompok Jamaah Ansarut Daulah (JAD). JAD disebutnya sebagai pendukung 
utama ISIS yang berada di Indonesia. Dita Oepriarto disebutnya terkait 
dengan JAD.1 Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan atau 
ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran 
acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada 
kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal.2  
Perkembangan terorisme di Filipina tidak jauh berbeda dengan 
perkembangan terorisme di Indonesia, walaupun secara mendasar Indonesia 
dan Filipina berbeda dari segi suku, ras dan agama. Filipina yang 
penduduknya didominasi oleh penduduk dengan agama Khatolik, mengalami 
 
      1 DetikNews, Terorisme Terlaknat 2018 : Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya, 
https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-
surabaya, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.   
      2 Muhammad Mustofa, “Memahami Terorisme : Suatu Perspektif Kriminologi”, Jurnal 
Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Desember, 2002, hlm. 31.  
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teror-teror dan pemberontakan yang awalnya dilakukan oleh bangsa Moro, 
Mindanao yang mayoritas masyarakatnya bergama muslim di bagian negara 
Filipina Selatan selama berpuluh-puluh tahun berusaha untuk memisahkan 
diri dari Filipina.3 Sejarah awal mula pemberontakan oleh bangsa Moro yaitu 
penduduk Mindanao yang sebagian besar bangsa Muslim Moro mengalami 
diskriminasi dan marjinalisasi oleh Pemerintah Filipina. Perjuangan muslim 
Moro setelah memasuki babak baru Filipina merdeka, secara terorganisir 
paling awal lahir di tahun 1968 M dengan nama Muslim Independent 
Movement (MIM). Gerakan pembebasan muslim Moro (MIM) lahir sebagai 
akibat dari adanya tekanan yang semakin berat dari pemerintah Filipina yang 
saat itu dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos dari tahun 1965 hingga 
tahun1986 M.4 Kemudian muncul organisasi Moro Liberation Front (MLF), 
dari organisasi ini lalu muncul organisasi perjuangan muslim Moro lain 
seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang merupakan masih bagian 
dari organisasi Moro National Liberation Front (MNLF). Moro Islamic 
Libration Front (MILF) adalah organisasi perlawanan muslim Moro yang  
dipimpin oleh Salamat Hasyim. MILF kemudian memisahkan diri dari Moro 
National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari sejak tahun 1984.5 
 
      3 Erwin Yusup Sitorus, “Kebijakan Keamanan Nasional Filipina Dalam Kontra-Terorisme”, Jurnal 
Peperangan Asimetris, Volume 3, Nomor 2, Juni, 2017, hlm.26. 
      4 Abd Ghofur, “Dinamika Muslim Moro Di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf”, 
Jurnal Sosial Budaya, Volume 13, Nomor 2, Juni, 2016, hlm.182. 
      5 Ibid., hlm.183. 
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Seiring dengan berkembangnya era digital saat ini, semakin mudah pula 
seseorang bergabung dengan kelompok terorisme. Abu Sayyaf sejatinya 
adalah seorang mujahidin di Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet 
pada sekitar tahun 1980-an. Dibandingkan dengan MILF, Abu Sayyaf 
memilih metode perjuangan yang lebih radikal karena para anggota Abu 
Sayyaf tidak segan-segan melakukan penculikan warga sipil untuk 
mendapatkan tebusan.6 Uang hasil tebusan itulah  yang akan digunakan oleh 
kelompok Abu Sayyaf untuk mendanai persenjataan dan operasi mereka. Jika 
dilihat perkembangannya hingga saat ini, kelompok Abu Sayyaf merupakan 
contoh  kelompok terorisme terkait dengan apa yang telah mereka lakukan. 
Kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan kelompok terorisme 
mengalami perjalanan yang sangat panjang. Diawali dengan terjadinya Bom 
Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang banyak menewaskan warga 
negara asing.  Sebagai respon terhadap pemboman Bali tersebut, pemerintah 
Indonesia di bawah Presiden Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 18 Oktober 2002 dan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2002 yang 
mengatur pemberlakuan Perppu Nomor 1 tahun 2002 untuk kasus pemboman 
Bali. Kedua Perppu ini selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang, 
masing-masing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 
 
      6 Ibid., hlm.185. 
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dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003. Sementara 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003 dibatalkan oleh 
Komisi Konstitusi karena melanggar prinsip hukum tidak dapat diberlakukan 
surut, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 
dijadikan dasar hukum penangkapan, penindakan, dan pemberantasan tindak 
kejahatan terorisme di Indonesia.7 Lalu pada tahun 2018 disahkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. 
Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perbuatan secara 
total dan bersifat revolusioner dengan memutarbalikkan nilai-nilai yang ada 
secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. 
Tindakan radikal muncul karena individu ataupun kelompok radikal tidak 
dapat menerima perbedaan disekitar mereka, bahkan menganggap 
kemajemukan yang terjadi di masyarakat sebagai ancaman terhadap eksistensi 
kelompok radikal mereka. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi 
kelompok radikal, mereka harus mengurangi jumlah kelompok lain yang tidak 
sepaham dengan kelompok mereka.8 Berdasarkan Undang-Undang Republik 
 
      7 Endi Haryono, “Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia : Dilema Demokrasi  dan Represi”, Jurnal 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 14, Nomor 2, November, 2010, hlm. 232. 
       8 Albertus Wahyurudhanto, “Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme”, Jurnal Ilmu Kepolisian, 
Edisi 089, Agustus-Oktober, 2017, hlm.7. 
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Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pada 
Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang 
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana 
teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang 
bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap 
objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik garis merah bahwa radikalisme 
merupakan bibit dari terorisme. Pada kenyatataannya, terorisme merupakan 
“hantu” bagi masyarakat yang jelas-jelas menjadi gangguan yang sangat 
signifikan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
kondusif.9 
Pemerintah Filipina awalnya memerangi terorisme tanpa adanya hukum  
mengenai terorisme tersebut, kemudian muncul komplain terkait pelanggaran 
hak asasi manusia yang dilakukan Pemerintah Filipina saat melakukan 
penindakan kepada para tersangka teroris.10 Upaya yang dilakukan pemerintah 
 
       9 Albertus Wahyurudhanto, loc.cit. 
       10 Annisaa Mutiara Damayanti Ariohudoyo, “Human Security Act  Of 2007 Sebagai Bentuk Dari 
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Kontra Terorisme Di Republik Filipina”, Jurnal 
Peperangan Asimetrik, Volume 3, Nomor 1, April, 2017, hlm. 3. 
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Filipina untuk negaranya di antaranya yaitu memaksimalkan implementasi 
undang-undang anti terorisme yaitu Republic Act No. 9372 atau dikenal juga 
sebagai Human Security Act (HSA) 2007 untuk menghukum teroris, membuat 
komunitas Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) atau komunitas 
masyarakat yang tangguh dalam menghadapi konflik dan melakukan 
rekonstruksi dan pembangunan di daerah-daerah yang bermasalah, dan 
membuat Internal Peace and Security Plan (IPSP) yang berguna sebagai 
pedoman kontra terorisme bagi pasukan keamanan Filipina yaitu Armed 
Forces Philippines (AFP) dan Philippines National Police Special Action 
Forces (PNP SAF).11 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme baik di 
Indonesia dan Filipina saat ini? 
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan sanksi terkait tindak 
pidana terorisme di Indonesia dan Filipina? 
C. Tujuan Penelitian 
      Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum mengenai tindak pidana terorisme 
baik di Indonesia maupun di Filipina. 
 
       11 Linda Ayu Wardani, “Analisis Implementasi Kerja Sama Filipina dan Amerika Serikat dalam 
Penanggulangan Aksi Terorisme di Filipina”, Jurnal of International Relations, Volume. 4, Nomor 4, 
2018, hlm. 676. 
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2. Untuk mengkaji mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan sanksi 
terkait dengan tindak pidana terorisme di Indonesia dan Filipina. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna 
karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil 
dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapakan penulis dari penelitian ini 
antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum internasional terutama 
terkait dengan tindak pidana terorisme. 
2. Manfaat Praktis 
       Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam hal ini yang 
membuat undang-undang untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan 
yang ada saat ini agar tindak pidana terorisme baik yang berasal dari 
pengaruh luar maupun dari dalam dapat diputus mata rantainya. 
E. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Yang pertama 
yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mia 
Hasniyah (2013) yang berjudul “Perbandingan Kebijakan Luar Negeri 
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Indonesia Dengan Filipina  Terkait Isu Terorisme Tahun 2001 – 2014”. 
Penelitian ini berisi tentang pasca kejadian serangan 11 September 2001, AS 
mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk perang melawan terorisme 
global. Isu terorisme global telah mengubah pandangan dunia internasional 
akan bentuk ancaman yang semula berupa ancaman militer menjadi ancaman 
terhadap terorisme. Hal tersebut membuat setiap negara segera merespon 
kebijakan terorisme global AS tak terkecuali Negara-negara dikawasan Asia 
Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki tingkat aksi 
terorisme yang cukup tinggi khususnya di Negara Indonesia dan Filipina. 
Indonesia dan Filipina memiliki masalah tingginya aksi terorisme yang terjadi 
didalam negeri. Hal tersebut membuat kedua Negara segera merespon 
kebijakan terorisme global yang dikeluarkan AS. Kedua Negara membuat 
kebijakan luar negeri sebagai wujud dukungannya terhadap AS dalam 
menanggulangi masalah terorisme. Proses pembuatan kebijakan luar negeri 
Indonesia dan Filipina kemudian dibandingkan dengan menggunakan tiga 
kriteria, yaitu rasionalitas Negara yang berupa persepsi ancaman, lembaga 
pemerintahan, dan media massa. Ketiga faktor tersebut memperlihatkan 
persamaan dan perbedaan yang mendasari dibuatnya kebijakan luar negeri 
terkait isu terorisme. Selain itu terdapat juga hal yang mendasari munculnya 
perbedaan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dan 
Filipina, yaitu Agama mayoritas dari penduduk Indonesia dan Filipina yang 
9 
 
 
 
berbeda serta hubungan Indonesia dan Filipina dengan AS yang akan 
menentukan posisi mereka dalam memerangi isu terorisme global. 
Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Ben Ikhsan Fajar (2014), 
yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan 
Terorisme (Perbandingan Kebijakan Dengan Filipina)”. Penelitian ini berisi 
tentang Isu sentral dalam judul ini mengandung berbagai permasalahan, 
adapun permasalahan tersebut dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai 
berikut: 1. Apa yang menyebabkan munculnya gerakan terorisme di Indonesia 
2. Siapa sajakah yang sebenarnya menjadi pelaku terorisme dan siapa aktor 
penanggulangan penangan terorisme tersebut di Indonesia 3. Seperti apa 
kebijakan negara tetangga yakni Filipina dalam menangani tindak terorisme 
tersebut 4. Kebijakan apa yang diambil Pemerintahan Republik Indonesia 
dalam menanggani kejahatan terorisme tersebut Setelah melalui berbagai 
proses penelitian, beberapa hipotesis dalam penelitian sebagai berikut : 1. 
Adanya unsur yang menyebabkan munculnya gerakan terorisme di Indonesia 
2. Adanya sebuah kelompok yang menjadi pelaku terorisme dan adanya aktor 
yang mengupayakan penangan terorisme tersebut di Indonesia 3. Adanya 
beberapa kebijakan yang sama dalam penerapan penangan terorisme antara 
Indonesia dan Filipina 4. Adanya upaya kerjasama dalam penanganan 
terorisme tersebut dengan negara lain, melihat aksi teror yang ada masih ada 
jaringannya dengan Al-Qaeda. 
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Kemudian penelitian ketiga dilakukan oleh M. Herry Misya (2017), yang 
berjudul “Efektivitas Joint Press Statement Dalam Menanggulangi Ancaman 
Abu Sayyaf Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Filipina”. Penelitian ini berisi 
studi yang mengangkat salah satu aspek kerjasama internasional dalam 
menanggulangi salah satu kejahatan transnasional diperbatasan Indonesia dan 
Filipina. Penelitian ini menarik diangkat karena upaya pengawasan kejahatan 
transnasional khususnya teroris yang telah menjadi salah satu masalah 
keamanan yang diperhatikan oleh banyak Negara di Asia Tenggara. Penelitian 
ini terutama mengangkat pelaksanaan Joint Press Statement yang melibatkan 
dua Negara pantai yaitu Indonesia dan Filipina untuk merealisasikan 
pertemuan ke3 dari Memorandum of Understanding on the Eshtablishment of 
a Joint Commission for Bilateral Cooporation (JCBC) antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina yang dibentuk pada 
tahun 1993. Pelaksanaan Joint Press Statement ditandatangani pada 21 juni 
2005 di Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan yang terjadi 
diperbatasan antara Indonesia dan Filipina. 
F.  Metode Penelitian 
 Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : 
a. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan 
(Library Research) yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam 
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penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang 
ada.12 Bahan pustaka yang digunakan yaitu data sekunder yang sumber 
datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan isu terorisme di Indonesia dan Filipina. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan  
normatif. Pendekatan normatif yaitu meninjau permasalahan hukum 
secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).13 
Adapula dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk 
penelitian terhadap norma hukum tertulis, yang antara lain meliputi 
peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta 
Human Security Act (HSA) 2007. 
c. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa 
 
       12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, 
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, cetakan ke-11, hlm.13-14. 
       13 Amirudin dan Zainal Asyikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 
2010, hlm.118. 
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buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan 
maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan sumber data sekunder meliputi peraturan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta Human 
Security Act (HSA) 2007 serta jurnal-jurnal, buku dan referensi dari situs 
internet mengenai hukum pidana terhadap kejahatan terorisme di 
Indonesia dan Filipina. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Didalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data 
secara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan 
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat 
para sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga data-data yang penulis 
peroleh dari internet. 
e. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif 
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, 
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untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus 
yang bersifat umum.14 Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, 
untuk disusun sebagai kesimpulan dalam membandingan hukum pidana 
di Indonesia dengan Filipina. 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal tersebut terdiri dari 4 bagian bab sebagai 
tahapan didalam penulisan, yaitu : 
a. Bab I Pendahuluan 
Bab I menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, 
Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 
penelitian, Rencana sistematika penulisan. 
b. Bab II Tinjauan Konseptual 
Bab II menguraikan tentang : Tinjauan umum tentang perbandingan 
hukum pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana terorisme, Tinjauan 
umum tentang tindak pidana terorisme di Indonesia, Tinjauan umum 
tentang tindak pidana terorisme di Filipina. 
c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang pengaturan hukum 
terkait tindak pidana terorisme di Indonesia dan Filipina saat ini, serta 
 
       14 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 
Publishing,2006,  hlm. 242. 
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mengenai persamaan dan perbedaan dari pengaturan sanksi di Indonesia 
dan Filipina terkait tindak pidana terorisme.  
d. Bab IV Penutup 
Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran mengenai penelitian 
ini. 
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BAB II 
 TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah hukum pidana itu dipergunakan 
sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari 
bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata 
untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.15 
Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, 
diantaranya adalah Moeljanto, yang mengartikan bahwa hukum pidana 
merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 
negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 
- Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
 
       15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Eresco, 1989, hlm. 
1. 
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- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu 
terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 
suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat 
khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu 
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan 
sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan 
bagi tindakan-tindakan tersebut.16 Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum 
Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini 
disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, 
akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan 
menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang 
hukum lain tersebut.17  
Hukum pidana (criminal law) sebagai disiplin ilmu normatif atau 
normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau 
 
       16 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1984, hlm. 1-
2. 
       17 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 3. 
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mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari 
tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-
undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai 
hukuman (pidana).18 Hukum pidana bersendikan probabilities atau hukum 
kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat 
terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan 
perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat 
dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan 
yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan 
tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada 
asas Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.19 Hukum 
pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil 
pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan 
criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi 
praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan 
jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.20 
2. Pengertian Perbandingan Hukum Pidana 
Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu 
sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum 
 
       18 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan 
Perkembangannya), Yogyakarta : LaksBang PRESSIndo, 2017, hlm. 1. 
        19 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ichtiar Baru, 1983, hlm. 388. 
       20 Abintoro Prakoso, loc.cit. 
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seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan 
sebagainya.21 Maksud dari memperbandingkan hukum disini ialah 
mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan 
dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya 
hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta 
faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.22 Objek 
perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang 
mempunyai lebih dari satu sistem hukum, misalnya hukum perdata dapat 
dibandingkan dengan hukum perdata tertulis atau bidang-bidang hukum di 
negara yang mempunyai satu sistem hukum seperti misalnya syarat 
kausalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam 
hukum perdata dan pidana atau sistem / bidang hukum asing 
diperbandingkan dengan sistem / bidang hukum sendiri, misalnya law of 
contract dibandingkan dengan hukum perjanjian.23 
Perbandingan hukum itu sendiri mempunyai sejarah yang sangat 
panjang dan telah dikenal sejak zaman : 
a. Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum. 
Dalam karyanya Politeia (Negara), Plato memperbandingkan beberapa 
bentuk negara. 
 
       21 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Bandung : Melati, 1989, hlm. 131. 
       22 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
1988, hlm. 54. 
       23 Jenny Barmawi, Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris 
Amerika, Yogyakarta : Pusaka Kartin, 1989, hlm. 23. 
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b. Aristoteles (384-322 SM) dalam politiknya memperbandingkan 
peraturan-peraturan dari berbagai negara. 
c. Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan 
dengan jual beli di berbagai negara. 
d. Collatio (Mosaicarium et Romanium Legum Collatio), yaitu suatu 
karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar unndang-
undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip 
dari hukum Romawi (Rene de Groot, 1988:24). 
e. Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan 
Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930. 
f. Montesquie (1687-1755) dalam L’espirit delois (1748) 
memperbandingkan organisasi negara Inggris dan Perancis. 
g. Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem 
hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar 
semua hukum. 
Perbandingan hukum dikenal juga dalam beberapa istilah asing seperti 
Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law, Droit 
Compare, Rechtsgelijking. Dalam Blacks Law Dictionary dikemukakan 
bahwa Comparative Jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip 
ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem 
hukum. 
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B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme 
1. Pengertian Terorisme Secara Umum 
Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan, sehingga 
belum ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. 
Meskipunn sudah ada ahli yang merumuskannya, baik dalam literatur 
maupun dalam perundang-undangan dirumuskan. Akan tetapi, ketiadaan 
definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme 
tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu.24 Studi 
komparasi yang dilakukan Alex Schmid terhadap definisi terorisme 
menemukan; pertama, sekitar 80% lebih sepakat bahwa kekerasan 
merupakan elemen pertama pengertian terorisme; kedua, elemen ‘politik’ 
persentasinya sekitar 65%; ketiga, unsur ketakutan (fear) atau teror 
merupakan elemen selanjutnya yang hanya dapat ditemukan pada sekitar 
51% daari definisi yang dibandingkan.25 Dalam arti luas adalah 
penggunaan kekerasan yang disengaja tanpa pandang bulu sebagai alat 
untuk menciptakan teror di antara banyak orang. Definisi terorisme 
biasanya kompleks dan kontroversial, dan karena keganasan dan 
kekerasan terorisme yang melekat, istilah dalam penggunaan populernya 
telah mengembangkan stigma yang kuat. Ini pertama kali diciptakan pada 
 
       24 Hamzah Junaid, “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam”, Jurnal 
Sulasena, Volume. 8, Nomor. 2, 2013, hlm. 121. 
       25 Vinsensio Dugis, “Terorisme; Sebuah Tinjauan Politis”, Conference Paper, 2008, hlm. 1. 
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1790 yang merujuk pada teror digunakan selama Revolusi Perancis oleh 
kaum revolusioner melawan oposisi mereka. 
Dalam The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World 
disebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan secara sengaja, 
tidak dapat dibenarkan, dan bersifat acak, demi tujuan-tujuan politik 
dengan sasaran orang-orang yang dilindungi. Pelakunya bisa negara, agen 
negara atau perorangan yang bertindak sendiri.26 Departemen Luar Negeri 
Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan yang 
direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang 
tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen 
bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak.27 
Kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke 
waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan 
oleh negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non 
negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak 
akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mengcover ragam terorisme 
yang pernah muncul dalam sejarah.28 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), kata teror adalah kegiatan yang menciptakan ketakutan, 
 
       26 August Richard Norton, Terrorism, New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 205-209. 
       27 Rex A. Hudson dan Marilyn Majeska (eds), The Sociology and Phychology of Terrorism, Who 
Becomes a Terrorist and Why ?, Washington: Federal Research Division, Library of Congres, 1999, 
hlm. 12. 
       28 Muchamad Ali Syafaat, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta: Imparsial, 2003, hlm. 
30. 
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kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah 
orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, 
biasanya untuk tujuan politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, 
1048). Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil 
untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan 
(terutama tujuan politik).29 Dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah 
sebuah gerakan kejahatan yang terorganisir serta memiliki jaringan kerja 
dalam berbagai bentuk dan jenis, yang dapat dilatarbelakangi oleh 
berbagai motivasi dan tujuan dengan menggunakan sarana tertentu dengan 
tujuan untuk menyebarkan ketakutan secara massal. 
2. Sejarah Terorisme di Dunia 
Berdasarkan beberapa literatur, bahwa sesungguhnya sejarah terorisme 
telah ada sejak beberapa abad yang lalu, seiring dengan sejarah kehidupan 
manusia. Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan 
teror mulai perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), 
Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah 
mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, 
perampasan harta benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. 
Roberspierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa 
Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika Serikat, muncul 
 
       29 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008, hlm. 1695. 
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kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. 
Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.30 Pada era Perang Dunia 
I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade 
tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki 
Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. 
Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan- gerakan separatis 
pada pasca Perang Dunia II.  
Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kembali berubah. 
Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-
gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, 
dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek 
represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. 
Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan 
oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritatian 
seperti yang muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia. 
Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan 
makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk 
menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti 
kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-
an dan 1950-an. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap 
 
       30 Hamzah Junaid, op.cit, hlm. 119. 
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sebagai calculatedmeans untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil 
bagian dalam konspirasi global.  
Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa, pada perkembangan 
selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-
kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa 
elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang 
menciptakan rasa tidak aman (insecure) tidak hanya pada lingkup 
domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini 
antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan 
dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu 
negara. Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror 
merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali 
dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan 
psikologisnya sangat luas. 
3. Contoh Kasus Terorisme di Dunia 
Berbicara mengenai terorisme tentu kita tidak dapat lepas dari salah 
satu kasus terorisme terbesar yang menggemparkan dunia yaitu kasus 
serangan ke World Trade Center (WTC) dan Pentagon, Amerika Serikat 
pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa di World Trade Center (WTC) 
mengakibatkan 2.753 orang yang tewas ketika pesawat American Airlines 
Flight 11 dan United Airlines Flight 175 menabrak menara utara dan 
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menara selatan WTC. Sebagian besar korban merupakan penumpang 
pesawat termasuk para pembajak dan para pegawai bangunan serta 
pengunjung WTC. Selain itu terdapat juga 343 orang pemadam kebakaran 
Kota New York, 23 orang lainnya adalah polisi Kota New York, dan 37 
lainnya adalah petugas di Otoritas Pelabuhan. Para korban berusia berkisar 
2 tahun sampai 85 tahun. Sekitar 75-80 persen korban adalah laki-laki. 
Sementara di Pentagon, Washington, 184 orang tewas ketika American 
Airlines Flight 77 yang dibajak, menabrak gedung Departemen 
Pertahanan AS itu. Di Pennsylvania, 40 penumpang dan awak kapal 
United Airlines Flight 93 tewas saat pesawat jatuh di sebuah lapangan.31  
Serangan pada World Trade Center (WTC) tersebut dilakukan oleh 
jaringan kelompok terorisme Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah organisasi 
perlawanan bawah tanah yang sejak tahun 1998 telah menabuh genderang 
perang bertajuk “Front Dunia Islam untuk berjihad melawan kaum Yahudi 
dan Sabilis”. Keberhasilan Al-Qaeda dalam tragedi 11 September 2001, 
menjadi bukti nyata bahwa ancaman terorisme adalah nyata. Pemerintah 
Amerika Serikat dibawah Presiden Bush segera mengumumkan “perang 
melawan teroris dunia” (war on terror). Osama segera menjadi the most 
wanted in the world, target utama operasi negeri Paman Sam.32 
 
       31 Ambrosius Yustinus Kedang, Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror, Jurnal 
Sospol, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember, 2017, hlm. 22. 
       32 Ali Asghar, Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangann, Jumlah Korban dan Wajah Baru 
Global Jihad, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm.2. 
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Keberadaan Al-Qaeda juga menjadi pemicu munculnya klaim bahwa 
fenomena terorisme adalah fenomena global yang muncul akibat jaringan 
Al-Qaeda di berbagai negara. Al Qaeda yang sejak peristiwa 9/11 menjadi 
kelompok teroris yang diduga terkait dengan berbagai kelompok terorisme 
di seluruh dunia serta menyebabkan aksi-aksi terorisme dalam lingkup 
internasional. Seperti misalnya peristiwa pengeboman di kota London 7 
Juli 2005 sebagai salah satu aksi terorisme besar di Eropa yang pelakunya 
dikaitkan dengan Al-Qaeda dan afiliasinya.33 
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia 
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Tindak Pidana Terorisme di 
Indonesia 
Istilah terorisme sendiri memiliki nilai subjektif, karena kemunculan 
istilah teror sangat tergantung situasi dan kondisi yang terbatas oleh sebab 
konflik, batasan waktu, jumlah korban dan pesan yang ingin disampaikan 
pelaku teror. Selain itu, definisi terorisme di dunia juga belum disepakati 
dan masih menjadi perdebatan dikalangan ahli tindak pidana terorisme. 
Terorisme menurut Webster’s New School and Office Dictionary, 
terrorism is the use of violence, intimidation, to gain to end, especially a 
system of government ruling by terror, pelakunya disebut teroris. 
Selanjutnya sebagai kata kerja terrorize is to fill with dread or terror, 
 
       33 Mitchell D.Silber dan Arvin Bhatt, Radicalization in The West, 
http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/files/NYPD_Report-Radicalization_in_the_West.pdf, 
diakses pada 5 Desember 2019. 
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terrify; to intimidate or coerce by terror or by threats of terror.34 Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata teror adalah kegiatan yang 
menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau 
golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk 
menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 1995, 1048). Terorisme adalah penggunaan kekerasan 
terhadap sasaran sipil untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk 
mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).35 
Ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari 
terorisme, diantaranya yaitu Manullang, menurut Manullang terorisme 
merupakan suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, 
dipicu oleh banyak hal, seperti pertentangan (pemahaman) agama, 
ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi 
masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme 
dan ideologi fanatisme. Menurut Prof. Muladi, terorisme merupakan 
segala bentuk tindakan seseorang (teroris) yang merupakan tindak pidana, 
yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, berupa kekerasan atau 
ancaman kekerasan, yang dilakukan secara acak, bertujuan untuk 
menimbulkan ketakutan atau kegelisahan yang bersifat luas, disertai 
dengan motif ideologi atau politik tertentu dan mengakibatkan timbulnya 
 
       34 Noah Wilder, Webster’s New School & Office Dictionary, New York: The World Publishing 
Company, 1962, hlm. 274. 
       35 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, loc.cit. 
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korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan 
atau mengakibatkan kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau 
fasilitas publik atau lingkungan hidup.  
Pada akhirnya setelah melewati perdebatan definisi tindak pidana 
terorisme, pada tahun 2018 disahkan revisi undang-undang terorisme yang 
baru. Didalamnya memuat mengenai definisi terorisme di Indonesia yang 
termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 
junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 1 
angka 2 menyebutkan bahwa : 
 Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, 
dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek 
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 
 
Dari berbagai definisi yang diuraikan diatas kebanyakan dari definisi 
mengenai terorisme ini pada dasarnya adalah sama yaitu penggunaan 
kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan kerugian tetapi perbedaannya 
pada cara penitik beratannya. Pemberantasan terorisme dalam undang-
undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, merupakan 
kebijakan dan lengkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban 
masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi 
hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik 
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berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan.36 Definisi lain 
terorisme juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2018 junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa : 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang menimbulkan susasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat 
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan 
harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau 
fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.  
 
2. Sejarah Terorisme di Indonesia 
Perkembangan terorisme di Indonesia tidak lepas dari peristiwa 
penyerangan gedung World Trade Centre (WTC) di New York dan 
Markas Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon pada 11 September 2001. 
Peristiwa di World Trade Center (WTC) mengakibatkan 2.753 orang yang 
tewas ketika pesawat American Airlines Flight 11 dan United Airlines 
Flight 175 menabrak menara utara dan dan menara selatan WTC. 
Kemudian pada tahun berikutnya disusul dengan terjadinya ledakan bom 
berkekuatan tinggi di pusat wisata di Legian, Bali pada tanggal 12 
Oktober 2002. Ledakan tersebut menewaskan kurang lebih 184 orang dan 
ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti 
 
       36 Ben Ikhsan Fajar, op.cit, hlm. 3. 
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Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain.37 Tragedi Bom 
Bali I yang terjadi pada tahun 2002 merupakan aksi bom bunuh diri 
pertama di Indonesia. Bom Bali I terjadi di tiga tempat yang berbeda yakni 
di Sari Club dan Paddy’s Pub yang terletak di kawasan Kuta, serta di 
dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Kurang dari setahun, ada lagi 
aksi bom bunuh diri, kali ini di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan pada 5 
Agustus 2003. Pelaku meledakkan bom dari dalam mobil di luar hotel. 
Jakarta kembali menjadi sasaran aksi bom bunuh diri pada tanggal 9 
September 2004, tepatnya di depan gedung Kedutaan Besar Amerika 
Serikat. Sama seperti bom JW Marriot, pelaku juga meledakkan bom dari 
dalam mobil serta 9 orang tewas dan lebih dari 180 orang lainnya terluka. 
Bali berduka untuk kedua kalinya karena aksi bom bunuh diri. Tanggal 1 
Oktober 2005, bom meledak di Raja’s Bar and Restaurant di Kuta dan 
Nyoman Cafe di Jimbaran. Tidak ada kelompok yang mengaku 
bertanggungjawab atas kejadian Bom Bali 2 ini. Tetapi, beberapa hari 
kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 
Ansyaad Mbai menyebut dua orang kejadian ini merupakan bom bunuh 
diri yang dilakukan 3 orang berbeda yaitu Muhammad Salik Firdaus, 
Misno dan Ayib Hidayat. Selain itu, ia mengatakan 2 orang warga negara 
Malaysia Azahari Bin Husin dan Noordin Mohamed Top sebagai otak dari 
 
       37 Indriyanto Seno Adji, Terorisme dan HAM dalam Terorisme : Tragedi Umat Manusia, Jakarta : 
O.C Kaligis & Associates, 2001, hlm. 51. 
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aksi ini.38 Pada tanggal 17 Juli 2009 terjadi aksi bom bunuh diri di dua 
tempat di Jakarta, yakni Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton yang 
berselisih waktu 5 menit saja. Masjid ternyata juga pernah menjadi sasaran 
aksi bom bunuh diri. Sebelum ibadah shalat Jum’at pada 5 April 2011, 
bom meledak di Masjid Az-Dzikra yang terletak di Kompleks Mapolresta 
Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 25 oraang mengalami luka-luka akibat 
ledakan ini. Aksi terorisme berupa bom bunuh diri menghentak ibu kota 
lagi pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu di Sarinah, tepatnya di 
Starbucks dan Bioskop Djakarta Teater. Dalam peristiwa ini, 5 pelaku 
tewas, dua di pos polisi, 3 di sekitar Starbucks. Korban tewas lainnya 
adalah dua warga sipil (1 WNI, 1 warga Belanda). Sebanyak 24 orang 
juga terluka. Polisi menemukan 5 bom yang belum meledak.39 
Kantor polisi lagi-lagi menjadi target peledakan pada 5 Juli 2016 atau 
satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, aksi bom bunuh diri ini 
dilakukan di Mapolresta Surakarta. Pelaku tewas ditempat, serta seorang 
polisi mengalami luka-luka. Pada tahun 2018 ada dua aksi bom bunuh diri 
di Surabaya, Jawa Timur yang mengagetkan seluruh Indonesia. Ledakan 
yang pertama terjadi di tiga gereja dalam waktu yang berdekatan pada 13   
 
        38 Liputan6, 1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa, 
https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa, diakses 
pada 14 Desember 2019. 
       39 Nasional Tempo, Infografis Kronologis Bom Sarinah: Pelaku Teror Terlatih, 
https://nasional.tempo.co/read/736179/infografis-kronologis-bom-sarinah-pelaku-teror-terlatih, 
diakses pada 16 Desember 2019. 
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Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian disusul di Rusun 
Wonocolo, Sidoarjo pukul 21.00 WIB malam harinya. Rangkaian ledakan 
ini menewaskan 17 orang. Kemudian yang kedua terjadi satu hari 
berselang, yakni pada tanggal 14 Mei 2018 pada pukul 08.50 WIB. Kali 
ini sasarannya adalah Mapolresta Surabaya. Empat orang pelaku yang 
merupakan satu keluarga tewas ditempat. Ledakan yang terjadi baru-baru 
ini di Polrestabes Medan pada 13 November 2019 semakin menambah 
daftar panjang sejarah bom bunuh diri di Indonesia. Berdasarkan 
keterangan dari pihak yang berwenang, pelaku yang diduga kuat 
merupakan aksi bom bunuh diri memakai jaket ojek online dan masuk 
lewat pintu depan menuju bagian operasional Polrestabes Medan. Pelaku 
dinyatakan tewas dengan tubuh hancur akibat bom yang diledakkannya. 
Ledakan bom ini juga mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka, 
yakni tiga orang personel kepolisian dan satu orang pekerja harian lepas.40 
Kejadian yang menimbulkan perasaan yang mencekam di dunia 
internasional, menyebabkan terorisme menjadi sebuah isu global dan 
mempengaruhi kebijakan politik setiap negara-negara di dunia. Sehingga 
menjadikan terorisme sebagai musuh internasional yang harus diperangi 
 
       40 Tirto.ID, Kronologi & Sejarah Bom Bunuh Diri di Indonesia: Bali Hingga Medan, 
https://tirto.id/kronologi-sejarah-bom-bunuh-diri-di-indonesia-bali-hingga-medan-elAt, diakses pada 
16 Desember 2019. 
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secara bersama-sama.41 Peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di 
Indonesia pada umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang 
mengusung nilai dan norma agama tertentu sebagai dasar aksi mereka 
yang akhirnya menjadi dan meninggalkan konflik yang bersifat horizontal 
di dalam masyarakat.42 
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme di Filipina 
1. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Filipina 
Human Security Act (HSA) of 2007 adalah undang-undang yang sudah 
mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2007. Undang-undang ini adalah 
salah satu undang-undang yang paling utama, yang membawa Filipina 
sejalan dengan upaya negara-negara Asia Tenggara dalam memerangi 
terorisme. Definisi terorisme menurut instrumen hukum Filipina terdapat 
dalam Republic Act No. 9372 atau dikenal juga sebagai Human Security 
Act (HSA) of 2007 yaitu pada pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : 
“Terrorism is any person who commits an act punishable 
under any of the following provisions of the Revised Penal Code, 
thereby sowing and creating a condition of widespread and 
extraordinary fear and panic among the populace, in order to coerce 
the government to give in to an unlawful demand shall be guilty of the 
crime of terrorism and shall suffer the penalty of forty (40) years of 
imprisonment, without the benefit of parole as provided for under Act 
No. 4103, otherwise known as the Indeterminate Sentence Law, as 
amended.” 
 
   Terjemahan bebas : 
 
       41 Adisty Larasati, “Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina dalam Menangani Masalah 
Terorissme Tahun 2005-2011”, Jurnal FISIP, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 3. 
       42 Ibid. 
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  “Terorisme adalah setiap orang yang melakukan tindakan 
yang dapat dihukum berdasarkan salah satu ketentuan dari KUHP 
Revisi, yang dengan demikian menebarkan dan menciptakan kondisi 
ketakutan dan kepanikan yang meluas dan luar biasa di antara 
penduduk, untuk memaksa pemerintah menyerah pada Tuntutan yang 
melanggar hukum akan bersalah atas kejahatan terorisme dan akan 
menderita hukuman empat puluh (40) tahun penjara, tanpa keuntungan 
pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No., 
atau dikenal sebagai Undang-Undang Hukuman Tak Tertentu, 
sebagaimana telah diamandemen.”  
 
Definisi dari terorisme yang dimuat didalam HSA dianggap terlalu luas 
dan samar-samar sehingga dapat disalahgunakan untuk melegitimasi aksi-
aksi protes. 
  Alex Schmid dan Albert Jongman melakukan analisis terhadap ratusan 
definisi terorisme dengan tujuan untuk menemukan elemen kunci definisi 
terorisme. Terdapat lima elemen kunci dengan presentase kemunculan di 
atas 40% yaitu: kekerasan atau kekuatan (83,5%), politik (65%), ketakutan 
atau teror (51%), ancaman (47%), dan efek psikologi serta reaksi 
antisipatif (41,5%). Berdasarkan lima elemen kunci tersebut maka 
tindakan terorisme meliputi: (a) penggunaan kekerasan, kekuatan atau 
ancaman, (b) terutama merupakan tindakan politik, (c) secara intens 
menyebabkan ketakutan atau teror dalam rangka mencapai tujuan, (d) 
terjadi efek dan reaksi psikologis.43 
2. Sejarah Terorisme di Filipina 
 
       43 Hendropriyono A, Terorisme Fundamentalis Kristen Yahudi Islam, Jakarta: Kompas, 2009. 
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Awal perkembangan terorisme di Filipina tidak jauh berbeda dengan 
yang terjadi di Indonesia, walaupun keberagaman suku, ras dan agama di 
Filipina tidak terlalu banyak seperti yang ada di Indonesia. Di Filipina, 
yang di dominasi oleh penduduk yang beragama Katolik, mengalami 
teror-teror dan pemberontakan selama berpuluh-puluh tahun dari Bangsa 
Moro yang beragama Muslim di bagian Filipina Selatan. Konflik-konflik 
internal yang terdapat di Filipina ini akhirnya menjadi cikal bakal konteks 
lahirnya berbagai kelompok teror dalam negeri yang kemudian menjalin 
jaringan dengan organisasi teror regional (Jamaah Islamiyah), dan 
internasional (Al-Qaeda).44 Konflik Moro adalah sebuah pemberontakan 
yang sedang berlangsung di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Pada tahun 
1969, ketegangan politik dan pertempuran terbuka berkembang di antara 
Pemerintah Filipina dan kelompok-kelompok pemberontak Muslim Moro. 
Pemberontakan Moro berujung pada pembantaian Jabidah, yang 
menewaskan 60 komandan Muslim Filipina atas operasi terencana untuk 
mengklaim kembali bagian timur negara bagian Malaysia Sabah. Sebagai 
tanggapannya, profesor Universitas Filipina Nur Misuari mendirikan Front 
Pembebasan Moro atau Moro National Liberation Front (MNLF), yaitu 
sebuah kelompok bersenjata yang berniat mendirikan Mindanao yang 
independen. Pada dasarnya pemberontakan Moro ini berakar dalam 
sejarah panjang pemberontakan orang Bangsa Moro melawan penguasa 
 
       44 Adisty Larasati,op.cit., hlm.5. 
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asing, bermula pada aneksasi Amerika atas Filipina pada 1899. Sejak itu, 
pemberontakan Moro beralih melawan pemerintah Filipina. Konflik Moro 
di Filipina ini adalah sebuah konflik yang berkelanjutan dari masa 
penjajahan sampai masa kemerdekaan bahkan dikatakan masih berlanjut 
sampai abad 21 ini. Pada tahun 70-an, gerakan separatis yang terdapat di 
Filipina Selatan dipimpin oleh Moro National Liberation Front (MNLF), 
sedangkan pada tahun 80-an gerakan separatis yang terdapat di Filipina 
Selatan ini di dominasi oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF). 
MILF diketahui sebagai pecahan dari MNLF yang lebih bersifat radikal. 
Tidak hanya MNLF dan MILF, pada awal tahun 90-an Abu Sayyaf Group 
muncul sebagai kelompok radikal, dan saat ini dianggap sebagai ancaman 
teroris sekaligus kriminal utama bagi pemerintahan Filipina.45 Mindanao 
diyakini sebagai basis kelompok teroris Abu Sayyaf dan Jemaah 
Islamiyah yang kemunculnnya mengurangi peran kelompok pejuang 
kemerdekaan yang lebih moderat dan nasionalis seperti Front Pembebasan 
Islam Moro (MILF). Abu Sayyaf adalah salah satu kelompok separatis 
terkecil dan kemungkinan paling berbahaya di Mindanao. 
Filipina merupakan negara ASEAN yang paling banyak mengalami 
insiden penyerangan oleh kelompok terorisme, bahkan sejak sebelum 
tragedi 9/11, terorisme yang dialami Filipina terdiri dari berbagai macam 
jenis, mulai dari pengeboman target-target lunak, pembajakan pesawat, 
 
       45 Ibid. 
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penyerangan instalasi militer dan juga penculikan.46 Indonesia dan 
Filipina merupakan sama-sama negara berkembang yang terdapat di 
kawasan Asia tenggara. Dua negara tersebut juga saling berbatasan di 
wilayah perairan yang terdapat di bagian Utara Pulau Sulawesi dengan 
Filipina bagian Selatan yaitu Kepulauan Mindanao. Kedua perairan yang 
saling berbatasan ini, dapat menjadi ancaman tersendiri bagi kedua Negara 
tersebut sebagai pintu masuknya teroris. Keterkaitan antara pejuang 
militan Islam di Indonesia dengan Mindanao sudah ada jauh sebelum 
terciptanya MILF atau Jamaah Islamiyah. Pulau Sulawesi yang terdapat di 
Indonesia telah menjalin ikatan perdagangan dengan Mindanao sejak 
berabad-abad. Pada tahun 1960an, setelah kekalahan Kahar Muzakkar dan 
pemberontakan Darul Islam yang terjadi di Sulawesi Selatan, banyak 
pengikutnya yang lari ke Filipina selatan, selain ke Malaysia (Sabah, 
terutama Tawao), dan tempat lain di Indonesia, terutama Balikpapan dan 
Samarinda di Kalimantan Timur.47 
 
 
 
  
 
 
       46 Erwin Yusup Sitorus, Kebijakan Keamanan Nasional Filipina Dalam Kontra-Terorisme, Jurnal 
Prodi Peperangan Asimetris, Volume 3, Nomor 2, Juni, 2017, hlm. 30. 
       47 International Crisis Group, Laporan Latar Belakang Tentang Filipina Selatan; Terorisme dan 
Proses Perdamaian, Jurnal International Crisis Group, Juli, 2004, hlm. 17. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia dan Filipina terkait Tindak 
Pidana Terorisme 
1. Hukum Positif Indonesia terkait Tindak Pidana Terorisme  
Terorisme merupakan bentuk bentuk aksi kejahatan yang 
menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang  atau  
sekelompok   orang   yang  ditujukan  pada  sasaran  sipil  baik   
masyarakat   maupun  harta  benda kekayaannya  untuk  tujuan  politik  
dengan  motivasi  yang  berbeda  beda  sehingga  hal  inilah  yang  
mendasari penempatan  terorisme  sebagai  kejahatan  yang  tergolong  
istimewa  yaitu  kejahatan  luar  biasa.  Dalam  perspektif hukum  pidana  
Internasional,  kejahatan  terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap  
kemanusiaan  (Crime  Against Humanity)  dan  tergolong  kedalam  
kejahatan  luar  biasa  (Extraordinary  Crimes).48 Menurut Indriyanto 
Seno Adjie, terorisme sudah menjadi bagian dari Extraordinary Crimes 
yang  berarti  suatu  kejahatan  kekerasan  yang  berdimensi  khusus  atau 
berbeda  dengan  kejahatan  kekerasan lainnya karena mengorbankan 
 
       48 Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai ‘Extraordinary 
Crime’ dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, Talenta Conference Series: Local 
Wisdom, Social and Arts, Volume 1, Issue 1, 2018, hlm. 11. 
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manusia / orang orang yang tidak berdosa.49 Berdasarkan karakteristiknya 
(antara lain sifat dan metodenya), terorisme bukan bentuk kejahatan 
kekerasan destruktif biasa tetapi termasuk crimes against peace and 
security of mankind.50 Setelah tragedi 11 September 2001 yang menimpa 
gedung World Trade Center (WTC) dan gedung Pertahanan Pentagon, 
Amerika Serikat, tanggal 12 Oktober 2002 teroris kembali beraksi di 
Indonesia tepatnya di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari 180 
orang dan menderita luka berat mencapai lebih dari 300 orang. Hanya 3 
hari pasca tragedi bom Bali, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (DK PBB) pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah 
resolusi baru nomor 1438 yang isinya selain mengecam terorisme juga 
meminta agar seluruh 15 negara anggota DK PBB membantu Indonesia 
untuk menyeret pelaku teroris di Bali ke Pengadilan. Seluruh 15 anggota 
DK PBB secara bulat menyatakan setuju dalam voting untuk resolusi 1438 
yang menggambarkan bahwa serangan teroris di Bali sebagai suatu 
ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.51 
Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom 
di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum 
terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 
 
       49 Abdul Wahid, et al., Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2004, hlm. 52. 
       50 Mulyana W. Kusumah, “Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum”, Jurnal Kriminologi 
Indonesia FISIP UI, Volume 2, Nomor 3, 2002, hlm. 22. 
       51 Aulia Rosa Nasution, op.cit, hlm. 12. 
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1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data 
yang ada pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menunjukkan 
bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang 
meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan 
luka berat 22 orang.52 Peristiwa ledakan bom Bali di kawasan wisata 
Legian, Kuta, Bali telah menambah lembaran hitam kejahatan terhadap 
kemanusiaan di Indonesia. 
Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan 
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yaitu syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” bertekad 
segera bertindak untuk mengungkap peristiwa bom Bali dengan 
mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi kembali, peristiwa-
peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu 
pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 
tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.53 Perppu Nomor 1 Tahun 
2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan 
 
       52 Susilo Bambang Yudhoyono, Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme, Kementerian Polkam, 
2002, Cet. ke-1, hlm. 7. 
       53 Ryan Aditama, “Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”, 
Jurnal Wajah Hukum, Volume 3, Nomor 2, Oktober, 2019, hlm. 185. 
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Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003. Tentu saja ini memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang 
dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention 
Against Terrorism Bombing (1997), bahwa penggunaan bahan peledak 
selain sebagai kejahatan Internasional juga merupakan salah satu bentuk 
kejahatan terorisme.54 Kebijakan Negara Republik Indonesia dalam 
menghadapi kejahatan terorisme pada masa Orde Baru sangat berbeda 
dengan masa Reformasi. Pada masa Orde Baru, penanggulangan terorisme 
lebih mengutamakan pendekatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
sebagai alat pertahanan negara. Serta undang-undang yang digunakan 
adalah undang-undang subversif. Sedangkan, pada masa Reformasi 
undang-undang subversif dicabut dan diganti menggunakan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang 
tersebut merupakan pengembangan dari kebijakan negara dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 
Pada masa Orde Lama, pendekatan penanggulangan terorisme lebih 
banyak menggunakan pendekatan keamanan dan kemiliteran. Pada masa 
ini, Indonesia sedang dalam upaya pembentukan rezim dan pertahanan diri 
dari ancaman penjajahan yang berusaha untuk kembali ke Indonesia. 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekarang Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) memegang peranan yang sangat dominan dalam 
 
       54 Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 66. 
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bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Peranan militer juga 
meliputi upaya untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan, termasuk 
mengatasi berbagai usaha pemberontakan dan terorisme di dalam negeri.55 
Pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya 
mengesahkan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian 
disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Setelah sebelumnya Presiden 
Joko Widodo mengancam akan mengeluarkan Perppu jika pengesahan 
tidak terjadi hingga akhir masa sidang. Desakan pengesahan terhadap 
revisi undang-undang terorisme ini muncul secara besar-besaran sejak 
terjadinya serangan teror secara berantai yang bermula dengan serangan 
tiga gereja di Surabaya pada Mei tahun lalu. Didalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana 
Terorisme tersebut juga telah didefinisikan mengenai tindak terorisme. 
Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi 
terorisme masih kabur dan terlalu luas sehingga menjadi perdebatan para 
ahli tindak pidana terorisme bahkan di dunia, namun pada revisi undang-
undang terorisme Indonesia yang baru disebutkan mengenai definis 
terorisme itu. Definisi tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-
 
       55 Sidratahta Mukhtar, “Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era 
Demokrastisasi”, Jurnal Reformasi, Volume 6, Nomor 2, 2016, hlm. 146. 
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Undang Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana 
Terorisme, yang berbunyi sebagai berikut : 
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, 
dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek 
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 
   
Menurut undang-undang terorisme yang baru ini, perbuatan yang bisa 
digolongkan pidana terorisme yaitu56 :  
a. Merekrut orang untuk jadi anggota korporasi atau organisasi 
terorisme; 
b. Sengaja mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dallam dan luar 
negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau 
melakukan serangan teror; 
c. Menampung atau mengirim orang terkait serangan teror; 
d. Mengumpulkan atau menyebarluarkan dokumen untuk digunakan 
dalam pelatihan teror; 
e. Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja 
menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Undang-undang terorisme ini juga berbicara tentang pemilikan senjata 
kimia, biologi, radiologi, biomolekuer, atau komponen-komponennya. 
 
       56 BBS News, DPR Sahkan Revisi UU Terorisme, Perppu Tak Lagi Diperlukan, 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953, diakses pada tanggal 10 Desember 2019. 
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Disebutkan pula setiap perbuatan terorisme yang melibatkan anak, 
diancam mendapat hukuman tambahan sepertiga dari hukuman yang 
dijatuhkan. 
2. Hukum Positif Filipina terkait Kejahatan Terorisme 
Sekitar tahun 1565, Bangsa Spanyol tiba diwilayah selatan Pulau 
Mindanao dan kepulauan Sulu. Akibat misi Bangsa Spanyol tentang 
penyebaran agama Kristen bertentangan dengan keadaan di dua wilayah 
ini, akhirnya Bangsa Spanyol melakukan penyerangan. Bangsa Spanyol 
menyebut penduduk asli Mindanao sebagai bangsa Moro. Kata Moro 
diambil dari "Moors", yang artinya adalah seorang yang pernah dikuasai 
Spanyol.57 Pada tahun 1898 Amerika Serikat memenangkan Spanyol, lalu 
Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat. Demikian juga 
Mindanao dan Sulu yang saat itu belum resmi menjadi wilayah jajahan 
Spanyol, juga turut diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Hal inilah 
yang pada akhirnya menimbulkan pertumpahan darah antara Bangsa Moro 
(Muslim Mindanao) dengan Amerika Serikat. Dimulai sejak tahun 2001, 
organisasi pembela muslim Filipina yaitu Moro Islamic Liberation Front 
(MILF) berhasil meledakkan sebuah Kapal Angkatan Laut Amerika 
Serikat yang berlabuh di Filipina guna menjalani latihan militer bersama 
antar kedua negara. Dari persitiwa bom tersebut 39 orang tewas dan 
 
       57Syed Sirajul Islam, The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia, Singapore: Thomson 
Learning, 2005, hlm. 28. 
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puluhan lainnya mengalami luka-luka.58 Filipina Selatan (Southern 
Phillipines) yang menjadi basis pemberontakan bagi dua organisasi 
pembela muslim yaitu MILF dan Abu Sayyaf seringkali dijadikan sebagai 
target pengeboman sebagai akibat dari ketidakpuasan kedua organisasi 
tersebut atas pemerintahan yang korup dan pro Amerika. Tuntutan utama 
mereka adalah merdeka dari penjajahan Filipina, dan mendirikan sebuah 
negara baru yang terdiri dari Bangsa Moro (Meliputi Mindanao, Sulu, 
Palawan, Basilan, dan sekitarnya). 
Filipina merupakan negara ASEAN yang paling banyak mengalami 
insiden penyerangan oleh kelompok terorisme, bahkan sejak sebelum 
tragedi 9/11, terorisme yang dialami Filipina terdiri dari berbagai macam 
jenis, mulai dari pengeboman target-target lunak, pembajakan pesawat, 
penyerangan instalasi militer dan juga penculikan. MNFL merupakan 
pelaku teror yang paling banyak melakukan serangan meskipun kelompok 
MILF dan Abu Sayyaf Group (ASG) yang dianggap paling ekstrim dan 
berbahaya. Dikutip dari Institute for Economics and Peace, disebutkan 
bahwa Terrorism Index in Philippines decreased to 7.14 in 2018 from 7.18 
in 2017. Terrorism Index in Philippines averaged 6.71 from 2002 until 
2018, reaching an all time high of 7.27 in 2014 and a record low of 5.78 
in 2006. Indeks Terorisme Global mengukur dampak langsung dan tidak 
 
       58 ICG Reports, Laporan Latar Belakang Tentang Filipina Selatan: Terorisme dan Proses 
Perdamaian,http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/southeastasia/philippines/Bahasa/80___sou
thern _philippines_backgrounder_bahasa, diakses pada tanggal 10 Desember 2019. 
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langsung dari terorisme, termasuk dampaknya terhadap korban meninggal, 
luka-luka, kerusakan properti dan efek dari psikologis. Skor tersebut 
merupakan skor gabungan yang menurut peringkat negara, untuk dampak 
terorisme dari 0 (tidak ada dampak) hingga 10 (dampak tertinggi).59 
Setelah sekian banyaknya kejadian terorisme yang menimpa Filipina, 
pada akhirnya pemerintah Filipina merespon serangan tersebut dengan 
pengerahan pasukan militer tanpa ada landasan hukum yang jelas. 
Bagaimana pun juga, pemerintah Filipina mengidentifikasikan tindakan 
terorisme sebagai tanggungjawabnya dan harus ada hukuman kepada para 
pelaku terror.60 Pemerintah Filipina memerangi terorisme tanpa adanya 
hukum yang mengatur mengenai itu, sehingga dikemudian hari 
bermunculan complain mengenai hak asasi manusia yang dilakukan 
Pemerintah Filipina saat melakukan penindakan kepada para tersangka 
teroris61 Dalam upaya mencegah dan memberantas terorisme di Filipina, 
pemerintah Filipina telah mengesahkan undang-undang anti terorisme 
yaitu Republic Act Number 9372 An Act to Secure the State And Protect 
Our People From Terrorism atau yang lebih dikenal dengan nama Human 
Security Act (HSA) of 2007. Undang-undang ini terdiri dari 62 pasal 
 
       59 Trading Economics, Philippines Terrorism Index, 
https://tradingeconomics.com/philippines/terrorism-index, diakses pada 16 Desember 2019. 
       60 Eusaquito P. Manalo, The Philippines Response to Terrorism: The Abu Sayyaf Group, San 
Fransisco: Naval Post Graduate School, 2004, hlm. 2. 
       61 Bulatlat, Critics Warn President vs Rushing Anti-Terror Bill, Bulatat Journal, 
https://www.bulatlat.com/news/5-14/5-14-atb.htm, diakses pada 16 Desember 2019. 
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(sections) yang sebagian diantaranya adalah pengaturan mengenai hukum 
acara penindakan kejahatan terorisme di Filipina.62 Human Security Act of 
2007 sudah mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2007. Undang-undang 
ini adalah salah satu undang-undang yang paling utama, yang membawa 
Filipina sejalan dengan upaya negara-negara Asia Tenggara dalam 
memerangi terorisme.63 Setelah dilakukan beberapa kali revisi, HSA 
mendapat kritik dari berbagai pihak yang menyebutkan bahwa definisi 
terorisme didalam HSA of 2007 itu terlalu luas dan samar. Berikut ini 
adalah definisi terorisme dalam HSA of 2007 atau Republic Act No. 9372 
yang terdapat pada Pasal 3 : 
“Any person who commits an act punishable under any of the 
following provisions of the Revised Penal Code ‘thereby sowing and 
creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic 
among the populace, in order to coerce the government to give in to 
an unlawful demand shall be guilty of the crime of terrorism and shall 
suffer the penalty of forty (40) years of imprisonment, without the 
benefit of parole as provided for under Act No. 4103, otherwise known 
as the Indeterminate Sentence Law, as amended.” 
 
Pada saat terjadi serangan 9/11 di Amerika Serikat, Dewan Keamanan 
PBB (DK PBB) mengeluarkan Resolusi PBB no. 1373 yang menyatakan 
kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan terorisme dan pembiayaan 
terorisme. Kemudian mayoritas negara-negara mengeluarkan undang-
 
       62 Milda Istiqomah, “Perbandingan Hukum Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) Berdasarkan 
Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Republict Act Human Security Act (HSA) Filipina, Jurnal 
Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2013, hlm. 39. 
       63 Annisaa Mutiara Damayanti Ariohudoyo, “Human Security Act of 2007 Sebagai Bentuk dari 
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Kontra Terorisme di Republik Filipina”, Jurnal Prodi 
Perang Asimetris, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 7. 
48 
 
 
 
undang yang baru atau justru memodifikasi undang-undang yang sudah 
ada untuk menentukan keseimbangan antara kebebasan individu dan 
keamanan kolektif. Namun HSA of 2007 tidak mengikuti pola yang 
demikian, sebaliknya HSA secara inovatif meminta pengadilan Filipina 
untuk mendampingi dan memastikan praktek-praktek hukum yang sah 
yang dilakukan oleh para pejabat politik dari lembaga-lembaga 
pemerintahan. HSA juga menyediakan paham-paham demokratis melalui 
proses peradilan yang dapat disaksikan secara terbuka. HSA 
memperlihatkan proses peradilan atas tersangka teroris secara transparan 
yang tetap didampingi oleh Pengadilan Filipina sebagai bentuk dari 
perlindungan hak asasi manusia terhadap para tersangka teroris yang akan 
diadili.64 
B. Perbedaan dan Persamaan Penjatuhan Hukuman terkait Tindak Pidana 
Terorisme di Indonesia dan Filipina 
1. Perbedaan Pengaturan Sanksi terkait Tindak Pidana Terorisme di 
Indonesia dan Filipina 
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kebijakan terkait tindak 
pidana terorisme di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 
 
       64 Ibid, hlm. 10. 
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Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang merupakan 
revisi terbaru dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 
Sedangkan kebijakan terkait tindak pidana terorisme di Filipina diatur 
dalam Republic Act No. 9372 atau yang lebih dikenal dengan nama 
Human Security Act of 2007. Kedua negara tersebut melewati perjalanan 
yang sangat panjang hingga menghasilkan kebijakan terkait tindak pidana 
terorisme di masing-masing negara. Indonesia membuat kebijakan terkait 
tindak pidana terorisme tersebut setelah adanya tragedi Bom Bali yang 
menelan banyak korban jiwa. Pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh 
Megawati mengesahkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme sebagai respon terhadap kejadian Bom Bali 
tersebut. Sebelum diundangkannnya Human Security Act of 2007, 
Pemerintah Filipina menindak terduga terorisme tanpa adanya landasan 
hukum yang mengatur hal tersebut. Hingga akhirnya muncul berbagai 
complain terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh 
Pemerintah Filipina saat menindak terduga terorisme tersebut. 
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Perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana terorisme di 
Indonesia dan Filipina yang pertama yaitu perbedaan pada lamanya 
hukuman yang akan diterima seorang terduga pelaku terorisme. Pada 
hukum positif Indonesia, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 
6 : 
 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat 
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan 
harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau 
fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.” 
 
Sedangkan lamanya hukuman terhadap terduga terorisme berdasarkan 
Human Security Act of 2007 terdapat pada Pasal 3 sebagai berikut : 
“Any person who commits an act punishable under any of the 
following provisions of the Revised Penal Code ‘thereby sowing and 
creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic 
among the populace, in order to coerce the government to give in to 
an unlawful demand shall be guilty of the crime of terrorism and shall 
suffer the penalty of forty (40) years of imprisonment, without the 
benefit of parole as provided for under Act No. 4103, otherwise known 
as the Indeterminate Sentence Law, as amended.” 
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Analisis perbedaan yang pertama yaitu apabila berdasarkan hukum 
positif Indonesia maka terduga tindak pidana terorisme dapat dijatuhi 
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati, jika 
terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Seseorang dapat dijatuhi 
hukuman sesuai dengan Pasal 6 apabila memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Setiap orang, 
b. Dengan sengaja, 
c. Menggunakan kekerasan yang menimbulkan; suasana teror dan rasa 
takut secara luas, 
d. Menimbulkan korban bersifat massal, 
e. Dengan cara; merampas kemerdekaan, 
f. Atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 
g. Atau mengakibatkan kerusakan, 
h. Atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan 
hidup, 
i. Atau fasilitas publik, 
j. Atau fasilitas internasional. 
Jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur sesuai diatas, maka ia dapat 
dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
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lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati 
sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sedangkan jika 
berdasarkan Human Security Act of 2007, maka terdakwa terorisme akan 
dijatuhi hukuman 40 (empat puluh) tahun penjara tanpa adanya 
pembebasan bersyarat. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa hukuman 
terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme lebih berat di Indonesia 
yang mana dapat dijatuhi hukuman mati, dibandingkan dengan di Filipina 
yang hanya dihukum 40 (empat puluh tahun penjara) tanpa pembebasan 
bersyarat. Hukuman tersebut juga dapat dikenai terhadap pelaku tindak 
pidana yang diatur dalam The Revised Penal Code of The Philippines atau 
dikenal juga sebagai Act No. 3815 sebagai berikut: 
a. Article 122 (Piracy in General and Mutiny in the High Seas or in the 
Philippine Waters); 
b. Article 134 (Rebellion or Insurrection); 
c. Article 134-a (Coup d' Etat), including acts committed by private 
persons; 
d. Article 248 (Murder); 
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e. Article 267 (Kidnapping and Serious Illegal Detention); 
f. Article 324 (Crimes Involving Destruction), or under 
1. Presidential Decree No. 1613 (The Law on Arson); 
2. Republic Act No. 6969 (Toxic Substances and Hazardous and 
Nuclear Waste Control Act of 1990); 
3. Republic Act No. 5207, (Atomic Energy Regulatory and Liability 
Act of 1968); 
4. Republic Act No. 6235 (Anti-Hijacking Law); 
5. Presidential Decree No. 532 (Anti-Piracy and Anti-Highway 
Robbery Law of 1974); and, 
6. Presidential Decree No. 1866, as amended (Decree Codifying the 
Laws on Illegal and Unlawful Possession, Manufacture, Dealing in, 
Acquisition or Disposition of Firearms, Ammunitions or Explosives). 
Jadi, berdasarkan analisis yang penulis lakukan diatas terhadap Pasal 6 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang dan Pasal 3 Human Security Act of 2007 menghasilkan 
perbedaan bahwa pengertian tindak pidana terorisme yang diatur dalam 
HSA memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan 
terorisme yang diatur dalam hukum positif Indonesia. 
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 Analisis perbandingan yang kedua yaitu dapat dilihat pada Pasal 9 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang yang berbunyi : 
“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke 
Indonesia, membuat, menerima, mencobba memperoleh, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam milikinya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan 
ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu 
bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan 
maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” 
 
Pasal diatas mengatur tentang bahan-bahan berbahaya seperti bahan 
peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal terkait hal 
tersebut juga diatur didalam Human Security Act of 2007 yaitu tertuang 
pada Pasal 3 poin F angka (6) yang berbunyi sebagai berikut : 
“Any person who commits an act punishable under any of the 
following provisions of the Revised Penal Code: 
a. Article 122 (Piracy in General and Mutiny in the High Seas or in 
the Philippine Waters); 
b. Article 134 (Rebellion or Insurrection); 
c. Article 134-a (Coup d' Etat), including acts committed by private 
persons; 
d. Article 248 (Murder); 
e. Article 267 (Kidnapping and Serious Illegal Detention); 
f. Article 324 (Crimes Involving Destruction), or under: 
1. Presidential Decree No. 1613 (The Law on Arson); 
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2. Republic Act No. 6969 (Toxic Substances and Hazardous 
and Nuclear Waste Control Act of 1990); 
3. Republic Act No. 5207, (Atomic Energy Regulatory and 
Liability Act of 1968); 
4. Republic Act No. 6235 (Anti-Hijacking Law); 
5. Presidential Decree No. 532 (Anti-Piracy and Anti-Highway 
Robbery Law of 1974); and, 
6. Presidential Decree No. 1866, as amended (Decree 
Codifying the Laws on Illegal and Unlawful Possession, 
Manufacture, Dealing in, Acquisition or Disposition of 
Firearms, Ammunitions or Explosives). 
thereby sowing and creating a condition of widespread and 
extraordinary fear and panic among the populace, in order to coerce 
the government to give in to an unlawful demand shall be guilty of the 
crime of terrorism and shall suffer the penalty of forty (40) years of 
imprisonment, without the benefit of parole as provided for under Act 
No. 4103, otherwise known as the Indeterminate Sentence Law, as 
amended.” 
 
Berdasarkan pasal diatas, di Indonesia pelaku dapat dikenai hukuman 
pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun terkait bahan-bahan berbahaya 
seperti bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme. 
Sedangkan berdasarkan HSA of 2007 pelaku dapat dikenai hukuman 40 
(empat puluh) tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat karena hal 
tesebut termasuk dalam tindakan terorisme menurut HSA. Perbedaannya 
keduanya selain ada pada perbedaan lamanya hukuman yang diterima 
terduga pelaku, juga pada perbedaan penempatan pengaturan terkait bahan 
peledak berbahaya. Dalam HSA, hal tersebut diatur didalam Pasal 3 
bersama dengan tindak pidana lainnnya yang mengacu pada The Revised 
Penal Code of The Philippines atau Republic Act No.3815. Sedangkan di 
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Indonesia aturan mengenai bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam 
tindakan terorisme diatur sendiri dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang serta berbeda dari aturan mengenai pelaku tindak pidana 
terorisme yang diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut.  
 Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai konspirasi, konspirasi sendiri 
menurut Oxford Dictionary berarti “a secret plan by a group to do 
something unlawful or harmful.” Atau “the action of plotting or 
conspiring.”65 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), konspirasi berarti komplotan atau persekongkolan.66 Konspirasi 
untuk melakukan tindak pidana terorisme telah diatur dalam HSA of 2007 
diatur Pasal 4 yang berbunyi : 
“Persons who conspire to commit the crime of terrorism shall 
suffer the penalty of forty (40) years of imprisonment. There is 
conspiracy when two or more persons come to an agreement 
concerning the commission of the crime of terrorism as defined in 
Section 3 hereof and decide to commit the same.” 
 
 
       65 Lexico by Oxford, Oxford Dictionary, https://www.lexico.com/definition/conspiracy, diakses 
pada tanggal 23 Desember 2019. 
       66 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008, hlm. 803. 
57 
 
 
 
Serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang hal mengenai persekongkolan dalam melakukan tindak 
pidana terorisme diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut : 
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, 
percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana 
Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, 
Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan 
pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 
12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 hurufb dan hurufc, dan Pasal 
13A. 
 
Perbedaan dari keduanya yaitu terletak pada lamanya masa hukuman 
yang akan diterima terduga pelaku. Pada Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengenai tindakan 
konspirasi atau persekongkolan untuk melakukan terorisme dijelaskan 
pada Pasal 15 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Setiap orang, 
b. Melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, 
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c. Atau pembantuan 
d. Untuk melakukan tindak pidana terorisme 
Jika seorang terduga memenuhi unsur-unsur seperti diatas, maka ia dapat 
dikenai hukuman pidana yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, 
Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan c, dan Pasal 13A. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 6 maka terdakwa dapat dikenai hukuman pidana penjara minimal 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana mati. Sedangkan jika memenuhi ketentuan Pasal 7 
maka terdakwa dapat dikenai pidana penjara paling lama seumur hidup. 
Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 terdakwa dapat dipidana sama dengan 
ketentuan Pasal 6. Menurut Pasal 9 dan Pasal 10A, terdakwa terorisme 
dapat dikenai hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan 
maksimal 20 (dua puluh) tahun. Kemudian menurut Pasal 12 dan Pasal 
13B dan C, maka terdakwa dikenai pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun 
dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Lalu menurut Pasal 12A terdakwa 
dapat dikenai hukuman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan 
maksimal 12 (dua belas) tahun. Menurut Pasal 12B, terdakwa dapat 
dikenai pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua 
belas) tahun. Serta menurut Pasal 13A terdakwa dapat dikenai hukuman 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam HSA dijelaskan bahwa 
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adanya konspirasi yaitu ketika dua orang atau lebih mencapai 
kesepakatan mengenai komisi kejahatan terorisme dan memutuskan untuk 
melakukan hal yang sama. Berdasarkan pengertian konspirasi menurut 
HSA, maka dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur konspirasi dalam 
HSA sebagai berikut : 
a. Adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih, 
b. Mengenai kejahatan terorisme, 
c. Serta memutuskan untuk melakukan hal yang sama. 
Berdasarkan HSA, perbuatan konspirasi untuk melakukan terorisme 
tersebut dapat dihukum pidana penjara 40 (empat puluh) tahun. 
 Perbedaan selanjutnya terkait penjatuhan hukuman pidana di 
Indonesia dan Filipina tentang tindak pidana terorisme yaitu mengenai 
pembantu tindak pidana atau accomplice dalam tindak pidana terorisme. 
Dalam HSA of 2007 hal tersebut diatur dalam Pasal 5, yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“Accomplice is any person who, not being a principal under 
Article 17 of the Revised Penal Code or a conspirator as defined 
in Section 4 hereof, cooperates in the execution of either the crime 
of terrorism or conspiracy to commit terrorism by previous or 
simultaneous acts shall suffer the penalty of from seventeen (17) 
years, four months one day to twenty (20) years of imprisonment.” 
 
Disebutkan pada pasal diatas bahwa accomplice atau kaki tangan tindak 
pidana merupakan setiap orang yang tidak termasuk kedalam pelaku 
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utama berdasarkan Article 17 of the Revised Penal Code. Berikut ini 
adalah isi dari Article 17 of the Revised Penal Code : 
“The following are considered principals :  
1. Those who take a direct part in the execution of the act;  
2. Those who directly force or induce others to commit it; 
3. Those who cooperate in the commission of the offense by 
another act without which it would not have been 
accomplished.” 
   
Berdasarkan dua pasal diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
accomplice atau pembantu tindak pidana berbeda dengan principal. 
Bahwa pembantu tindak pidana bekerja sama dengan pelaku utama untuk 
melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Menurut HSA, 
accomplice dapat dijatuhi hukuman pidana paling singkat 17 (tujuh belas) 
tahun 4(empat) bulan 1 (satu) hari sampai 20 (dua puluh) tahun pidana 
penjara. Sedangkan tindakan pidana terkait kaki tangan atau accomplice 
tidak.  
Didalam HSA juga mengatur mengenai assessory yang tertuang dalam 
Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut : 
“Any person who, having knowledge of the commission of the 
crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism, and without 
having participated therein, either as principal or accomplice 
under Articles 17 and 18 of the Revised Penal Code, takes part 
subsequent to its commission in any of the following manner: 
(a) by profiting himself or assisting the offender to profit by the 
effects of the crime;  
(b) by concealing or destroying the body of the crime, or 
theeffects, or instruments thereof, in order to prevent its 
discovery;  
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(c) by harboring, concealing, or assisting in the escape of the 
principal or conspirator of the crime,  
Shall suffer the penalty of ten (10) years and one day to twelve 
(12) years of imprisonment. 
Notwithstanding the above paragraph, the penalties prescribed 
for accessories shall not be imposed upon those who are such with 
respect to their spouses, ascendants, descendants, legitimate, 
natural, and adopted brothers and sisters, or relatives by affinity 
within the same degrees, with the single exception of accessories 
falling within the provisions of subparagraph (a).” 
 
Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa assessory merupakan setiap orang 
yang memiliki pengetahuan mengenai kejahatan terorisme atau konspirasi 
untuk melakukan tindakan terorisme, namun tidak ikut serta 
melakukannya secara langsung, baik sebagai pelaku ataupun pembantu 
sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Revisi Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Filipina. Disebutkan juga bahwa seorang assessory dapat 
mengambil bagian dalam tindak pidana dengan cara sebagai berikut : 
a. Dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau membantu 
pelaku mendapat keuntungan dari kejahatannya; 
b. Dengan menyembunyikan atau menghancurkan bukti atau akibat dari 
kejahatan, untuk mencegah ditemukannya hal tersebut. 
c. Dengan membantu menyembunyikan atau melarikan diri seorang 
pelaku dan konspirator kejahatan. 
Jadi berdasarkan analisis yang penulis lakukan, seorang accomplice dan 
assessory memiliki perbedaan. Jika seorang accomplice akan bekerja sama 
dengan seorang principal atau pelaku kejahatan secara langsung dan 
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melakukan kejahatan bersama-sama. Maka assessory tidak demikian, 
assessory mengetahui tentang kejahatan tersebut dan hanya akan 
membantu tindak kejahatan tersebut secara tidak langsung, jadi assessory 
tidak perlu berada di tempat kejadian untuk membantu seorang pelaku 
atau principal. Maka assessory akan dikenai hukuman pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) hari hingga 12 (dua belas) tahun. 
Hukuman terhadap assessory ini tidak akan dikenakan kepada mereka 
yang memiliki hubungan darah maupun ikatan yang sederajat dengan 
assessory tersebut. Dengan pengecualian untuk assessory yang termasuk 
ke dalam ketentuan sub ayat (a). 
 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang juga mengatur mengenai pembantu tindak pidana dalam 
hal ini kaitannya dengan pidana terorisme yang terdapat pada Pasal 13 dan 
16 yang berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 13 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau 
kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan : 
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta 
kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; 
 b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau 
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c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 
 
 Pasal 16 
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 
memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk 
terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. 
 
Seseorang yang dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun yaitu apabila orang 
tersebut dengan sengaja memberikan bantuan ataupun kemudahan 
terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Klasifikasi pemberian bantuan 
atau kemudahan tersebut diantaranya seperti yang sudah tercantum diatas 
yaitu memberikan atau meminjamkan uang atau barang ataupun harta 
kekayaan, membantu menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, 
dan menyembunyikan informasi mengenai tindak pidana yang ia ketahui. 
Sedangkan, seseorang dapat pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 
7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 apabila memenuhi 
unsur-unsur pasal 16 yaitu : 
a. Setiap orang, 
b. Di luar wilayah Negara Republik Indonesia, 
c. Memberikan bantuan, kemudahan, sarana, 
d. Atau keterangan, 
e. Terkait terjadinya tindak pidana terorisme. 
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Pidana yang dijatuhkan tergantung pada jenis bantuan serta kemudahan 
yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. 
 Analisis yang akan penulis lakukan selanjutnya yaitu hanya terhadap 
pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Menjadi Undang-Undang, dikarenakan ada beberapa pasal dalam hukum 
anti-terorisme Indonesia yang tidak diatur didalam Human Security Act of 
2007 Philippines. Yang pertama yaitu terkait dengan pendanaan terhadap 
kegiatan terorisme yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 11 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang 
dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan 
tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan 
sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
8, Pasal 9, dan Pasal 10. 
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Pasal 12  
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja 
menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan 
tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan 
sebagian atau seluruhnya untuk melakukan : 
a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, 
menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan 
nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang 
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka 
berat atau menimbulkan kerusakan harta benda; 
b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau 
komponennya ; 
c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, 
senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, 
radioaktif atau komponennya; 
d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, 
radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya 
secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala 
bentuk intimidasi; 
e. mengancam : 
1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau 
komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka 
berat atau kerusakan harta benda; atau 
2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, 
organisasi internasional, atau negara lain untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan 
g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.  
 
 Berdasarkan Pasal 11 diatas, seseorang dapat dikenai hukuman penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun jika 
terbukti dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana terkait 
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kegiatan terorisme. Sedangkan pada Pasal 12 diatur mengenai tindakan 
pendanaan kegiatan terorisme yang berhubungan dengan bahan-bahan dan 
senjata berbahaya, yang dapat dihukum dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Menurut 
Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), 
menerangkan bahwa pendanaan terhadap suatu aksi teror juga 
dikualifikasikan sebagai salah sattu bentuk terorisme.67 Namun dalam 
penegakan hukum untuk mengusut tuntas masalah pendanaan terorisme 
masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada tahun 2013, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.68 Menurut Kepala Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin, aliran 
dana terkait aksi terorisme di tahun 2019 mengalami penurunan yang 
drastis dibading tahun-tahun sebelumnya yang ditandai dengan makin 
sedikitnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) berkaitan 
dengan terorisme. Jika dibanding tahun lalu sampai April 2018 ada 388 
laporan, sedangkan tahun 2019 hingga April hanya 172 laporan.69 Namun 
 
       67 Eddy O.S. Hiariej et.al, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 
2006, hlm. 153. 
       68 Randy Pradityo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme”, Jurnal Rechtvinding, Volume 5, Nomor 1, April, 2016, hlm. 19. 
       69 VivaNews, Aliran Dana Terorisme di Indonesia Diklaim Turun Drastis, 
https://www.vivanews.com/berita/nasional/7103-aliran-dana-terorisme-di-indonesia-diklaim-turun-
drastis?medium=autonext, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.  
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sayangnya, pasal terkait pendanaan kegiatan terorisme tidak terdapat 
didalam Human Security Act of 2007 (HSA). Pemerintahh Filipina 
mengatur mengenai pendanaan terorisme dalam The Terrorism Financing 
Prevention and Suppression Act of 2012, atau Republic Act No. 10168, 
atau dikenal juga sebagai "TF Suppression Act”. Dikutip dari Columbia 
Business School, the Congress of the Philippines' Republic Act No. 10168 
seeks to reinforce the country's fight against terrorism by criminalizing 
the financing of terrorism and related offenses, and by preventing and 
suppressing the commission of said offenses through freezing and 
forfeiture of properties or funds while protecting human rights. The act is 
divided into several chapters, and sets forth provisions on the following 
topics70 : 
1. Financing of Terrorism 
2. Attempt or Conspiracy to Commit Crimes of Financing Terrorism and 
Dealing with Property or Funds of Designated Persons 
3. Accomplice 
4. Accessory 
5. Prohibition Againt Dealing with Property or Fund of Designated 
Persons 
6. Offense by a Judicial Person, Corporate Body or Alien 
 
       70 Columbia Business School, Congress of The Philippines - Republic Act No. 10168 - Crime of 
Financing Terrorism Act, https://dfsobservatory.com/content/congress-philippines-republic-act-no-
10168-crime-financing-terrorism-act, diakses pada tanggal 23 Desember 2019. 
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7. Authority to Investigate Requirements 
8. Authority to Freeze 
9. Exceptions for Investigative Requirements 
10. Humanitarian Exemptions 
11. Apptopriation and Use of Funds of Public Attorney’s Pffice (PAO) 
12. Publication of Designation 
13. Duty of Covered Institutions and / or Relevant Government Agencies 
Upon Receipt of the Freeze Order 
14. Predicate Offenense to Money Laundering 
15. Civil Forfeiture 
16. Extra-Territorial Application of This Act 
17. Extradition 
18. Applicability of the Revised Penal Code 
Analisis selanjutnya yaitu terkait anak yang terlibat didalam tindak 
pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 16A dan Pasal 19 Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang 
berbunyi sebagai berikut: 
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  Pasal 16A 
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme 
dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu 
per tiga). 
 
Seseorang yang melibatkan anak dalam hal ini yang berusia dibawah 18 
tahun dapat dijatuhi penambahan 1/3 hukuman pidana penjara. Namun, 
undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan 
anak yang terlibat kejahatan teror. Dalam pasal tersebut terdapat 
pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. 
Ketentuan ini cukup baik, bahwa perlindungan anak dipahami sebagai 
sesuatu sangat penting. Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak 
sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan, 
bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga pelaku utama (yang melibatkan 
anak) harus diperberat hukumannya, sedangkan anak yang dilibatkan 
harus dilindungi.71 Menurut  Arsul Sani, keterlibatan anak dalam sebuah 
tindak pidana teroris pun sepanjang masih berada di bawah usia 18 tahun 
tetap diklasifikasikan sebagai korban. Terlebih, ketentuan Pasal 59 ayat 
(2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 
menyebutkan, “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:.....k. anak korban jaringan 
 
       71 Ahmad Mahyani, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme”, Jurnal Hukum 
Magnum Opus, Volume 2, Nomor 2, Februari, 2019, hlm. 51. 
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terorisme”.72 Kemudian terkait hukuman pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap anak sebagai pelaku terorisme diatur dalam Pasal 19 Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang 
berbunyi sebagai berikut: 
 Pasal 19 
Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan 
mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk 
pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun. 
 
Berdasarkan Pasal 19 diatas, dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi 
pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 
tahun harus dikecualikan dari hukuman pidana mati  atau pidana penjara 
seumur hidup. Pengaturan tindak pidana terorisme bagi anak tidak 
dibedakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme bagi orang yang 
telah dewasa, namun ketentuan sanksi pidana yang diterima oleh anak 
sebagai pelaku terorisme berbeda dengan sanksi yang diterima oleh orang 
 
       72 Hukum Online, Begini Hukumnya Libatkan Anak dalam Aksi Terorisme, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afd51b8766c0/begini-hukumnya-libatkan-anak-dalam-
aksi-terorisme/, diakses pada tanggal 23 Desember 2019. 
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dewasa sebagai pelaku terorisme.73 Berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dalam kasus anak pelaku terorisme 
dapat berupa rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali 
kepada orang tua/wali, atau keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan 
di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan sebagaimana 
tertera dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b,c, dan d. Anak pelaku terorisme, 
selain sebagai anak  yang berkonfik dengan hukum sekaligus juga  
merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana.  Untuk  itu,  
memberikan  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  serta  member 
kan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial merupakan 
tindakan tepat yang ditujukan  bagi  anak  pelaku  terorisme.74 
Sedangkan pengaturan mengenai anak yang terlibat dalam tindak 
pidana terorisme tidak dijelaskan didalam dalam Human Security Act 
(HSA). Namun, Filipina memiliki undang-undang yang mengatur 
mengenai tindak pidana anak yang tertuang pada Republic Act No. 9344 
atau dikenal juga sebagai Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. 
 
       73 Samuel Pangaribuan, “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 
Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt)”, Jurnal Hukum, 
Medan: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013, hlm. 3. 
       74 Hirda Rahmah dan Iqbal Kamalludin, “Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum 
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Al-Risalah, Volume 18, Nomor 2, Desember, 2018, 
hlm. 115. 
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Didalam Republic Act No. 9344 pada Pasal 4 huruf d dan e djelaskan 
bahwa: 
(d) Child at Risk, refers to a child who is vulnerable to and at the 
risk of committing criminal offenses because of personal, family 
and social circumstances, such as, but not limited to, the 
following: 
(1)being abused by any person through sexual, physical, 
psychological, mental, economic or any other means and the 
parents or guardian refuse, are unwilling, or unable to provide 
protection for the child; 
(2) being exploited including sexually or economically; 
(3) being abandoned or neglected, and after diligent search 
and inquiry, the parent or guardian cannot be found; 
(4) coming from a dysfunctional or broken family or without a 
parent or guardian; 
(5) being out of school; 
(6) being a streetchild; 
(7) being a member of a gang; 
(8) living in a community with a high level of criminality or 
drug abuse; and 
(9) living in situations of armed conflict. 
e. Child in Conflict with the Law, refers to a child who is alleged 
as, accused of, or adjudged as, having committed an offense under 
Philippine laws. 
 
  Terjemahan bebas: 
 
(d) Anak yang Beresiko, mengacu pada seorang anak yang rentan 
terhadap dan berisiko melakukan tindak pidana karena keadaan 
pribadi, keluarga dan sosial, seperti berikut ini, tetapi tidak hanya 
terbatas pada hal-hal dibawah ini: 
(1) dilecehkan oleh siapa pun melalui cara seksual, fisik, 
psikologis, mental, ekonomi atau lainnya dan orang tua atau 
wali menolak, tidak mau, atau tidak dapat memberikan 
perlindungan bagi anak; 
(2) dieksploitasi termasuk secara seksual atau ekonomi; 
(3) ditinggalkan atau diabaikan, dan setelah pencarian dan 
penyelidikan, orang tua atau wali tidak dapat ditemukan; 
(4) berasal dari keluarga yang tidak berfungsi atau rusak atau 
tanpa orang tua atau wali; 
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(5) tidak sekolah; 
(6) menjadi anak jalanan; 
(7) menjadi anggota geng; 
(8)tinggal di komunitas dengan tingkat kriminalitas atau 
penyalahgunaan narkoba yang tinggi; dan 
(9) hidup dalam situasi konflik bersenjata. 
e. Anak yang berkonflik dengan hukum, merujuk pada seorang 
anak yang diduga, dituduh, atau diadili sebagai atau telah 
melakukan pelanggaran di bawah undang-undang Filipina. 
 
Pada huruf d diatas dijelaskan mengenai anak-anak yang rentan dan 
beresiko melakukan tindak pidana karena keadaan pribadi, keluarga, dan 
sosial. Pada huruf e dijelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan 
hukum mengacu pada anak yang dituduh atau divonis telah melakukan 
pelanggaran / kejahatan berdasarkan hukum Filipina. Maka seorang anak 
yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme dapat dilindungi oleh 
Republic Act No. 9344 atau Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 
sesuai dengan Pasal 4 huruf e diatas.  
 Berdasarkan uraian perbedaan antara Undang-Undang terorisme 
Indonesia dengan HSA terkait pengaturan sanksi tindak pidana terorisme, 
maka penulis mencoba untuk membuat ringkasan dalam tabel sebagai 
berikut: 
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Perbedaan 
Undang-Undang 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018 Tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme 
Republic Act No. 9372 
atau Human Security Act 
(HSA) of 2007 
Pelaku Tindak Pidana 
Terorisme 
Pasal 6 
Dapat dijatuhi hukuman 
pidana penjara minimal 5 
tahun dan maksimal 20 tahun, 
pidana seumur hidup, atau 
pidana mati. 
Pasal 3 
Dapat dijatuhi hukuman 
pidana penjara selama 40 
tahun tanpa pembebasan 
bersyarat. 
Pemufakatan jahat 
(konspirasi untuk 
melakukan terorisme) 
Pasal 15 
Setiap orang yang terbukti 
melakukan pemufakatan 
untuk melakukan terorisme 
dapat dijatuhi hukuman 
pidana yang sama sesuai 
ketentuan Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 
Pasal 4 
Orang yang melakukan 
konspirasi terorisme dapat 
dijatuhi hukuman pidana 
penjara selama 40 tahun. 
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12A, Pasal 12B, Pasal 13 
huruf (b) dan (c), dan  Pasal 
13A. Lama hukumannya 
dapat disesuaikan dengan 
pasal-pasal tersebut. 
Pembantu dalam 
Tindak Pidana 
Terorisme 
Pasal 13 
Setiap orang yang 
memberikan bantuan dalam 
bentuk apapun terhadap 
kejahatan terorisme dapat 
dijatuhi hukuman pidana 
penjara paling singkat selama 
3 tahun dan maksimal 15 
tahun. 
Pasal 16 
Setiap orang yang berada di 
luar wilayah negara Indonesia 
yang memberikan bantuan 
dalam kejahatan terorisme, 
dijatuhi hukuma pidana sama 
sebagai pelaku tindak pidana 
Pasal 5 (Accomplice) 
Pembantu dalam tindak 
pidana terorisme dapat 
dijatuhi hukuman minimal 
17 tahun 4 bulan 1 hari 
dan maksimal 20 tahun 
pidana penjara. 
Pasal 6 (Assessory) 
Dapat dijatuhi hukuman 
pidana penjara minimal 
selama 10 tahun 1 hari dan 
maksimal 12 tahun 
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pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. 
Pendanaan Kegiatan 
Terorisme 
Pasal  11 dan Pasal 12 
Setiap orang yang dengan 
sengaja menyediakan dan 
mengumpulkan dana untuk 
digunakan dalam kegiatan 
terorisme dapat dijatuhi 
hukuman pidana penjara 
minimal 3 tahun dan 
maksimal 15 tahun. 
Pendanaan terorisme tidak 
diatur dalam HSA. Hal 
tersebut diatur secara 
terpisah dalam Republic 
Act No.10168 atau The 
Terrorism Financing 
Prevention and 
Suppression Act of 2012. 
Pelaku terorisme 
Anak 
Pasal 16A 
Setiap orang yang melibatkan 
anak dalam melakukan tindak 
terorisme ancaman pidananya 
ditambah 1/3. 
Pelaku terorisme anak juga 
tidak diatur dalam pasal 
HSA. Namun dapat masuk 
kedalam Republic Act No. 
9344 atau Juvenile Justice 
and Welfare Act of 2006 
yaitu dalam Pasal 4 huruf 
(e) kategori Child in 
Conflict with the Law. 
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2. Persamaan Pengaturan Sanksi terkait Tindak Pidana Terorisme di 
Indonesia dan Filipina 
Terorisme merupakan kemajuan cara peperangan yang sudah masuk 
kedalam 4th Generation Warfare, dimana tidak ada kejelasan antara 
combatan dan non-combatan juga menggunakan cara-cara peperangan 
asimetris yaitu bahwa perang asimetris adalah suatu model peperangan 
yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan diluar aturan 
peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan 
mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra : geografi, 
demografi, sosial, dan budaya).75 Baik Indonesia maupun Filipina 
merupakan negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara dan saling 
berbatasan langsung dengan perairan yang dikhawatirkan akan 
memudahkan keluar masuknya kelompok terorisme dari kedua negara 
tersebut. Filipina sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah 
kelompok teroris terbanyak di Asia Tenggara, sebut saja kelompok Abu 
Sayyaf Group (ASG) yang disebut sebagai kelompok terorisme paling 
berbahaya di Asia Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan data yang penulis 
dapatkan dari Databoks.co.id terkait negara dengan dampak aksi terorisme 
di Asia Tenggara pada tahun 2016 sebagai berikut: 
 
75 Dewan Riset Nasional, Suatu Pemikiran Tentang Perang Asimetris, Jakarta, 2008, t.d. 
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Berdasarkan data dari Institute for Economics and Peace diatas, pada 2016 
Filipina menjadi negara dengan dampak aksi terorisme tertinggi di 
ASEAN. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke tiga setelah Filipina 
dan Thailand. Global Terrorism Index 2016 yang dirilis oleh lembaga 
Think Thank asal London, Institute for Economics and Peace (IEP), 
menyebutkan Indonesia mendapat skor 4,429 dari skala 10. Indonesia 
berada di bawah Filipina yang berada di peringkat pertama dengan indeks 
7,098 dan Thailand 6,706.76 Berikut ini persamaan terkait tindak pidana 
terorisme di Indonesia dan Filipina yang berhasil penulis rangkum: 
a. Persamaan antara Indonesia dan Filipina terkait dengan tindak pidana 
terorisme yang pertama yaitu kenyataan bahwa kedua negara baru 
 
       76 Data Boks, Dampak Aksi Terorisme Indonesia Tertinggi Ketiga di ASEAN, 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/15/ancaman-terorisme-indonesia-tertinggi-ketiga-
di-asean, diakses pada tanggal 25 Desember 2019. 
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memiliki undang-undang anti-terorisme setelah terjadi berbagai kasus 
terorisme di negara masing-masing. Di Indonesia kebijakan terkait 
terorisme baru ada setelah terjadinya serangan Bom Bali pada 2002, 
kemudian pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden 
Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 
tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
Kemudian pada tahun 2003 dilakukan penetapan Perppu Nomor 1 
tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai 
undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2003. Pada tahun 2018 masyarakat meminta Pemerintah untuk 
segera mengesahkan revisi terhadap UU Terorisme ketika terjadi 
serangan tiga gereja di Surabaya secara berturut-turut. Dengan 
pengesahan revisi tersebut maka Presiden tidak perlu lagi untuk 
mengeluarkan Peraturan Khusus Pengganti Undang-Undang 
(Perppu).77 Selain karena terjadinya serangan teroris, desakan untuk 
segera merevisi undang-undang anti terorisme yaitu dikarenakan 
definisi terorisme yang selama ini dianggap mengganjal dan menjadi 
perdebatan publik. Dikutip dari BBC News Indonesia pada tahun 
 
       77 BBC News, DPR Sahkan Revisi UU Terorisme, Perppu Tak Lagi Diperlukan, 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953, diakses pada tanggal 25 Desember 2019. 
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2018, perbuatan yang bisa digolongkan pidana terorisme menurut UU 
yang baru ini antara lain78: 
b. Merekrut orang untuk jadi anggota korporasi atau organisasi terorisme. 
c. Sengaja mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan luar. 
negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau 
melakukan serangan terror. 
d. Menampung atau mengirim orang terkait serangan terror. 
e. Mengumpulkan atau menyebarluaskan dokumen untuk digunakan 
dalam pelatihan terror. 
f. Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut 
untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
g. Pemilikan senjata kimia, biologi, radiologi, biomolekuer, atau 
momponen-komponennya. 
h. Setiap perbuatan terorisme yang melibatkan anak, diancam mendapat 
hukuman tambahan sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. 
Selain Indonesia, Filipina juga mengalami kesulitan dalam memerangi 
terorisme di negaranya. Sebelum memiliki undang-undang resmi terkait 
tindak pidana terorisme, Pemerintah Filipina memerangi terorisme tanpa 
adanya hukum yang mengatur mengenai itu, sehingga dikemudian hari 
bermunculan complain mengenai hak asasi manusia yang dilakukan 
Pemerintah Filipina saat melakukan penindakan kepada para tersangka 
 
       78 Ibid. 
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teroris.79 Pada tanggal 6 Maret 2007, Presiden Gloria Macapagal Arroyo 
menandatangani undang-undang nasional Republic Act 9372 atau disebut 
dengan Human Security Act 2007 (HSA of 2007) mengenai tindak 
kejahatan terorisme di Filipina, dan mulai berlaku pada 15 Juli 2007. Di 
dalam hukum ini, beberapa tindak kejahatan kriminal lain juga 
dikategorikan sebagai bentuk terorisme diantaranya adalah pembajakan di 
wilayah perairan, pemberontakan, pembunuhan, penculikan atau 
penahanan secara ilegal, tindak kejahatan yang menyebabkan 
pengerusakan atau penghancuran, pembakaran dan penggunaan serta 
kepemilikan senjata secara illegal.80 Beberapa saat setelah HSA dibuat, 
beberapa kelompok advokasi membuat petisi kepada Mahkamah Agung 
Filipina untuk menjatuhkan aturan-aturan yang ada di dalam HSA 
tersebut. Kelompok advokasi tersebut menganggap bahwa HSA masih 
sangat samar-samar dan melanggar hak-hak individual, yang pada 
akhirnya meminta kepada Mahkamah Agung Filipina untuk membatalkan 
HSA.81 Menurut presentasi Anti Terrorism Council-Program Management 
Center di Office of The President of Philippine, Malacanang Palace, 
bahwa negara Filipina telah memiliki struktur oganisasi, peraturan 
 
       79 Bulatlat, Critics Warn President vs Rushing Anti-Terror Bill, Bulatlat Journal, 
https://www.bulatlat.com/news/5-14/5-14-atb.htm, diakses pada 25 Desember 2019.  
       80 Giuliani Agustha Namora, “Peran ASEAN Conevntion on Counter Terrorism Dalam 
Penanganan Terorisme di Filipina Periodde 2011-2013”, Journal of International Relations, Volume 2, 
Nomor 4, 2016, hlm. 174. 
       81 Annisaa Mutiara Damayanti Ariohudoyo, op.cit, hlm. 3.  
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perundang-undangan dan juga bagan koordinasi yang memadai antar 
institusi dalam hal penanggulangan terorisme yang menjadi kebijakan 
nasional Filipina, namun ketiga hal tersebut belum dapat dimaksimalkan 
lantaran Filipina masih belum memiliki sumber daya manusia yang 
mencukupi untuk ikut bergabung dan mengurusi persoalan tentang 
terorisme.82 HSA tidak memberikan otoritas kepada kepolisian untuk 
secara sepihak melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku 
kekerasan. HSA memberikan syarat harus ada pertimbangan hakim untuk 
memutuskan kewajaran dari penyitaan sebelum polisi melakukan 
eksekusi. Terdapat 30 dari 62 pasal yang membatasi kewenangan polisi, 
yang mana dapat menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat 
hukuman-hukuman dan perlindungan-perlindungan yang spesifik yang 
terdapat pada HSA terhadap penyalahgunaan undang-undang ini, 
diantaranya adalah83 :  
1. Denda sebesar P500.000 setiap hari karena telah menuduh seseorang 
telah melakukan terorisme.  
2. 10 sampai 12 tahun penjara terhadap penegak hukum yang gagal 
dalam menginformasikan kepada otoritas pengadilan seperti yang telah 
diatur. 
 
       82 Erwin Yusup Sitorus, op.cit, hlm. 33. 
       83 Annisaa Mutiara Damayanti, op.cit, hlm. 9. 
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3. Adanya perlindungan terhadap hubungan komunikasi antara pengacara 
dan kliennya, dokter dan pasien, jurnalis dengan narasumbernya, serta 
urusan-urusan yang bersifat rahasia.  
4. Membuat suatu komite yang resmi dalam menampung keluhan untuk 
mengumpulkan dan mengevaluasi komplain terhadap para penegak 
hukum.  
5. Membuat komite pengawasan untuk mereview ulang undang-undang 
selama satu tahun setelah undang-undang itu diimplementasikan.  
6. Mendelegasikan otoritas kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk 
memberikan prioritas tertinggi dalam menginvestigasi dan mengadili 
pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. 
Dengan demikian, di satu sisi HSA memberikan otoritas yang lebih luas 
kepada para penegak hukum dalam hal penahanan, pengejaran langsung 
ke rumah-rumah, pencarian bukti-bukti, tetapi di sisi lain, HSA juga 
menekan potensi penindasan yang tidak seharusnya dilakukan dengan cara 
secara eksplisit memberikan perlindungan-perlindungan yang signifikan 
kepada terduga pelanggar hukum dan juga saksi terhadap penyalahgunaan 
kekuasaan yang dilakukan oleh penegak hukum.84 
b. Persamaan selanjutnya antara Indonesia dan Filipina terkait tindak pidana 
terorisme yaitu baik Indonesia maupun Filipina sama-sama memiliki 
 
       84 Ibid, hlm. 10. 
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badan penanggulangan anti-terorisme sendiri. Di Indonesia, didirikannya 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak lepas dari kasus 
serangan Bom Bali pada tahun 2002, yang mana pada saat itu Presiden 
Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002. Instruksi 
Presiden tersebut yaitu bahwa Presiden memberi mandat kepada Menteri 
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang saat itu dijabat oleh 
Susilo Bambang Yudhoyono yang diberikan tugas untuk merumuskan 
kebijakan dan strategi nasional pemberantasan terorisme dan 
mengkoordinasikan semua langkah-langkah operasional pemberantasan 
terorisme.85 Segera setelah itu, Menkopolhukam membentuk Desk 
Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) berdasarkan Keputusan 
Menteri Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT mempunyai tugas 
membantu Menkopulkam dalam merumuskkann kebijakan bagi 
pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, 
pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala 
tindakan hukum yang diperlukan. Serta menunjuk Irjen Pol Drs. Ansyaad 
Mbai sebagai ketua DKPT.86 Tidak terdapat rujukan resmi yang bersifat 
publik yang menunjukan pola koordinasi kerja antara satuan khusus 
lainnya, maupun dengan BNPT. Berbagai laporan justru merujuk pada 
 
        85 Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2004, hlm. 22.  
       86 Achmadudin Rajab, “Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan 
Kedaulatan Negara”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 1, April, 2016, hlm. 7. 
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kecenderungan rivalitas antar satuan dibawah POLRI dan dibawah TNI 
(Densus 88 dan Datasemen 81) dalam penanggulangan kejahatan 
terorisme.87 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang 
memiliki kekuatan tetap karena telah diatur melalui Peraturan Presiden 
Republik Indonesia (PerPres RI) nomor 46 tahun 2010. Meskipun Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme sudah mempunyai kekuatan tetap 
karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab III Pasal 
4 ayat 1, tetapi adapun yang dibawah Undang-Undang yang mengatur 
lebih spesifik lagi mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 
dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 
Republik Indonesia Nomor: kep-26/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang 
pembentukan Desk Koordinasi pemberantasan terorisme.88 Namun setelah 
dilakukannya revisi terhadap undang-undang anti-terorisme yang lama, 
kini pengaturan mengenai BNPT juga terdapat pada Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yaitu 
pada Pasal 43E, 43F, 43G, dan 43H. Isi dari pasal tersebut berturut-turut 
seperti berikut ini : 
 
       87 Ibid, hlm. 8. 
       88 Handoko Sujudi, “Implementasi dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
di Indonesia”, Jurnal Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 8, November 2014, hlm. 23. 
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Pasal 43E:  
(1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang 
penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Presiden. 
(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat 
analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas 
bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah 
penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam 
menangani terorisme. 
(3)Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di 
ibukota Negara Republik Indonesia 
 
Pasal 43F: 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi: 
(1) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program 
nasional di bidang penanggulangan terorisme 
(2) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program 
nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan 
(3) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan 
deradikalisasi. 
 
Pasal 43G: 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas: 
a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan 
kebijakan, strategi, dan program nasionnal penanggulangan 
terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, 
dan deradikalisasi; 
b. Mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam 
penanggulangan terorisme; 
c. Mengkoordinasikan program pemulihan korban; dan 
d. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan 
kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan 
terorisme di bidang kerja sama internasional. 
 
Pasal 43H: 
Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.  
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Tak hanya terkait kelembagaan, BNPT juga memiliki fungsi menetapkan 
dan mengoordinasikan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang 
penanggulangan terorisme. Serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, 
kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang menjadi titik poin dalam UU 
Terorisme yang baru tersebut.89 
 Selain Indonesia, Filipina juga memiliki sebuah badan untuk 
penanggulangan terorisme yang bernama The National Counter-Terrorism 
Action Group (NCTAG) yang berdiri sejak 2007. Filipina juga memiliki 
lembaga yang lebih besar yaitu dewan Anti-Terrorism Council untuk 
menangani masalah penanggulangan terorisme di Filipina.90 After its 
formation on November 27, 2007, and the announcement of its 
establishment on November 29, 2007, the group was trained by the RP-
UK Crisis Management Assistance Program, in cooperation with the 
British Embassy. The training programme was shown to the public in 
January 2008. Former Philippine National Police chief, Arturo Lomibao, 
was appointed as the group's first chief officer. The NCTAG held its first 
anti-terrorist exercises at the Light Railway Transit-2 station in Cubao 
and at the Metro Rail Transit North Avenue Station to prepare authorities 
 
         89 Republika, Ini Peran dan Tugas Baru BNPT Usai Revisi UU Terorisme, 
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/25/p9a3gt409-ini-peran-dan-tugas-baru-
bnpt-usai-revisi-uu-terorisme, diakses pada tanggal 25 Desember 2019. 
       90 Erwin Yusup Sitorus, op.cit, hlm. 27.  
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for future terrorist attacks after a bombing was reported at Iligan City.91 
Lembaga Anti-Terrorism Council juga diatur didalam Human Security Act 
of 2007 yaitu pada Pasal 53 serta fungsi atau kewenangan Lembaga Anti-
Terrorism juga diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi : 
Pasal 53: 
An Anti-Terrorism Council, hereinafter referred to, for brevity, 
as the "Council," is hereby created. The members of the Council 
are: (1) the Executive Secretary, who shall be its Chairperson; (2) 
the Secretary of Justice, who shall be its Vice Chairperson; and 
(3) the Secretary of Foreign Affairs; (4) the Secretary of National 
Defense; (5) the Secretary of the Interior and Local Government; 
(6) the Secretary of Finance; and (7) the National Security 
Advisor, as its other members. 
The Council shall implement this Act and assume the 
responsibility for the proper and effective implementation of the 
anti-terrorism policy of the country. The Council shall keep 
records of its proceedings and decisions. All records of the 
Council shall be subject to such security classifications as the 
Council may, in its judgment and discretion, decide to adopt to 
safeguard the safety of the people, the security of the Republic, 
and the welfare of the nation. 
The National Intelligence Coordinating Agency shall be the 
Secretariat of the Council. The Council shall define the powers, 
duties, and functions of the National Intelligence Coordinating 
Agency as Secretariat of the Council. The National Bureau of 
Investigation, the Bureau of Immigration, the Office of Civil 
Defense, the Intelligence Service of the Armed Forces of the 
Philippines, the Anti-Money Laundering Council, the Philippine 
Center on Transnational Crime, and the Philippine National 
Police intelligence and investigative elements shall serve as 
support agencies for the Council. 
The Council shall formulate and adopt comprehensive, adequate, 
efficient, and effective anti-terrorism plans, programs, and 
counter-measures to suppress and eradicate terrorism in the 
country and to protect the people from acts of terrorism. Nothing 
 
       91 Academic Dictionaris and Encyclopedias, National Counter-Terrorism Action Group, 
https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/9019105, diakses pada tanggal 25 Desember 2019.  
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herein shall be interpreted to empower the Anti-Terrorism Council 
to exercise any judicial or quasi-judicial power or authority. 
 
Pasal 54: 
In pursuit of its mandate in the previous Section, the Council 
shall have the following functions with due regard for the rights of 
the people as mandated by the Constitution and pertinent laws: 
1. Formulate and adopt plans, programs and counter-measures 
against terrorists and acts of terrorism in the country; 
2. Coordinate all national efforts to suppress and eradicate acts of 
terrorism in the country and mobilize the entire nation against 
terrorism prescribed in this Act; 
3. Direct the speedy investigation and prosecution of all persons 
accused or detained for the crime of terrorism or conspiracy to 
commit terrorism and other offenses punishable under this Act, 
and monitor the progress of their cases; 
4. Establish and maintain comprehensive data-base information 
system on terrorism, terrorist activities, and counter-terrorism 
operations; 
5. Freeze the funds property, bank deposits, placements, trust 
accounts, assets and records belonging to a person suspected of 
or charged with the crime of terrorism or conspiracy to commit 
terrorism, pursuant to Republic Act No. 9160, otherwise known as 
the Anti-Money Laundering Act of 2001, as amended; 
6. Grant monetary rewards and other incentives to informers who 
give vital information leading to the apprehension, arrest, 
detention, prosecution, and conviction of person or persons who 
are liable for the crime of terrorism or conspiracy to commit 
terrorism; 
7. Establish and maintain coordination with and the cooperation 
and assistance of other nations in the struggle against 
international terrorism; and 
8. Request the Supreme Court to designate specific divisions of the 
Court of Appeals and Regional Trial Courts in Manila, Cebu City 
and Cagayan de Oro City, as the case may be, to handle all cases 
involving the crime of terrorism or conspiracy to commit 
terrorism and all matters incident to said crimes. The Secretary of 
Justice shall assign a team of prosecutors from: (a) Luzon to 
handle terrorism cases filed in the Regional Trial Court in 
Manila; (b) from the Visayas to handle cases filed in Cebu City; 
and (c) from Mindanao to handle cases filed in Cagayan de Oro 
City. 
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 Terjemahan bebas: 
Pasal 53: 
Dewan Anti-Terorisme, yang selanjutnya disebut, untuk 
singkatnya, sebagai "Dewan," dengan ini dibuat. Anggota Dewan 
adalah: (1) Sekretaris Eksekutif, yang akan menjadi ketuanya; (2) 
Sekretaris Kehakiman, yang akan menjadi Wakil Ketua; dan (3) 
Sekretaris Luar Negeri; (4) Sekretaris Pertahanan Nasional; (5) 
Sekretaris Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; (6) Sekretaris 
Keuangan; dan (7) Penasihat Keamanan Nasional, sebagai anggota 
lainnya. 
Dewan akan melaksanakan Undang-Undang ini dan memikul 
tanggung jawab untuk implementasi yang tepat dan efektif dari 
kebijakan anti-terorisme negara. Dewan akan menyimpan catatan 
tentang proses dan keputusannya. Semua catatan Dewan akan 
tunduk pada klasifikasi keamanan seperti yang Dewan dapat, 
dalam penilaian dan kebijaksanaannya, memutuskan untuk 
mengadopsi untuk menjaga keselamatan rakyat, keamanan 
Republik, dan kesejahteraan bangsa. 
Badan Koordinasi Intelijen Nasional akan menjadi Sekretariat 
Dewan. Dewan akan menetapkan wewenang, tugas, dan fungsi 
Badan Koordinasi Intelijen Nasional sebagai Sekretariat Dewan. 
Biro Investigasi Nasional, Biro Imigrasi, Kantor Pertahanan Sipil, 
Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Filipina, Dewan Anti 
Pencucian Uang, Pusat Filipina untuk Kejahatan Lintas Negara, 
dan intelijen dan investigasi Kepolisian Nasional Filipina elemen 
harus berfungsi sebagai lembaga pendukung untuk Dewan. 
Dewan akan merumuskan dan mengadopsi rencana, program, 
dan langkah-langkah anti-terorisme yang komprehensif, memadai, 
efisien, dan efektif untuk menekan dan memberantas terorisme di 
negara ini dan untuk melindungi orang-orang dari tindakan 
terorisme. Tidak ada apa pun di sini yang akan ditafsirkan untuk 
memberdayakan Dewan Anti-Terorisme untuk menjalankan 
kekuasaan atau wewenang pengadilan atau kuasi-yudisial. 
 
Pasal 54: 
Dalam mengejar mandatnya dalam Bagian sebelumnya, Dewan 
akan memiliki fungsi-fungsi berikut dengan memperhatikan hak-
hak rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan undang-
undang terkait: 
1. Merumuskan dan mengadopsi rencana, program, dan tindakan 
balasan terhadap teroris dan tindakan terorisme di negara ini; 
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2. Mengkoordinasikan semua upaya nasional untuk menekan dan 
memberantas tindakan terorisme di negara ini dan memobilisasi 
seluruh bangsa melawan terorisme yang ditentukan dalam 
Undang-Undang ini; 
3. Arahkan penyelidikan cepat dan penuntutan semua orang yang 
dituduh atau ditahan karena kejahatan terorisme atau konspirasi 
untuk melakukan terorisme dan pelanggaran lainnya yang dapat 
dihukum berdasarkan Undang-Undang ini, dan memantau 
perkembangan kasus mereka; 
4. Membangun dan memelihara sistem informasi basis data yang 
komprehensif tentang terorisme, kegiatan teroris, dan operasi 
kontra-terorisme; 
5. Membekukan dana properti, deposito bank, penempatan, 
rekening kepercayaan, aset dan catatan milik seseorang yang 
dicurigai atau didakwa dengan kejahatan terorisme atau konspirasi 
untuk melakukan terorisme, sesuai dengan Undang-Undang 
Republik No. 9160, atau dikenal sebagai Anti -Uang Pencucian 
Uang tahun 2001, sebagaimana telah diubah; 
6. Berikan imbalan uang dan insentif lainnya kepada informan 
yang memberikan informasi penting yang mengarah pada 
penangkapan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan 
penghukuman orang atau orang yang bertanggung jawab atas 
kejahatan terorisme atau konspirasi untuk melakukan terorisme; 
7. Membangun dan memelihara koordinasi dengan dan kerja sama 
dan bantuan negara-negara lain dalam perjuangan melawan 
terorisme internasional; dan 
8. Meminta Mahkamah Agung untuk menunjuk divisi khusus dari 
Pengadilan Banding dan Pengadilan Pengadilan Regional di 
Manila, Cebu City, dan Cagayan de Oro City, sesuai dengan 
masalahnya, untuk menangani semua kasus yang melibatkan 
kejahatan terorisme atau konspirasi untuk melakukan terorisme 
dan semua hal yang terkait dengan kejahatan tersebut. Sekretaris 
Kehakiman akan menugaskan tim jaksa penuntut dari: (a) Luzon 
untuk menangani kasus terorisme yang diajukan di Pengadilan 
Pengadilan Regional di Manila; (B) dari Visayas untuk menangani 
kasus yang diajukan di Kota Cebu; dan (c) dari Mindanao untuk 
menangani kasus yang diajukan di Cagayan de Oro City. 
 
Filipina juga memiliki dewan anti terorisme yang membawahi Sekretariat 
(NICA) dan juga Program Management Center yang memiliki struktur 
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langsung kebeberapa institusi yaitu : National Terrorism Prevention 
Office (NTPO), Capability Building Office (CBO), Legal & Internatiol 
Affairs Office (LIAO), Readiness Assessment & Monitong Office 
(ORACMO) dan juga Office for Special Corcerns (OSC).92 
c. Analisis persamaan antara Indonesia dan Filipina selanjutnya adalah 
terkait kerjasama internasional yang melibatkan kedua negara tersebut. 
Mengingat negara Indonesia berbatasan laut langsung dengan negara 
Filipina, yang mana di perbatasan tersebut dikhawatirkan menjadi jalur 
keluar-masuk terorisme antar negara. Apalagi melihat banyaknya kasus 
penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terorisme Filipina 
terhadap para WNI yang sedang berlayar disekitar pulau perbatasan 
tersebut. Maka hal ini membuat Indonesia berinisiatif untuk membentuk 
kerjasama dengan melibatkan negara tetangga, seperti Filipina dan 
Malaysia. Kerjasama trilateral yang dibentuk pada 2017 ini dinamai 
Indomalphi yang juga melibatkan Singapura dan Brunei Darussalam 
sebagai observer. Kerjasama ini berupa coordinated patrol di sekitar 
Perairan Sulu.93 Selain kerjasama Indomaphil, Indonesia dan Filipina 
sebelumnya telah memiliki bentuk kerja sama sendiri dibidang 
coordinated patrol, kerjasama tersebut diberi nama Coordinated Patrol 
 
       92 Erwin Yusup Sitorus, op.cit, hlm.27. 
       93 Sutrimo,et al., “Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-
Filipina Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”, Jurnal Prodi Diplomasi 
Pertahanan, Volume 4, Nomor 2, Agustus, 2018, hlm. 43. 
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Philippines Indonesia (CORPAT Philindo). Kerjasama tersebut 
merupakan bentuk implementasi upaya peningkatan kerjasama dalam 
saling percaya dan Capacity Building dari kedua negara yaitu Indonesia 
dan Filipina. CORPAT Philindo tidak hanya berfokus pada aspek militer 
saja, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial budaya termasuk kejahatan 
transnasional. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu latihan bersama 
oleh TNI AL dengan Republic of Philippines Navy.94  
d. Persamaan selanjutnya antara hukum pidana di Indonesia dan Filipina 
terkait dengan terorisme yaitu persamaan pada penegak hukumnya. Di 
Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang pada Pasal 25 sampai Pasal 32 memuat mengenai 
kewenangan-kewenangan serta tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 
penegak hukum dalam hal ini seperti penyidik, penuntut umum sesuai 
dengan undang-undang tersebut. Sedangkan dalam Human Security Act 
(HSA), kewenangan-kewenangan penegak hukum tersebut diatur di Pasal 
7 sampai Pasal 51. Persamaan kewenangan penegak hukum yang diatur 
berdasarkan kedua undang-undang tersebut yang pertama mengenai 
kewenangan penegak hukum yang diperbolehkan undang-undang untuk 
 
       94 Ibid. 
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melakukan penyadapan terhadap terduga terorisme. Di Indonesia, 
kewenangan penegak hukum terkait penyadapan diatur pada Pasal 31 dan 
Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 31 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik 
berwenang: 
a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman 
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang 
mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana 
Terorisme yang sedang diperiksa; dan 
b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat 
komunikasi lain yang diduga digunakan untuk 
mempersiapkan, merencannakan, dan melaksanakan 
Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui 
keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.\ 
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua 
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya 
penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis 
penyidik atau atasan penyidik. 
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme. 
(5) Penyadapann wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 
 
Pasal 31A 
Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan 
penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat 
mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan 
Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta 
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penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. 
 
Berdasarkan Pasal 31 diatas, dijelaskan bahwa penyidik dapat 
melakukan penyadapan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan 
negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan penyidik berdasarkan 
permohonan tertulis dari penyidik atau ketua penyidik. Penyadapan 
tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan 
dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun juga. Hasil dari 
penyadapan tersebut bersifat rahasia serta wajib dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian di 
bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan dalam Pasal 31A 
menerangkan bahwa dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat 
melakukan penyadapan terlebih dahulu dalam jangka waktu paling lama 3 
hari, setelah itu penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua 
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan penyidik. 
Sedangkan di dalam HSA, penyadapan diatur pada Pasal 7 sampai Pasal 
11 yang berbunyi sebagai berikut: 
SEC. 7. Surveillance of Suspects and Interception and Recording 
of Communications.  
The provisions of Republic Act No. 4200 (Anti-Wire Tapping Law) 
to the contrary notwithstanding, a police or law enforcement 
official and the members of his team may, upon a written order of 
the Court of Appeals, listen to, intercept and record, with the use 
of any mode, form, kind or type of electronic or other surveillance 
equipment or intercepting and tracking devices, or with the use of 
any other suitable ways and means for that purpose, any 
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communication, message, conversation, discussion, or spoken or 
written words between members of a judicially declared and 
outlawed terrorist organization, association, or group of persons 
or of any person charged with or suspected of the crime of 
terrorism or conspiracy to commit terrorism. 
Provided, That surveillance, interception and recording of 
communications between lawyers and clients, doctors and patients, 
journalists and their sources and confidential business 
correspondence shall not be authorized. 
 
SEC. 8. Formal Application for Judicial Authorization.  
The written order of the authorizing division of the Court of Appeals 
to track down, tap, listen to, intercept, and record communications, 
messages, conversations, discussions, or spoken or written words of 
any person suspected of the crime of terrorism or the crime of 
conspiracy to commit terrorism shall only be granted by the 
authorizing division of the Court of Appeals upon an ex parte written 
application of a police or of a law enforcement official who has been 
duly authorized in writing by the Anti-Terrorism Council created in 
Section 53 of this Act to file such ex parte application, and upon 
examination under oath or affirmation of the applicant and the 
witnesses he may produce to establish: (a) that there is probable 
cause to believe based on personal knowledge of facts or 
circumstances that the said crime of terrorism or conspiracy to 
commit terrorism has been committed, or is being committed, or is 
about to be committed; (b) that there is probable cause to believe 
based on personal knowledge of facts or circumstances that evidence, 
which is essential to the conviction of any charged or suspected 
person for, or to the solution or prevention of, any such crimes, will 
be obtained; and, (c) that there is no other effective means readily 
available for acquiring such evidence. 
 
SEC. 9. Classification and Contents of the Order of the Court.  
The written order granted by the authorizing division of the Court 
of Appeals as well as its order, if any, to extend or renew the 
same, the original application of the applicant, including his 
application to extend or renew, if any, and the written 
authorizations of the Anti-Terrorism Council shall be deemed and 
are hereby declared as classified information: Provided, That the 
person being surveilled or whose communications, letters, papers, 
messages, conversations, discussions, spoken or written words 
and effects have been monitored, listened to, bugged or recorded 
by law enforcement authorities has the right to be informed of the 
acts done by the law enforcement authorities in the premises or to 
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challenge, if he or she intends to do so, the legality of the 
interference before the Court of Appeals which issued the written 
order. The written order of the authorizing division of the Court of 
Appeals shall specify the following: (a) the identity, such as name 
and address, if known, of the charged or suspected person whose 
communications, messages, conversations, discussions, or spoken 
or written words are to be tracked down, tapped, listened to, 
intercepted, and recorded and, in the case of radio, electronic, or 
telephonic (whether wireless or otherwise) communications, 
messages, conversations, discussions, or spoken or written words, 
the electronic transmission systems or the telephone numbers to 
be tracked down, tapped, listened to, intercepted, and recorded 
and their locations or if the person suspected of the crime of 
terrorism or conspiracy to commit terrorism is not fully known, 
such person shall be subject to continuous surveillance provided 
there is a reasonable ground to do so; (b) the identity (name, 
address, and the police or law enforcement organization) of the 
police or of the law enforcement official, including the individual 
identity (names, addresses, and the police or law enforcement 
organization) of the members of his team, judicially authorized to 
track down, tap, listen to, intercept, and record the 
communications, messages, conversations, discussions, or spoken 
or written words; (c) the offense or offenses committed, or being 
committed, or sought to be prevented; and, (d) the length of time 
within which the authorization shall be used or carried out. 
 
SEC. 10. Effective Period of Judicial Authorization.  
Any authorization granted by the authorizing division of the Court 
of Appeals, pursuant to Section 9(d) of this Act, shall only be 
effective for the length of time specified in the written order of the 
authorizing division of the Court of Appeals, which shall not 
exceed a period of thirty (30) days from the date of receipt of the 
written order of the authorizing division of the Court of Appeals 
by the applicant police or law enforcement official. 
The authorizing division of the Court of Appeals may extend or 
renew the said authorization for another non-extendible period, 
which shall not exceed thirty (30) days from the expiration of the 
original period: Provided, That the authorizing division of the 
Court of Appeals is satisfied that such extension or renewal is in 
the public interest: and Provided, further, That the ex parte 
application for extension or renewal, which must be filed by the 
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original applicant, has been duly authorized in writing by the 
Anti-Terrorism Council. 
In case of death of the original applicant or in case he is 
physically disabled to file the application for extension or 
renewal, the one next in rank to the original applicant among the 
members of the team named in the original written order of the 
authorizing division of the Court of Appeals shall file the 
application for extension or renewal: Provided, That, without 
prejudice to the liability of the police or law enforcement 
personnel under Section 20 hereof, the applicant police or law 
enforcement official shall have thirty (30) days after the 
termination of the period granted by the Court of Appeals as 
provided in the preceding paragraphs within which to file the 
appropriate case before the Public Prosecutor's Office for any 
violation of this Act. 
If no case is filed within the thirty (30)-day period, the applicant 
police or law enforcement official shall immediately notify the 
person subject of the surveillance, interception and recording of 
the termination of the said surveillance, interception and 
recording. The penalty of ten (10) years and one day to twelve 
(12) years of imprisonment shall be imposed upon the applicant 
police or law enforcement official who fails to notify the person 
subject of the surveillance, monitoring, interception and recording 
as specified above. 
 
SEC. 11. Custody of Intercepted and Recorded Communications. 
All tapes, discs, and recordings made pursuant to the 
authorization of the authorizing division of the Court of Appeals, 
including all excerpts and summaries thereof as well as all written 
notes or memoranda made in connection therewith, shall, within 
forty-eight (48) hours after the expiration of the period fixed in the 
written order of the authorizing division of the Court of Appeals 
or within forty-eight (48) hours after the expiration of any 
extension or renewal granted by the authorizing division of the 
Court of Appeals, be deposited with the authorizing Division of 
the Court of Appeals in a sealed envelope or sealed package, as 
the case may be, and shall be accompanied by a joint affidavit of 
the applicant police or law enforcement official and the members 
of his team. 
In case of death of the applicant or in case he is physically 
disabled to execute the required affidavit, the one next in rank to 
the applicant among the members of the team named in the written 
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order of the authorizing division of the Court of Appeals shall 
execute with the members of the team that required affidavit. 
It shall be unlawful for any person, police officer or any custodian 
of the tapes, discs and recording, and their excerpts and 
summaries, written notes or memoranda to copy in whatever form, 
to remove, delete, expunge, incinerate, shred or destroy in any 
manner the items enumerated above in whole or in part under any 
pretext whatsoever. 
Any person who removes, deletes, expunges, incinerates, shreds or 
destroys the items enumerated above shall suffer a penalty of not 
less than six years and one day to twelve (12) years of 
imprisonment. 
 
Berdasarkan pasal-pasal penyadapan diatas, diketahui pada Pasal 7 
bahwa atas perintah tertulis dari Pengadilan Banding, seorang polisi atau 
penegak hukum dan anggota timnya dapat mendengarkan dan merekam 
dengan bentuk, jenis, metode alat elektronik untuk mencegah atau 
melakukan pelacakan terhadap komunikasi, pesan, atau percakapan 
anggota atau organisasi terorisme atau sekelompok orang yang dinyatakan 
hukum ataupun dituduh atau diduga melakukan kejahatan terorisme atau 
komspirasi untuk melakukan terorisme. Lalu pada Pasal 8 menerangkan 
bahwa perintah tertulis untuk melacak, mengetuk, mendengarkan, 
mencegat, dan merekam komunikasi, pesan, percakapan, diskusi lisan atau 
tertulis dari setiap orang yang diduga melakukan kejahatan terorisme atau 
konspirasi untuk melakukan terorisme hanya akan diberikan oleh divisi 
yang berwenang dari Pengadilan Banding atas permohonan tertulis dari 
kepolisian atau pejabat penegak hukum yang telah diberi wewenang 
secara tertulis oleh Dewan Anti Terorisme pada Pasal 53. Selanjutnya 
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Pasal 9 berisi mengenai klasifikasi dan isi perintah pengadilan. Perintah 
tertulis yang diberikan oleh divisi yang berwenang dari Pengadilan 
Banding, untuk memperpanjang atau memperbaharui permohonan dari 
pemohon termasuk permohonannya untuk memperpanjang atau 
memperbaharui dan autorisasi tertulis dari Dewan Anti Terorisme dengan 
ini dinyatakan akan dianggap sebagai informasi rahasia, asalkan orang 
yang komunikasi, surat, pesan, percakapan, diskusi lisan atau tertulis 
sedang diawasi, dipantau, didengarkan, disadap atau direkam oleh aparat 
apenegak hukum, memiliki hak untuk diberitahu tentang tindakan yang 
dilakukan oleh otoritas penegak hukum setempat. Kemudian Pasal 10 
mengenai efektivitas masa berlaku otoritas yudisial. Bahwa segala otoritas 
yang diberikan oleh divisi Pengadilan Banding, sesuai pada Pasal 9 huruf 
d, hanya berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam putusan 
tertulis dari divisi di Pengadilan Banding, yang tidak akan melebihi 30 
hari sejak tanggal diterimanya perintah tertulis dari divisi Pengadilan 
Banding oleh polisi atau penegak hukum sebagai pemohon. Divisi otoritas 
Pengadilan Banding dapat memperpanjang atau memperbaharui otorisasi 
tersebut hingga 30 hari sejak berakhirnya periode awal. Jika dalam jangka 
waktu 30 hari tidak ada kasus yang diserahkan, polisi atau petugas 
penegak hukum sebagai pemohon harus segera memberi tahu orang yang 
menjadi subjek pengawasan, intersepsi, dan perekaman tersebut. 
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Hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) hari sampai 12 (dua 
belas) tahun dapat  dijatuhkan kepada polisi atau petugas penegak hukum 
sebagai pemohon jika tidak memberitahu orang yang menjadi subjek 
pengawasan seperti yang telah dijelaskan diatas. Selanjutnya pada Pasal 
11 menjelaskan mengenai semua kaset hasil rekaman yang telah dibuat 
sesuai dengan otoritas dari Pengadilan Banding dalam waktu 48 (empat 
puluh delapan) jam setelah berakhirnya periode yang ditetapkan atau 
dalam 48 (empat puluh delapan) jam setelah berakhirnya perpanjangan 
atau pembaharuan oleh Pengadilan Banding, harus disimpan dalam 
amplop atau paket tertutup dan harus disertai dengan surat pernyataan 
bersama dari kepolisian atau petugas penegak hukum sebagai pemohon 
dan anggota tim lainnya. Jika terjadi kematian seorang pemohon atau 
dalam hal ia dinonaktifkan untuk melaksanakan tugas, maka pernyataan 
tertulis tersebut dapat dilakukan oleh anggota tim yang disebutkan dalam 
urutan tertulis. Jika ada seseorang yang menyalin rekaman, catatan tertulis 
ataupun merusak, menghapus, membakar, menghancurkan hal tersebut 
dengan cara apapun, dapat dijatuhi hukuman pidana minimal 6 tahun 1 
hari hingga 12 tahun penjara.  
Berdasarkan uraian persamaan terkait tindak pidana terorisme di 
Indonesia dan Filipina diatas, maka penulis membuat tabel sebagai 
ringkasan untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut: 
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Persamaan 
Negara 
Indonesia Filipina 
Sejarah undang-undang 
terbentuk 
Undang-Undang terorisme 
di Indonesia baru dibuat 
setelah adanya serangan 
terorisme Bom Bali pada 
tahun 2002. Pemerintah 
mengeluarkan Perppu 
Nomor 2 Tahun 2002, 
yang kemudian ditetapkan 
sebagai undang-undang 
pada 2003. Serta dilakukan 
revisi terhadapnya pada 
tahun 2018 yang disebut 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018. 
Di Filipina pemerintah 
memerangi terorisme 
tanpa dasar hukum, hingga 
muncul banyak complain 
terkait hal tersebut. Pada 
tahun 2007, Presiden 
Gloria menandatangani 
Republic Act No.9372 atau 
Human Security Act of 
2007 mengenai tindak 
kejahatan terorisme di 
Filipina, dan mulai berlaku 
pada 15 Juli 2007. 
Badan Anti-Terorisme 
Indonesia memiliki 
lembaga penanggulangan 
terorisme yang diberi 
nama Badan Nasional 
Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) yang 
diatur  dalam Undang-
Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018 Pasal 43E-43H. 
Selain BNPT, diatur pula 
peran Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) pada 
Pasal 43I.  
Filipina juga memiliki 
badan penanggulangan 
terorisme yang bernama 
The National Counter-
Terrorism Action Group 
(NCTAG). Serta Filipina 
memiliki lembaga yang 
lebih besar yaitu Anti-
Terrorism Council. 
Lembaga Anti-Terrorism 
Council diatur dalam HSA 
pada Pasal 53 dan Pasal 
54. 
Kerjasama Internasional 
Indonesia dan Filipina 
terlibat dalam kerjasama 
trilateral dengan Malaysia 
Selain Indomalphi, 
Indonesia dan Filipina 
juga terlibat kerjasama 
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pada tahun 2017 yang 
diberi nama Indomalphi 
yang berupa kerjasama 
coordinated patrol di 
Perairan Sulu. 
bilateral dibidang 
coordinated patrol yang 
diberi nama Coordinated 
Patrol Philippines 
Indonesia (CORPAT 
Philindo). Salah satu 
kegiatannya yaitu latihan 
bersama oleh TNI AL 
dengan Republic of 
Philippines Navy. 
Kewenangan Penegak 
Hukum melakukan 
Penyadapan 
Di Indonesia, penegak 
hukum diperbolehkan 
melakukan penyadapan 
terhadap terduga terorisme 
sesuai dengan Pasal 31 dan 
31A Undang-Undang 
terorisme. 
Di Filipina penegak 
hukum juga diberikan 
kewenangan untuk 
melakukan penyadapan 
terkait tindak pidana 
terorisme sesuai  dengan 
Pasal 7 sampai Pasal 51 
HSA of 2007. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat 
dikemukakan terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa terorisme di Indonesia pertama kali diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 
tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003. Hingga pada tahun 2018 undang-undang tersebut 
direvisi dengan beberapa penambahan pasal hingga menjadi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang. Undang-Undang Filipina terkait tindak pidana terorisme disebut 
Republic Act No.9372 atau dikenal juga sebagai Human Security Act 
(HSA) of 2007. Undang-undang tersebut lahir setelah banyaknya desakan 
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dari masyarakat yang menilai bahwa menghukum pelaku terorisme tanpa 
adanya undang-undang merupakan pelanggaran HAM. Hingga akhirnya 
dibentuklah HSA tersebut pada tahun 2007 yang disetujui oleh presiden 
saat itu Gloria Macapagal Arroyo.  
2. Perbedaan dan persamaan didalam undang-undang Indonesia dan Filipina 
terkait tindak pidana terorisme yaitu sebagai berikut: 
a. Perbedaan diantara keduanya seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu: 
1.  Filipina sudah mencabut hukuman pidana mati bagi para terdakwa 
terorisme sejak 2006. Sedangkan di Indonesia masih 
memberlakukan hukuman pidana mati tersebut seperti yang 
tercantum pada Pasal 6.  
2. Sanksi pidana penjara untuk pelaku terorisme di Filipina selama 40 
tahun tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan  di Indonesia dapat 
dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling 
lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.  
3. Sanksi pelaku tindak pidana terorisme yang masih anak-anak tidak 
diatur dalam HSA. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Pasal 16A 
dan Pasal 19. 
b. Sedangkan persamaan diantara keduanya yaitu sebagai berikut: 
1. Indonesia dan Filipina menjalin kerjasama bersama dengan 
Malaysia yang diberi nama Indomalphi pada tahun 2017. 
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Sebelumnya Indonesia dan Filipina juga sudah terlibat kerjasama 
dibidang coordinated patrol yang diberi nama Coordinated Patrol 
Philippines Indonesia (CORPAT Philindo).  
2. Persamaan kedua terkait penyadapan yang dapat dilakukan oleh 
pihak berwenang. Di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 31 
dan 31A. Sedangkan di Filipina, pasal terkait penyadapan diatur 
lebih spesifik pada Pasal 7 hingga Pasal 11.  
3. Kedua negara juga sama-sama memiliki lembaga penanggulangan 
terorisme. Di Indonesia, lembaga penanganan terorisme disebut 
sebagai Badana Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang 
diatur pada Pasal 43E sampai Pasal 43H. Filipina memiliki badan 
penanggulangan terorisme yang diberi nama The National 
Counter-Terrorism Action Group (NCTAG) yang berdiri pada 
2007. Selain NCTAG, Filipina juga memiliki badan anti-terorisme 
yang lebih besar yaitu Anti-Terrorism Council yang diatur dalam 
(HSA) of 2007 pada Pasal 53 dan Pasal 54.  
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Terkait dengan masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia, 
harusnya Indonesia dapat mencontoh Filipina dan negara lainnya yang 
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telah menghapuskan hukuman mati sejak beberapa tahun terakhir karena 
tidak sesuai dengan hak asasi manusia. 
2. Sebaliknya, terkait pengaturan sanksi bagi pelaku terorisme anak 
semestinya Filipina sudah mengatur hal tersebut didalam HSA of 2007. 
Karena berdasarkan data kasus terorisme, Filipina merupakan yang 
tertinggi di Asia Tenggara. Hal tersebut memungkinkan adanya pelaku 
terorisme anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. 
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LAMPIRAN 
Thirteenth Congress 
Third Regular Session 
Begun and held in Metro Manila, on Monday, the nineteenth day of February, two thousand 
seven. 
REPUBLIC ACT No. 9372             March 6, 2007 
AN ACT TO SECURE THE STATE AND PROTECT OUR PEOPLE FROM 
TERRORISM 
Be it enacted by the Senate and the House of Representatives of the Philippines in Congress 
assembled : 
 
SECTION 1. Short Title. - This Act shall henceforth be known as the "Human Security Act 
of 2007." 
SEC. 2. Declaration of Policy. - It is declared a policy of the State to protect life, liberty, and 
property from acts of terrorism, to condemn terrorism as inimical and dangerous to the 
national security of the country and to the welfare of the people, and to make terrorism a 
crime against the Filipino people, against humanity, and against the law of nations. 
In the implementation of the policy stated above, the State shall uphold the basic rights and 
fundamental liberties of the people as enshrined in the Constitution. 
The State recognizes that the fight against terrorism requires a comprehensive approach, 
comprising political, economic, diplomatic, military, and legal means duly taking into account 
the root causes of terrorism without acknowledging these as justifications for terrorist and/or 
criminal activities. Such measures shall include conflict management and post-conflict peace-
building, addressing the roots of conflict by building state capacity and promoting equitable 
economic development. 
Nothing in this Act shall be interpreted as a curtailment, restriction or diminution of 
constitutionally recognized powers of the executive branch of the government. It is to be 
understood, however that the exercise of the constitutionally recognized powers of the 
executive department of the government shall not prejudice respect for human rights which 
shall be absolute and protected at all times. 
SEC. 3. Terrorism.- Any person who commits an act punishable under any of the following 
provisions of the Revised Penal Code: 
a. Article 122 (Piracy in General and Mutiny in the High Seas or in the Philippine 
Waters); 
b. Article 134 (Rebellion or Insurrection); 
c. Article 134-a (Coup d' Etat), including acts committed by private persons; 
d. Article 248 (Murder); 
e. Article 267 (Kidnapping and Serious Illegal Detention); 
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f. Article 324 (Crimes Involving Destruction), or under 
1. Presidential Decree No. 1613 (The Law on Arson); 
2. Republic Act No. 6969 (Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste 
Control Act of 1990); 
3. Republic Act No. 5207, (Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968); 
4. Republic Act No. 6235 (Anti-Hijacking Law); 
5. Presidential Decree No. 532 (Anti-Piracy and Anti-Highway Robbery Law of 
1974); and, 
6. Presidential Decree No. 1866, as amended (Decree Codifying the Laws on 
Illegal and Unlawful Possession, Manufacture, Dealing in, Acquisition or 
Disposition of Firearms, Ammunitions or Explosives) 
thereby sowing and creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic among 
the populace, in order to coerce the government to give in to an unlawful demand shall be guilty 
of the crime of terrorism and shall suffer the penalty of forty (40) years of imprisonment, without 
the benefit of parole as provided for under Act No. 4103, otherwise known as the Indeterminate 
Sentence Law, as amended. 
SEC. 4. Conspiracy to Commit Terrorism. - Persons who conspire to commit the crime of 
terrorism shall suffer the penalty of forty (40) years of imprisonment. 
There is conspiracy when two or more persons come to an agreement concerning the commission 
of the crime of terrorism as defined in Section 3 hereof and decide to commit the same. 
SEC. 5. Accomplice. - Any person who, not being a principal under Article 17 of the Revised 
Penal Code or a conspirator as defined in Section 4 hereof, cooperates in the execution of either 
the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism by previous or simultaneous acts shall 
suffer the penalty of from seventeen (17) years, four months one day to twenty (20) years of 
imprisonment. 
SEC. 6. Accessory. - Any person who, having knowledge of the commission of the crime of 
terrorism or conspiracy to commit terrorism, and without having participated therein, either as 
principal or accomplice under Articles 17 and 18 of the Revised Penal Code, takes part subsequent 
to its commission in any of the following manner: (a) by profiting himself or assisting the offender 
to profit by the effects of the crime; (b) by concealing or destroying the body of the crime, or the 
effects, or instruments thereof, in order to prevent its discovery; (c) by harboring, concealing, or 
assisting in the escape of the principal or conspirator of the crime, shall suffer the penalty of ten 
(10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment. 
Notwithstanding the above paragraph, the penalties prescribed for accessories shall not be 
imposed upon those who are such with respect to their spouses, ascendants, descendants, 
legitimate, natural, and adopted brothers and sisters, or relatives by affinity within the same 
degrees, with the single exception of accessories falling within the provisions of subparagraph (a). 
SEC. 7. Surveillance of Suspects and Interception and Recording of Communications. -The 
provisions of Republic Act No. 4200 (Anti-Wire Tapping Law) to the contrary notwithstanding, a 
police or law enforcement official and the members of his team may, upon a written order of the 
Court of Appeals, listen to, intercept and record, with the use of any mode, form, kind or type of 
electronic or other surveillance equipment or intercepting and tracking devices, or with the use of 
any other suitable ways and means for that purpose, any communication, message, conversation, 
discussion, or spoken or written words between members of a judicially declared and outlawed 
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terrorist organization, association, or group of persons or of any person charged with or suspected 
of the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism. 
Provided, That surveillance, interception and recording of communications between lawyers and 
clients, doctors and patients, journalists and their sources and confidential business 
correspondence shall not be authorized. 
SEC. 8. Formal Application for Judicial Authorization. - The written order of the authorizing 
division of the Court of Appeals to track down, tap, listen to, intercept, and record 
communications, messages, conversations, discussions, or spoken or written words of any person 
suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism shall only be 
granted by the authorizing division of the Court of Appeals upon an ex parte written application of 
a police or of a law enforcement official who has been duly authorized in writing by the Anti-
Terrorism Council created in Section 53 of this Act to file such ex parte application, and upon 
examination under oath or affirmation of the applicant and the witnesses he may produce to 
establish: (a) that there is probable cause to believe based on personal knowledge of facts or 
circumstances that the said crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism has been 
committed, or is being committed, or is about to be committed; (b) that there is probable cause to 
believe based on personal knowledge of facts or circumstances that evidence, which is essential to 
the conviction of any charged or suspected person for, or to the solution or prevention of, any such 
crimes, will be obtained; and, (c) that there is no other effective means readily available for 
acquiring such evidence. 
SEC. 9. Classification and Contents of the Order of the Court. - The written order granted by the 
authorizing division of the Court of Appeals as well as its order, if any, to extend or renew the 
same, the original application of the applicant, including his application to extend or renew, if any, 
and the written authorizations of the Anti-Terrorism Council shall be deemed and are hereby 
declared as classified information: Provided, That the person being surveilled or whose 
communications, letters, papers, messages, conversations, discussions, spoken or written words 
and effects have been monitored, listened to, bugged or recorded by law enforcement authorities 
has the right to be informed of the acts done by the law enforcement authorities in the premises or 
to challenge, if he or she intends to do so, the legality of the interference before the Court of 
Appeals which issued the written order. The written order of the authorizing division of the Court 
of Appeals shall specify the following: (a) the identity, such as name and address, if known, of the 
charged or suspected person whose communications, messages, conversations, discussions, or 
spoken or written words are to be tracked down, tapped, listened to, intercepted, and recorded and, 
in the case of radio, electronic, or telephonic (whether wireless or otherwise) communications, 
messages, conversations, discussions, or spoken or written words, the electronic transmission 
systems or the telephone numbers to be tracked down, tapped, listened to, intercepted, and 
recorded and their locations or if the person suspected of the crime of terrorism or conspiracy to 
commit terrorism is not fully known, such person shall be subject to continuous surveillance 
provided there is a reasonable ground to do so; (b) the identity (name, address, and the police or 
law enforcement organization) of the police or of the law enforcement official, including the 
individual identity (names, addresses, and the police or law enforcement organization) of the 
members of his team, judicially authorized to track down, tap, listen to, intercept, and record the 
communications, messages, conversations, discussions, or spoken or written words; (c) the offense 
or offenses committed, or being committed, or sought to be prevented; and, (d) the length of time 
within which the authorization shall be used or carried out. 
SEC. 10. Effective Period of Judicial Authorization. - Any authorization granted by the 
authorizing division of the Court of Appeals, pursuant to Section 9(d) of this Act, shall only be 
effective for the length of time specified in the written order of the authorizing division of the 
Court of Appeals, which shall not exceed a period of thirty (30) days from the date of receipt of 
the written order of the authorizing division of the Court of Appeals by the applicant police or law 
enforcement official. 
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The authorizing division of the Court of Appeals may extend or renew the said authorization for 
another non-extendible period, which shall not exceed thirty (30) days from the expiration of the 
original period: Provided, That the authorizing division of the Court of Appeals is satisfied that 
such extension or renewal is in the public interest: and Provided, further, That the ex parte 
application for extension or renewal, which must be filed by the original applicant, has been duly 
authorized in writing by the Anti-Terrorism Council. 
In case of death of the original applicant or in case he is physically disabled to file the application 
for extension or renewal, the one next in rank to the original applicant among the members of the 
team named in the original written order of the authorizing division of the Court of Appeals shall 
file the application for extension or renewal: Provided, That, without prejudice to the liability of 
the police or law enforcement personnel under Section 20 hereof, the applicant police or law 
enforcement official shall have thirty (30) days after the termination of the period granted by the 
Court of Appeals as provided in the preceding paragraphs within which to file the appropriate case 
before the Public Prosecutor's Office for any violation of this Act. 
If no case is filed within the thirty (30)-day period, the applicant police or law enforcement 
official shall immediately notify the person subject of the surveillance, interception and recording 
of the termination of the said surveillance, interception and recording. The penalty of ten (10) 
years and one day to twelve (12) years of imprisonment shall be imposed upon the applicant 
police or law enforcement official who fails to notify the person subject of the surveillance, 
monitoring, interception and recording as specified above. 
SEC. 11. Custody of Intercepted and Recorded Communications. - All tapes, discs, and 
recordings made pursuant to the authorization of the authorizing division of the Court of Appeals, 
including all excerpts and summaries thereof as well as all written notes or memoranda made in 
connection therewith, shall, within forty-eight (48) hours after the expiration of the period fixed in 
the written order of the authorizing division of the Court of Appeals or within forty-eight (48) 
hours after the expiration of any extension or renewal granted by the authorizing division of the 
Court of Appeals, be deposited with the authorizing Division of the Court of Appeals in a sealed 
envelope or sealed package, as the case may be, and shall be accompanied by a joint affidavit of 
the applicant police or law enforcement official and the members of his team. 
In case of death of the applicant or in case he is physically disabled to execute the required 
affidavit, the one next in rank to the applicant among the members of the team named in the 
written order of the authorizing division of the Court of Appeals shall execute with the members 
of the team that required affidavit. 
It shall be unlawful for any person, police officer or any custodian of the tapes, discs and 
recording, and their excerpts and summaries, written notes or memoranda to copy in whatever 
form, to remove, delete, expunge, incinerate, shred or destroy in any manner the items enumerated 
above in whole or in part under any pretext whatsoever. 
Any person who removes, deletes, expunges, incinerates, shreds or destroys the items enumerated 
above shall suffer a penalty of not less than six years and one day to twelve (12) years of 
imprisonment. 
SEC. 12. Contents of Joint Affidavit. - The joint affidavit of the police or of the law enforcement 
official and the individual members of his team shall state: (a) the number of tapes, discs, and 
recordings that have been made, as well as the number of excerpts and summaries thereof and the 
number of written notes and memoranda, if any, made in connection therewith; (b) the dates and 
times covered by each of such tapes, discs, and recordings; (c) the number of tapes, discs, and 
recordings, as well as the number of excerpts and summaries thereof and the number of written 
notes and memoranda made in connection therewith that have been included in the deposit; and 
(d) the date of the original written authorization granted by the Anti-Terrorism Council to the 
applicant to file the ex parte application to conduct the tracking down, tapping, intercepting, and 
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recording, as well as the date of any extension or renewal of the original written authority granted 
by the authorizing division of the Court of Appeals. 
The joint affidavit shall also certify under oath that no duplicates or copies of the whole or any 
part of any of such tapes, discs, and recordings, and that no duplicates or copies of the whole or 
any part of any of such excerpts, summaries, written notes, and memoranda, have been made, or, 
if made, that all such duplicates and copies are included in the sealed envelope or sealed package, 
as the case may be, deposited with the authorizing division of the Court of Appeals. 
It shall be unlawful for any person, police or law enforcement official to omit or exclude from the 
joint affidavit any item or portion thereof mentioned in this Section. 
Any person, police or law enforcement officer who violates any of the acts prescribed in the 
preceding paragraph shall suffer the penalty of not less than ten (10) years and one day to twelve 
(12) years of imprisonment. 
SEC. 13. Disposition of Deposited Material. -The sealed envelope or sealed package and the 
contents thereof, which are deposited with the authorizing division of the Court of Appeals, shall 
be deemed and are hereby declared classified information, and the sealed envelope or sealed 
package shall not be opened and its contents (including the tapes, discs, and recordings and all the 
excerpts and summaries thereof and the notes and memoranda made in connection therewith) shall 
not be divulged, revealed, read, replayed, or used as evidence unless authorized by written order 
of the authorizing division of the Court of Appeals, which written order shall be granted only upon 
a written application of the Department of Justice filed before the authorizing division of the Court 
of Appeals and only upon a showing that the Department of Justice has been duly authorized in 
writing by the Anti-Terrorism Council to file the application with proper written notice the person 
whose conversation, communication, message discussion or spoken or written words have been 
the subject of surveillance, monitoring, recording and interception to open, reveal, divulge, and 
use the contents of the sealed envelope or sealed package as evidence. 
Any person, law enforcement official or judicial authority who violates his duty to notify in 
writing the persons subject of the surveillance as defined above shall suffer the penalty of six 
years and one day to eight years of imprisonment. 
SEC. 14. Application to Open Deposited Sealed Envelope or Sealed Package. - The written 
application with notice to the party concerned to open the deposited sealed envelope or sealed 
package shall clearly state the purpose or reason: (a) for opening the sealed envelope or sealed 
package; (b) for revealing or disclosing its classified contents; (c) for replaying, divulging, and or 
reading any of the listened to, intercepted, and recorded communications, messages, 
conversations, discussions, or spoken or written words (including any of the excerpts and 
summaries thereof and any of the notes or memoranda made in connection therewith); [ and, (d) 
for using any of said listened to, intercepted, and recorded communications, messages, 
conversations, discussions, or spoken or written words (including any of the excerpts and 
summaries thereof and any of the notes or memoranda made in connection therewith) as evidence. 
Any person, law enforcement official or judicial authority who violates his duty to notify as 
defined above shall suffer the penalty of six years and one day to eight years of imprisonment. 
SEC. 15. Evidentiary Value of Deposited Materials. - Any listened to, intercepted, and recorded 
communications, messages, conversations, discussions, or spoken or written words, or any part or 
parts thereof, or any information or fact contained therein, including their existence, content, 
substance, purport, effect, or meaning, which have been secured in violation of the pertinent 
provisions of this Act, shall absolutely not be admissible and usable as evidence against anybody 
in any judicial, quasi-judicial, legislative, or administrative investigation, inquiry, proceeding, or 
hearing. 
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SEC. 16. Penalty for Unauthorized or Malicious Interceptions and/or Recordings. - Any police 
or law enforcement personnel who, not being authorized to do so by the authorizing division of 
the Court of Appeals, tracks down, taps, listens to, intercepts, and records in whatever manner or 
form any communication, message, conversation, discussion, or spoken or written word of a 
person charged with or suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit 
terrorism shall be guilty of an offense and shall suffer the penalty of ten (10) years and one day to 
twelve (12) years of imprisonment. 
In addition to the liability attaching to the offender for the commission of any other offense, the 
penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment and the accessory 
penalty of perpetual absolute disqualification from public office shall be imposed upon any police 
or law enforcement personnel who maliciously obtained an authority from the Court of Appeals to 
track down, tap, listen to, intercept, and record in whatever manner or form any communication, 
message, conversation, discussion, or spoken or written words of a person charged with or 
suspected of the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism: Provided, That 
notwithstanding Section 13 of this Act, the party aggrieved by such authorization shall be allowed 
access to the sealed envelope or sealed package and the contents thereof as evidence for the 
prosecution of any police or law enforcement personnel who maliciously procured said 
authorization. 
SEC. 17. Proscription of Terrorist Organizations, Association, or Group of Persons. - Any 
organization, association, or group of persons organized for the purpose of engaging in terrorism, 
or which, although not organized for that purpose, actually uses the acts to terrorize mentioned in 
this Act or to sow and create a condition of widespread and extraordinary fear and panic among 
the populace in order to coerce the government to give in to an unlawful demand shall, upon 
application of the Department of Justice before a competent Regional Trial Court, with due notice 
and opportunity to be heard given to the organization, association, or group of persons concerned, 
be declared as a terrorist and outlawed organization, association, or group of persons by the said 
Regional Trial Court. 
SEC. 18. Period of Detention Without Judicial Warrant of Arrest. - The provisions of Article 
125 of the Revised Penal Code to the contrary notwithstanding, any police or law enforcement 
personnel, who, having been duly authorized in writing by the Anti-Terrorism Council has taken 
custody of a person charged with or suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy 
to commit terrorism shall, without incurring any criminal liability for delay in the delivery of 
detained persons to the proper judicial authorities, deliver said charged or suspected person to the 
proper judicial authority within a period of three days counted from the moment the said charged 
or suspected person has been apprehended or arrested, detained, and taken into custody by the said 
police, or law enforcement personnel: Provided, That the arrest of those suspected of the crime of 
terrorism or conspiracy to commit terrorism must result from the surveillance under Section 7 and 
examination of bank deposits under Section 27 of this Act. 
The police or law enforcement personnel concerned shall, before detaining the person suspected 
of the crime of terrorism, present him or her before any judge at the latter's residence or office 
nearest the place where the arrest took place at any time of the day or night. It shall be the duty of 
the judge, among other things, to ascertain the identity of the police or law enforcement personnel 
and the person or persons they have arrested and presented before him or her, to inquire of them 
the reasons why they have arrested the person and determine by questioning and personal 
observation whether or not the suspect has been subjected to any physical, moral or psychological 
torture by whom and why. The judge shall then submit a written report of what he/she had 
observed when the subject was brought before him to the proper court that has jurisdiction over 
the case of the person thus arrested. The judge shall forthwith submit his/her report within three 
calendar days from the time the suspect was brought to his/her residence or office. 
Immediately after taking custody of a person charged with or suspected of the crime of terrorism 
or conspiracy to commit terrorism, the police or law enforcement personnel shall notify in writing 
the judge of the court nearest the place of apprehension or arrest: Provided ,That where the arrest 
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is made during Saturdays, Sundays, holidays or after office hours, the written notice shall be 
served at the residence of the judge nearest the place where the accused was arrested. 
The penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment shall be imposed 
upon the police or law enforcement personnel who fails to notify and judge as Provided in the 
preceding paragraph. 
SEC. 19. Period of Detention in the Event of an Actual or Imminent Terrorist Attack. - In the 
event of an actual or imminent terrorist attack, suspects may not be detained for more than three 
days without the written approval of a municipal, city, provincial or regional official of a Human 
Rights Commission or judge of the municipal, regional trial court, the Sandiganbayan or a justice 
of the Court of Appeals nearest the place of the arrest. If the arrest is made during Saturdays, 
Sundays, holidays or after office hours, the arresting police or law enforcement personnel shall 
bring the person thus arrested to the residence of any of the officials mentioned above that is 
nearest the place where the accused was arrested. The approval in writing of any of the said 
officials shall be secured by the police or law enforcement personnel concerned within five days 
after the date of the detention of the persons concerned: Provided, however, That within three days 
after the detention the suspects, whose connection with the terror attack or threat is not 
established, shall be released immediately. 
SEC. 20. Penalty for Failure to Deliver Suspect to the Proper Judicial Authority within Three 
Days. - The penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment shall be 
imposed upon any police or law enforcement personnel who has apprehended or arrested, detained 
and taken custody of a person charged with or suspected of the crime of terrorism or conspiracy to 
commit terrorism and fails to deliver such charged or suspected person to the proper judicial 
authority within the period of three days. 
SEC. 21. Rights of a Person under Custodial Detention. - The moment a person charged with or 
suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism is apprehended 
or arrested and detained, he shall forthwith be informed, by the arresting police or law 
enforcement officers or by the police or law enforcement officers to whose custody the person 
concerned is brought, of his or her right: (a) to be informed of the nature and cause of his arrest, to 
remain silent and to have competent and independent counsel preferably of his choice. If the 
person cannot afford the services of counsel of his or her choice, the police or law enforcement 
officers concerned shall immediately contact the free legal assistance unit of the Integrated Bar of 
the Philippines (IBP) or the Public Attorney's Office (PAO). It shall be the duty of the free legal 
assistance unit of the IBP or the PAO thus contacted to immediately visit the person(s) detained 
and provide him or her with legal assistance. These rights cannot be waived except in writing and 
in the presence of the counsel of choice; (b) informed of the cause or causes of his detention in the 
presence of his legal counsel; (c) allowed to communicate freely with his legal counsel and to 
confer with them at any time without restriction; (d) allowed to communicate freely and privately 
without restrictions with the members of his family or with his nearest relatives and to be visited 
by them; and, (e) allowed freely to avail of the service of a physician or physicians of choice. 
SEC. 22. Penalty for Violation of the Rights of a Detainee. - Any police or law enforcement 
personnel, or any personnel of the police or other law enforcement custodial unit that violates any 
of the aforesaid rights of a person charged with or suspected of the crime of terrorism or the crime 
of conspiracy to commit terrorism shall be guilty of an offense and shall suffer the penalty of ten 
(10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment. 
Unless the police or law enforcement personnel who violated the rights of a detainee or detainees 
as stated above is duly identified, the same penalty shall be imposed on the police officer or hear 
or leader of the law enforcement unit having custody of the detainee at the time the violation was 
done. 
SEC. 23. Requirement for an Official Custodial Logbook and its Contents. - The police or other 
law enforcement custodial unit in whose care and control the person charged with or suspected of 
121 
 
 
 
the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism has been placed under 
custodial arrest and detention shall keep a securely and orderly maintained official logbook, which 
is hereby declared as a public document and opened to and made available for .the inspection and 
scrutiny of the lawyer or lawyers of the person under custody or any member of his or her family 
or relative by consanguinity or affinity within the fourth civil degree or his or her physician at any 
time of the day or night without any form of restriction. The logbook shall contain a clear and 
concise record of: (a) the name, description, and address of the detained person; (b) the date and 
exact time of his initial admission for custodial arrest and detention; (c) the name and address of 
the physician or physicians who examined him physically and medically; (d) the state of his health 
and physical condition at the time of his initial admission for custodial detention; (e) the date and 
time of each removal of the detained person from his cell for interrogation or for any purpose; (f) 
the date and time of his return to his cell; (g) the name and address of the physician or physicians 
who physically and medically examined him after each interrogation; (h) a summary of the 
physical and medical findings on the detained person after each of such interrogation; (i) the 
names and addresses of his family members and nearest relatives, if any and if available; (j) the 
names and addresses of persons, who visit the detained person; (k) the date and time of each of 
such visits; (1) the date and time of each request of the detained person to communicate and 
confer with his legal counsel or counsels; (m) the date and time of each visit, and date and time of 
each departure of his legal counsel or counsels; and, (n) all other important events bearing on and 
all relevant details regarding the treatment of the detained person while under custodial arrest and 
detention. 
The said police or law enforcement custodial unit shall upon demand of the aforementioned 
lawyer or lawyers or members of the family or relatives within the fourth civil degree of 
consanguinity or affinity of the person under custody or his or her physician issue a certified true 
copy of the entries of the logbook relative to the concerned detained person without delay or 
restriction or requiring any fees whatsoever including documentary stamp tax, notarial fees, and 
the like. This certified true copy may be attested by the person who has custody of the logbook or 
who allowed the party concerned to scrutinize it at the time the demand for the certified true copy 
is made. 
The police or other law enforcement custodial unit who fails to comply with the preceding 
paragraph to keep an official logbook shall suffer the penalty of ten (10) years and one day to 
twelve (12) years of imprisonment. 
SEC. 24. No Torture or Coercion in Investigation and Interrogation. - No threat, intimidation, 
or coercion, and no act which will inflict any form of physical pain or torment, or mental, moral, 
or psychological pressure, on the detained person, which shall vitiate his freewill, shall be 
employed in his investigation and interrogation for the crime of terrorism or the crime of 
conspiracy to commit terrorism; otherwise, the evidence obtained from said detained person 
resulting from such threat, intimidation, or coercion, or from such inflicted physical pain or 
torment, or mental, moral, or psychological pressure, shall be, in its entirety, absolutely not 
admissible and usable as evidence in any judicial, quasi-judicial, legislative, or administrative 
investigation, inquiry, proceeding, or hearing. 
SEC. 25. Penalty for Threat, Intimidation, Coercion, or Torture in the Investigation and 
Interrogation of a Detained Person. - Any person or persons who use threat, intimidation, or 
coercion, or who inflict physical pain or torment, or mental, moral, or psychological pressure, 
which shall vitiate the free-will of a charged or suspected person under investigation and 
interrogation for the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism shall be 
guilty of an offense and shall suffer the penalty of twelve (12) years and one day to twenty (20) 
years of imprisonment. 
When death or serious permanent disability of said detained person occurs as a consequence of the 
use of such threat, intimidation, or coercion, or as a consequence of the infliction on him of such 
physical pain or torment, or as a consequence of the infliction on him of such mental, moral, or 
122 
 
 
 
psychological pressure, the penalty shall be twelve (12) years and one day to twenty (20) years of 
imprisonment. 
SEC. 26. Restriction on Travel. - In cases where evidence of guilt is not strong, and the person 
charged with the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism is entitled to bail and is 
granted the same, the court, upon application by the prosecutor, shall limit the right of travel of the 
accused to within the municipality or city where he resides or where the case is pending, in the 
interest of national security and public safety, consistent with Article III, Section 6 of the 
Constitution. Travel outside of said municipality or city, without the authorization of the court, 
shall be deemed a violation of the terms and conditions of his bail, which shall then be forfeited as 
provided under the Rules of Court. 
He/she may also be placed under house arrest by order of the court at his or her usual place of 
residence. 
While under house arrest, he or she may not use telephones, cellphones, e-mails, computers, the 
internet or other means of communications with people outside the residence until otherwise 
ordered by the court. 
The restrictions abovementioned shall be terminated upon the acquittal of the accused or of the 
dismissal of the case filed against him or earlier upon the discretion of the court on motion of the 
prosecutor or of the accused. 
SEC. 27. Judicial Authorization Required to Examine Bank Deposits, Accounts, and Records. - 
The provisions of Republic Act No. 1405 as amended, to the contrary notwithstanding, the justices 
of the Court of Appeals designated as a special court to handle anti-terrorism cases after satisfying 
themselves of the existence of probable cause in a hearing called for that purpose that: (1) a person 
charged with or suspected of the crime of terrorism or, conspiracy to commit terrorism, (2) of a 
judicially declared and outlawed terrorist organization, association, or group of persons; and (3) of 
a member of such judicially declared and outlawed organization, association, or group of persons, 
may authorize in writing any police or law enforcement officer and the members of his/her team 
duly authorized in writing by the anti-terrorism council to: (a) examine, or cause the examination 
of, the deposits, placements, trust accounts, assets and records in a bank or financial institution; 
and (b) gather or cause the gathering of any relevant information about such deposits, placements, 
trust accounts, assets, and records from a bank or financial institution. The bank or financial 
institution concerned, shall not refuse to allow such examination or to provide the desired 
information, when so, ordered by and served with the written order of the Court of Appeals. 
SEC. 28. Application to Examine Bank Deposits, Accounts, and Records. - The written order of 
the Court of Appeals authorizing the examination of bank deposits, placements, trust accounts, 
assets, and records: (1) of a person charged with or suspected of the crime of terrorism or 
conspiracy to commit terrorism; (2) of any judicially declared and outlawed terrorist organization, 
association, or group of persons, or (3) of any member of such organization, association, or group 
of persons in a bank or financial institution, and the gathering of any relevant information about 
the same from said bank or financial institution, shall only be granted by the authorizing division 
of the Court of Appeals upon an ex parte application to that effect of a police or of a law 
enforcement official who has been duly authorized in writing to file such ex parte application by 
the Anti-Terrorism Council created in Section 53 of this Act to file such ex parte application, and 
upon examination under oath or affirmation of the applicant and, the witnesses he may produce to 
establish the facts that will justify the need and urgency of examining and freezing the bank 
deposits, placements, trust accounts, assets, and records: (1) of the person charged with or 
suspected of the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism; (2) of a judicially declared 
and outlawed terrorist organization, association or group of persons; or (3) of any member of such 
organization, association, or group of persons. 
SEC. 29. Classification and Contents of the Court Order Authorizing the Examination of Bank 
Deposits, Accounts, and Records. - The written order granted by the authorizing division of the 
123 
 
 
 
Court of Appeals as well as its order, if any, to extend or renew the same, the original ex parte 
application of the applicant, including his ex parte application to extend or renew, if any, and the 
written authorizations of the Anti-Terrorism Council, shall be deemed and are hereby declared as 
classified information: Provided, That the person whose bank deposits, placements, trust accounts, 
assets, and records have been examined, frozen, sequestered and seized by law enforcement 
authorities has the right to be informed of the acts done by the law enforcement authorities in the 
premises or to challenge, if he or she intends to do so, the legality of the interference. The written 
order of the authorizing division of the Court of Appeals designated to handle cases involving 
terrorism shall specify: (a) the identify of the said: (1) person charged with or suspected of the 
crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism; (2) judicially declared and outlawed 
terrorist organization, association, or group of persons; and (3) member of such judicially declared 
and outlawed organization, association, or group of persons, as the case may be. whose deposits, 
placements, trust accounts, assets, and records are to be examined or the information to be 
gathered; (b) the identity of the bank or financial Institution where such deposits, placements, trust 
accounts, assets, and records are held and maintained; (c) the identity of the persons who will 
conduct the said examination and the gathering of the desired information; and, (d) the length of 
time the authorization shall be carried out. 
SEC. 30. Effective Period of Court Authorization to Examine and Obtain Information on Bank 
Deposits, Accounts, and Records. - The authorization issued or granted by the authorizing 
division of the Court of Appeals to examine or cause the examination of and to freeze bank 
deposits, placements, trust accounts, assets, and records, or to gather information about the same, 
shall be effective for the length of time specified in the written order of the authorizing division of 
the Court of Appeals, which shall not exceed a period of thirty (30) days from the date of receipt 
of the written order of the authorizing division of the Court of Appeals by the applicant police or 
law enforcement official. 
The authorizing division of the Court of Appeals may extend or renew the said authorization for 
another period, which shall not exceed thirty (30) days renewable to another thirty (30) days from 
the expiration of the original period: Provided, That the authorizing division of the Court of 
Appeals is satisfied that such extension or renewal is in the public interest: and, Provided, further, 
That the application for extension or renewal, which must be filed by the original applicant, has 
been duly authorized in writing by the Anti-Terrorism Council. 
In case of death of the original applicant or in case he is physically disabled to file the application 
for extension or renewal, the one next in rank to the original applicant among the members of the 
ream named in the original written order of the authorizing division of the Court of Appeals shall 
file the application for extension or renewal: Provided, That, without prejudice to the liability of 
the police or law enforcement personnel under Section 19 hereof, the applicant police or law 
enforcement official shall have thirty (30) days after the termination of the period granted by the 
Court of Appeals as provided in the preceding paragraphs within which to file the appropriate case 
before the Public Prosecutor's Office for any violation of this Act. 
If no case is filed within the thirty (30)-day period, the applicant police or law enforcement 
official shall immediately notify in writing the person subject of the bank examination and 
freezing of bank deposits, placements, trust accounts, assets and records. The penalty of ten (10) 
years and one day to twelve (12) years of imprisonment shall be imposed upon the applicant 
police or law enforcement official who fails to notify in writing the person subject of the bank 
examination and freezing of bank deposits, placements, trust accounts, assets and records. 
Any person, law enforcement official or judicial authority who violates his duty to notify in 
writing as defined above shall suffer the penalty of six years and one day to eight years of 
imprisonment. 
SEC. 31. Custody of Bank Data and Information Obtained after Examination of Deposits, 
Placements, Trust Accounts, Assets and Records. - All information, data, excerpts, summaries, 
notes, memoranda, working sheets, reports, and other documents obtained from the examination 
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of the bank deposits, placements, trust accounts, assets and records of: (1) a person charged with 
or suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism; (2) a 
judicially declared and outlawed terrorist organization, association, or group of persons; or (3) a 
member of any such organization, association, or group of persons shall, within forty-eight (48) 
hours after the expiration of the period fixed in the written order of the authorizing division of the 
Court of Appeals or within forty-eight (48) hours after the expiration of the extension or renewal 
granted by the authorizing division of the Court of Appeals, be deposited with the authorizing 
division of the Court of Appeals in a sealed envelope or sealed package, as the case may be, and 
shall be accompanied by a joint affidavit of the applicant police or law enforcement official and 
the persons who actually conducted the examination of said bank deposits, placements, trust 
accounts, assets and records. 
SEC. 32. Contents of Joint Affidavit. - The joint affidavit shall state: (a) the identifying marks, 
numbers, or symbols of the deposits, placements, trust accounts, assets, and records examined; (b) 
the identity and address of the bank or financial institution where such deposits, placements, trust 
accounts, assets, and records are held and maintained; (c) the number of bank deposits, 
placements, trust accounts, assets, and records discovered, examined, and frozen; (d) the 
outstanding balances of each of such deposits, placements, trust accounts, assets; (e) all 
information, data, excerpts, summaries, notes, memoranda, working sheets, reports, documents, 
records examined and placed in the sealed envelope or sealed package deposited with the 
authorizing division of the Court of Appeals; (f) the date of the original written authorization 
granted by the Anti-Terrorism Council to the applicant to file the ex parte Application to conduct 
the examination of the said bank deposits, placements, trust accounts, assets and records, as well 
as the date of any extension or renewal of the original written authorization granted by the 
authorizing division of the Court of Appeals; and (g) that the items Enumerated were all that were 
found in the bank or financial institution examined at the time of the completion of the 
examination. 
The joint affidavit shall also certify under oath that no duplicates or copies of the information, 
data, excerpts, summaries, notes, memoranda, working sheets, reports, and documents acquired 
from the examination of the bank deposits, placements, trust accounts, assets and records have 
been made, or, if made, that all such duplicates and copies are placed in the sealed envelope or 
sealed package deposited with the authorizing division of the Court of Appeals. 
It shall be unlawful for any person, police officer or custodian of the bank data and information 
obtained after examination of deposits, placements, trust accounts, assets and records to copy, to 
remove, delete, expunge, incinerate, shred or destroy in any manner the items enumerated above 
in whole or in part under any pretext whatsoever, 
Any person who copies, removes, deletes, expunges, incinerates, shreds or destroys the items 
enumerated above shall suffer a penalty of not less than six years and one day to twelve (12) years 
of imprisonment. 
SEC. 33. Disposition of Bank Materials. - The sealed envelope or sealed package and the 
contents thereof, which are deposited with the authorizing division of the Court of Appeals, shall 
be deemed and are hereby declared classified information and the sealed envelope or sealed 
package shall not be opened and its contents shall not be divulged, revealed, read, or used as 
evidence unless authorized in a written order of the authorizing division of the Court of Appeals, 
which written order shall be granted only upon a written application of the Department of Justice 
filed before the authorizing division of the Court of Appeals and only upon a showing that the 
Department of Justice has been duly authorized in writing by the Anti-Terrorism Council to file 
the application, with notice in writing to the party concerned not later than three days before the 
scheduled opening, to open, reveal, divulge, and use the contents of the sealed envelope or sealed 
package as evidence. 
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Any person, law enforcement official or judicial authority who violates his duty to notify in 
writing as defined above shall suffer the penalty of six years and one day to eight years of 
imprisonment. 
SEC. 34. Application to Open Deposited Bank Materials. - The written application, with notice 
in writing to the party concerned not later than three days of the scheduled opening, to open the 
sealed envelope or sealed package shall clearly state the purpose and reason: (a) for opening the 
sealed envelope or sealed package; (b) for revealing and disclosing its classified contents; and, (c) 
for using the classified information, data, excerpts, summaries, notes, memoranda, working sheets, 
reports, and documents as evidence. 
SEC. 35. Evidentiary Value of Deposited Bank Materials. - Any information, data, excerpts, 
summaries, notes, memoranda, work sheets, reports, or documents acquired from the examination 
of the bank deposits, placements, trust accounts, assets and records of: (1) a person charged or 
suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism; (2) a judicially 
declared and outlawed terrorist organization, association, or group of persons; or (3) a member of 
such organization, association, or group of persons, which have been secured in violation of the 
provisions of this Act, shall absolutely not be admissible and usable as evidence against anybody 
in any judicial, quasi-judicial, legislative, or administrative investigation, inquiry, proceeding, or 
hearing. 
SEC. 36. Penalty for Unauthorized or Malicious Examination of a Bank or a Financial 
Institution. - Any person, police or law enforcement personnel who examines the deposits, 
placements, trust accounts, assets, or records in a bank or financial institution of: (1) a person 
charged with or suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit 
terrorism; (2) a judicially declared and outlawed terrorist organization, association, or group of 
persons; or (3) a member of such organization, association, or group of persons, without being 
authorized to do so by the Court of Appeals, shall be guilty of an offense and shall suffer the 
penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment. 
In addition to the liability attaching to the offender for the commission of any other offense, the 
penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment shall be imposed upon 
any police or law enforcement personnel, who maliciously obtained an authority from the Court of 
Appeals to examine the deposits, placements, trust accounts, assets, or records in a bank or 
financial institution of: (1) a person charged with or suspected of the crime of terrorism or 
conspiracy to commit terrorism; (2) a judicially declared and outlawed terrorist organization, 
association, or group of persons; or (3) a member of such organization, association, or group of 
persons: Provided, That notwithstanding Section 33 of this Act, the party aggrieved by such 
authorization shall upon motion duly filed be allowed access to the sealed envelope or sealed 
package and the contents thereof as evidence for the prosecution of any police or law enforcement 
personnel who maliciously procured said authorization. 
SEC. 37. Penalty of Bank Officials and Employees Defying a Court Authorization. - An 
employee, official, or a member of the board of directors of a bank or financial institution, who 
refuses to allow the examination of the deposits, placements, trust accounts, assets, and records of: 
(1) a person charged with or suspected of the crime of terrorism or the crime of conspiracy to 
commit terrorism; (2) a judicially declared and outlawed organization, association, or group of 
persons; or (3) a member of such judicially declared and outlawed organization, association, or 
group of persons in said bank or financial institution, when duly served with the written order of 
the authorizing division of the Court of Appeals, shall be guilty of an offense and shall suffer the 
penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment. 
SEC. 38. Penalty for False or Untruthful Statement or Misrepresentation of Material Fact in 
Joint Affidavits. - Any false or untruthful statement or misrepresentation of material fact in the 
joint affidavits required respectively in Section 12 and Section 32 of this Act shall constitute a 
criminal offense and the affiants shall suffer individually the penalty of ten (10) years and one day 
to twelve (12) years of imprisonment. 
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SEC. 39. Seizure and Sequestration. - The deposits and their outstanding balances, placements, 
trust accounts, assets, and records in any bank or financial institution, moneys, businesses, 
transportation and communication equipment, supplies and other implements, and property of 
whatever kind and nature belonging: (1) to any person suspected of or charged before a competent 
Regional Trial Court for the crime of terrorism or the crime of conspiracy to commit terrorism; (2) 
to a judicially declared and outlawed organization, association, or group of persons; or (3) to a 
member of such organization, association, or group of persons shall be seized, sequestered, and 
frozen in order to prevent their use, transfer, or conveyance for purposes that are inimical to the 
safety and security of the people or injurious to the interest of the State. 
The accused or a person suspected of may withdraw such sums as may be reasonably needed by 
the monthly needs of his family including the services of his or her counsel and his or her family's 
medical needs upon approval of the court. He or she may also use any of his property that is under 
seizure or sequestration or frozen because of his/her indictment as a terrorist upon permission of 
the court for any legitimate reason. 
Any person who unjustifiably refuses to follow the order of the proper division of the Court of 
Appeals to allow the person accused of the crime of terrorism or of the crime of conspiracy to 
commit terrorism to withdraw such sums from sequestered or frozen deposits, placements, trust 
accounts, assets and records as may be necessary for the regular sustenance of his/her family or to 
use any of his/her property that has been seized, sequestered or frozen for legitimate purposes 
while his/her case is pending shall suffer the penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) 
years of imprisonment. 
SEC. 40. Nature of Seized. Sequestered and Frozen Bank Deposits, Placements, Trust 
Accounts, Assets and Records. - The seized, sequestered and frozen bank deposits, placements, 
trust accounts, assets and records belonging to a person suspected of or charged with the crime of 
terrorism or conspiracy to commit terrorism shall be deemed as property held in trust by the bank 
or financial institution for such person and the government during the pendency of the 
investigation of the person suspected of or during the pendency of the trial of the person charged 
with any of the said crimes, as the case may be and their use or disposition while the case is 
pending shall be subject to the approval of the court before which the case or cases are pending. 
SEC. 41. Disposition of the Seized, Sequestered and Frozen Bank Deposits, Placements, Trust 
Accounts, Assets and Record. - If the person suspected of or charged with the crime of terrorism 
or conspiracy to commit terrorism is found, after his investigation, to be innocent by the 
investigating body, or is acquitted, after his arraignment or his case is dismissed before his 
arraignment by a competent court, the seizure, sequestration and freezing of his bank deposits, 
placements, trust accounts, assets and records shall forthwith be deemed lifted by the investigating 
body or by the competent court, as the case may be, and his bank deposits, placements, trust 
accounts, assets and records shall be deemed released from such seizure, sequestration and 
freezing, and shall be restored to him without any delay by the bank or financial institution 
concerned without any further action on his part. The filing of any appeal on motion for 
reconsideration shall not state the release of said funds from seizure, sequestration and freezing. 
If the person charged with the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism is convicted 
by a final judgment of a competent trial court, his seized, sequestered and frozen bank deposits, 
placements, trust accounts, assets and records shall be automatically forfeited in favor of the 
government. 
Upon his or her acquittal or the dismissal of the charges against him or her, the amount of Five 
hundred thousand pesos (P500.000.00) a day for the period in which his properties, assets or funds 
were seized shall be paid to him on the concept of liquidated damages. The amount shall be taken 
from the appropriations of the police or law enforcement agency that caused the filing of the 
enumerated charges against him/her. 
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SEC. 42. Penalty for Unjustified Refusal to Restore or Delay in Restoring Seized, Sequestered 
and Frozen Bank Deposits, Placements, Trust Accounts, Assets and Records. - Any person who 
unjustifiably refuses to restore or delays the restoration of seized, sequestered and frozen bank 
deposits, placements, trust accounts, assets and records of a person suspected of or charged with 
the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism after such suspected person has been 
found innocent by the investigating body or after the case against such charged person has been 
dismissed or after he is acquitted by a competent court shall suffer the penalty of ten (10) years 
and one day to twelve (12) years of imprisonment. 
SEC. 43. Penalty for the Loss, Misuse, Diversion or Dissipation of Seized, Sequestered and 
Frozen Bank Deposits, Placements, Trust Accounts, Assets and Records. - Any person who is 
responsible for the loss, misuse, diversion, or dissipation of the whole or any part of the seized, 
sequestered and frozen bank deposits, placements, trust accounts, assets and records of a person 
suspected of or charged with the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism shall suffer 
the penalty of ten (10) years and one day to twelve (12) years of imprisonment. 
SEC. 44. Infidelity in the Custody of Detained Persons. - Any public officer who has direct 
custody of a detained person or under the provisions of this Act and who by his deliberate act, 
misconduct, or inexcusable negligence causes or allows the escape of such detained person shall 
be guilty of an offense and shall suffer the penalty of: (a) twelve (12) years and one day to twenty 
(20) years of imprisonment, if the detained person has already been convicted and sentenced in a 
final judgment of a competent court; and (b) six years and one day to twelve (12) years of 
imprisonment, if the detained person has not been convicted and sentenced in a final judgment of 
a competent court. 
SEC. 45. Immunity and Protection of Government Witnesses. - The provisions of Republic Act 
No. 6981 (Witness Protection, Security and Benefits Act) to the contrary notwithstanding, the 
immunity of government witnesses testifying under this Act shall be governed by Sections 17 and 
18 of Rule 119 of the Rules of Court: Provided, however, That said witnesses shall be entitled to 
benefits granted to witnesses under said Republic Act No.6981. 
SEC. 46. Penalty for Unauthorized Revelation of Classified Materials. - The penalty of ten (10) 
years and one day to twelve (12) years of imprisonment shall be imposed upon any person, police 
or law enforcement agent, judicial officer or civil servant who, not being authorized by the Court 
of Appeals to do so, reveals in any manner or form any classified information under this Act. 
SEC. 47. Penalty for Furnishing False Evidence, Forged Document, or Spurious Evidence. - 
The penalty of twelve (12) years and one day to twenty (20) years of imprisonment shall be 
imposed upon any person who knowingly furnishes false testimony, forged document or spurious 
evidence in any investigation or hearing under this Act. 
SEC. 48. Continuous Trial. - In cases of terrorism or conspiracy to commit terrorism, the judge 
shall set the continuous trial on a daily basis from Monday to Friday or other short-term trial 
calendar so as to ensure speedy trial. 
SEC. 49. Prosecution Under This Act Shall be a Bar to Another Prosecution under the Revised 
Penal Code or any Special Penal Laws. - When a person has been prosecuted under a provision 
of this Act, upon a valid complaint or information or other formal charge sufficient in form and 
substance to sustain a conviction and after the accused had pleaded to the charge, the acquittal of 
the accused or the dismissal of the case shall be a bar to another prosecution for any offense or 
felony which is necessarily included in the offense charged under this Act. 
SEC. 50. Damages for Unproven Charge of Terrorism. - Upon acquittal, any person who is 
accused of terrorism shall be entitled to the payment of damages in the amount of Five hundred 
thousand pesos (P500,000.00) for every day that he or she has been detained or deprived of liberty 
or arrested without a warrant as a result of such an accusation. The amount of damages shall be 
automatically charged against the appropriations of the police agency or the Anti-Terrorism 
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Council that brought or sanctioned the filing of the charges against the accused. It shall also be 
released within fifteen (15) days from the date of the acquittal of the accused. The award of 
damages mentioned above shall be without prejudice to the right of the acquitted accused to file 
criminal or administrative charges against those responsible for charging him with the case of 
terrorism. 
Any officer, employee, personnel, or person who delays the release or refuses to release the 
amounts awarded to the individual acquitted of the crime of terrorism as directed in the paragraph 
immediately preceding shall suffer the penalty of six months of imprisonment. 
If the deductions are less than the amounts due to the detained persons, the amount needed to 
complete the compensation shall be taken from the current appropriations for intelligence, 
emergency, social or other funds of the Office of the President. 
In the event that the amount cannot be covered by the current budget of the police or law 
enforcement agency concerned, the amount shall be automatically included in the appropriations 
of the said agency for the coming year. 
SEC. 51. Duty to Record and Report the Name and Address of the Informant. - The police or 
law enforcement officers to whom the name or a suspect in the crime of terrorism was first 
revealed shall record the real name and the specific address of the informant. 
The police or law enforcement officials concerned shall report the informant's name and address 
to their superior officer who shall transmit the information to the Congressional Oversight 
Committee or to the proper court within five days after the suspect was placed under arrest or his 
properties were sequestered, seized or frozen. 
The name and address of the informant shall be considered confidential and shall not be 
unnecessarily revealed until after the proceedings against the suspect shall have been terminated. 
SEC. 52. Applicability of the Revised Penal Code. - The provisions of Book I of the Revised 
Penal Code shall be applicable to this Act. 
SEC. 53. Anti-Terrorism Council. - An Anti-Terrorism Council, hereinafter referred to, for 
brevity, as the "Council," is hereby created. The members of the Council are: (1) the Executive 
Secretary, who shall be its Chairperson; (2) the Secretary of Justice, who shall be its Vice 
Chairperson; and (3) the Secretary of Foreign Affairs; (4) the Secretary of National Defense; (5) 
the Secretary of the Interior and Local Government; (6) the Secretary of Finance; and (7) the 
National Security Advisor, as its other members. 
The Council shall implement this Act and assume the responsibility for the proper and effective 
implementation of the anti-terrorism policy of the country. The Council shall keep records of its 
proceedings and decisions. All records of the Council shall be subject to such security 
classifications as the Council may, in its judgment and discretion, decide to adopt to safeguard the 
safety of the people, the security of the Republic, and the welfare of the nation. 
The National Intelligence Coordinating Agency shall be the Secretariat of the Council. The 
Council shall define the powers, duties, and functions of the National Intelligence Coordinating 
Agency as Secretariat of the Council. The National Bureau of Investigation, the Bureau of 
Immigration, the Office of Civil Defense, the Intelligence Service of the Armed Forces of the 
Philippines, the Anti-Money Laundering Council, the Philippine Center on Transnational Crime, 
and the Philippine National Police intelligence and investigative elements shall serve as support 
agencies for the Council. 
The Council shall formulate and adopt comprehensive, adequate, efficient, and effective anti-
terrorism plans, programs, and counter-measures to suppress and eradicate terrorism in the 
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country and to protect the people from acts of terrorism. Nothing herein shall be interpreted to 
empower the Anti-Terrorism Council to exercise any judicial or quasi-judicial power or authority. 
SEC. 54. Functions of the Council. - In pursuit of its mandate in the previous Section, the 
Council shall have the following functions with due regard for the rights of the people as 
mandated by the Constitution and pertinent laws: 
1. Formulate and adopt plans, programs and counter-measures against terrorists and acts of 
terrorism in the country; 
2. Coordinate all national efforts to suppress and eradicate acts of terrorism in the country 
and mobilize the entire nation against terrorism prescribed in this Act; 
3. Direct the speedy investigation and prosecution of all persons accused or detained for 
the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism and other offenses punishable 
under this Act, and monitor the progress of their cases; 
4. Establish and maintain comprehensive data-base information system on terrorism, 
terrorist activities, and counter-terrorism operations; 
5. Freeze the funds property, bank deposits, placements, trust accounts, assets and records 
belonging to a person suspected of or charged with the crime of terrorism or conspiracy to 
commit terrorism, pursuant to Republic Act No. 9160, otherwise known as the Anti-
Money Laundering Act of 2001, as amended; 
6. Grant monetary rewards and other incentives to informers who give vital information 
leading to the apprehension, arrest, detention, prosecution, and conviction of person or 
persons who are liable for the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism; 
7. Establish and maintain coordination with and the cooperation and assistance of other 
nations in the struggle against international terrorism; and 
8. Request the Supreme Court to designate specific divisions of the Court of Appeals and 
Regional Trial Courts in Manila, Cebu City and Cagayan de Oro City, as the case may be, 
to handle all cases involving the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism and 
all matters incident to said crimes. The Secretary of Justice shall assign a team of 
prosecutors from: (a) Luzon to handle terrorism cases filed in the Regional Trial Court in 
Manila; (b) from the Visayas to handle cases filed in Cebu City; and (c) from Mindanao to 
handle cases filed in Cagayan de Oro City. 
SEC. 55. Role of the Commission on Human Rights. - The Commission on Human Rights shall 
give the highest priority to the investigation and prosecution of violations of civil and political 
rights of persons in relation to the implementation of this Act; and for this purpose, the 
Commission shall have the concurrent jurisdiction to prosecute public officials, law enforcers, and 
other persons who may have violated the civil and political rights of persons suspected of, or 
detained for the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism. 
SEC. 56. Creation of a Grievance Committee. - There is hereby created a Grievance Committee 
composed of the Ombudsman, as chair, and the Solicitor General, and an undersecretary from the 
Department of Justice (DOJ), as members, to receive and evaluate complaints against the 
actuations of the police and law enforcement officials in the implementation of this Act. The 
Committee shall hold office in Manila. The Committee shall have three subcommittees that will 
be respectively headed by the Deputy Ombudsmen in Luzon, the Visayas and Mindanao. The 
subcommittees shall respectively hold office at the Offices of Deputy Ombudsman. Three 
Assistant Solicitors General designated by the Solicitor General, and the regional prosecutors of 
the DOJ assigned to the regions where the Deputy Ombudsmen hold office shall be members 
thereof. The three subcommittees shall assist the Grievance Committee in receiving, investigating 
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and evaluating complaints against the police and other law enforcement officers in the 
implementation of this Act. If the evidence warrants it, they may file the appropriate cases against 
the erring police and law enforcement officers. Unless seasonably disowned or denounced by the 
complainants, decisions or judgments in the said cases shall preclude the filing of other cases 
based on the same cause or causes of action as those that were filed with the Grievance Committee 
or its branches. 
SEC. 57. Ban on Extraordinary Rendition. - No person suspected or convicted of the crime of 
terrorism shall be subjected to extraordinary rendition to any country unless his or her testimony is 
needed for terrorist related police investigations or judicial trials in the said country and unless his 
or her human rights, including the right against torture, and right to counsel, are officially assured 
by the requesting country and transmitted accordingly and approved by the Department of Justice. 
SEC. 58. Extra-Territorial Application of this Act. - Subject to the provision of an existing treaty 
of which the Philippines is a signatory and to any contrary provision of any law of preferential 
application, the provisions of this Act shall apply: (1) to individual persons who commit any of the 
crimes defined and punished in this Act within the terrestrial domain, interior waters, maritime 
zone, and airspace of the Philippines; (2) to individual persons who, although physically outside 
the territorial limits of the Philippines, commit, conspire or plot to commit any of the crimes 
defined and punished in this Act inside the territorial limits of the Philippines; (3) to individual 
persons who, although physically outside the territorial limits of the Philippines, commit any of 
the said crimes on board Philippine ship or Philippine airship; (4) to individual persons who 
commit any of said crimes within any embassy, consulate, or diplomatic premises belonging to or 
occupied by the Philippine government in an official capacity; (5) to individual persons who, 
although physically outside the territorial limits of the Philippines, commit said crimes against 
Philippine citizens or persons of Philippines descent, where their citizenship or ethnicity was a 
factor in the commission of the crime; and (6) to individual persons who, although physically 
outside the territorial limits of the Philippines, commit said crimes directly against the Philippine 
government. 
SEC. 59. Joint Oversight Committee. - There is hereby created a Joint Oversight Committee to 
oversee the implementation of this Act. The Oversight Committee shall be composed of five 
members each from the Senate and the House in addition to the Chairs of the Committees of 
Public Order of both Houses who shall also Chair the Oversight Committee in the order specified 
herein. The membership of the Committee for every House shall at least have two opposition or 
minority members. The Joint Oversight Committee shall have its own independent counsel. The 
Chair of the Committee shall rotate every six months with the Senate chairing it for the first six 
months and the House for the next six months. In every case, the ranking opposition or minority 
member of the Committee shall be the Vice Chair. Upon the expiration of one year after this Act 
is approved by the President, the Committee shall review the Act particularly the provision that 
authorize the surveillance of suspects of or persons charged with the crime of terrorism. To that 
end, the Committee shall summon the police and law enforcement officers and the members of the 
Anti-Terrorism Council and require them to answer questions from the members of Congress and 
to submit a written report of the acts they have done in the implementation of the law including 
the manner in which the persons suspected of or charged with the crime of terrorism have been 
dealt with in their custody and from the date when the movements of the latter were subjected to 
surveillance and his or her correspondences, messages, conversations and the like were listened to 
or subjected to monitoring, recording and tapping. Without prejudice to its submitting other 
reports, the Committee shall render a semiannual report to both Houses of Congress. The report 
may include where necessary a recommendation to reassess the effects of globalization on terrorist 
activities on the people, provide a sunset clause to or amend any portion of the Act or to repeal the 
Act in its entirety. The courts dealing with anti-terrorism cases shall submit to Congress and the 
President a report every six months of the status of anti-terrorism cases that have been filed with 
them starting from the date this Act is implemented. 
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SEC. 60. Separability Clause. - If for any reason any part or provision of this Act is declared 
unconstitutional or invalid, the other parts or provisions hereof which are not affected thereby 
shall remain and continue to be in full force and effect. 
SEC. 61. Repealing Clause. - All laws, decrees, executive orders, rules or regulations or parts 
thereof, inconsistent with the provisions of this Act are hereby repealed, amended, or modified 
accordingly. 
SEC. 62. Special Effectivity Clause. - After the bill shall have been signed into law by the 
President, the Act shall be published in three newspapers of national circulation; three newspapers 
of local circulation, one each in llocos Norte, Baguio City and Pampanga; three newspapers of 
local circulation, one each in Cebu, lloilo and Tacloban; and three newspapers of local circulation, 
one each in Cagayan de Oro, Davao and General Santos city. 
The title of the Act and its provisions defining the acts of terrorism that are punished shall be aired 
everyday at primetime for seven days, morning, noon and night over three national television and 
radio networks; three radio and television networks, one each in Cebu, Tacloban and lloilo; and in 
five radio and television networks, one each in Lanao del Sur, Cagayan de Oro, Davao City, 
Cotabato City and Zamboanga City. The publication in the newspapers of local circulation and the 
announcements over local radio and television networks shall be done in the dominant language of 
the community. After the publication required above shall have been done, the Act shall take 
effect two months after the elections are held in May 2007. Thereafter, the provisions of this Act 
shall be automatically suspended one month before and two months as after the holding of any 
election. 
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P R E S I D E N 
R E P U B LI K     I N D O N E S IA 
 
UNDANG—UNDANG REPUBLI K INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME M ENJADI UNDANG—UNDANG 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di 
Indonesia  merupakan kcjahatan yang  serius  yang 
membahayakan  ideologi  negara, keamanan  negara, 
kedaulatan  negara, nilai  kemanusiaan, dan berbagai 
aspek  kehidupan  bermasyarakat,   berbangsa    dan 
bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan 
mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu 
sehingga  pemberantasannya  perlu  dilakukan   secara 
khusus,    terencana, terarah,    terpadu,      dan 
berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
bahwa adanya kctcrlibatan orang atau kelompok orang serta
 keterlibatan warga  negara   Indonesia    dalam 
organisasi  di dalam dan / atau di luar negeri yang 
bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah 
pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam 
Rearnariari dan   kesejah teraari  masyarakat, bangsa dan 
negara, serta perdamaian dunia; 
 
SALINAN 
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c. bahwa 
P R E S I D E N 
 
 
 
R E P U B LI K    I  N D O N E S I  A 
 
 
C. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh 
guna menjamin  pelindungan  dan  kepastian hukum dalam 
pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi 
kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu 
dilakukan  perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; 
d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, humf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang; 
 
Mengingat: l . 
 
2 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20  Undang-Undang  Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan ... 
P R E S I D E N 
 
 
 
R E P U B LI K     I  N D O N  E S I A 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan: UNDANG—UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UNDANG—UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT1 
UNDANG—UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI 
UNDANG-UNDANG. 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal l 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
2. Terorisme ... 
P R E S I D E N 
 
 
 
R E P U B LI K  I N D  O N E 
S I A 
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2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara 
meluas, yang dapat menimbulkan korban yang 
bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kemsakan 
atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, 
lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional dengan motif ideologi, politik, atau 
gangguan keamanan. 
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan 
kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan 
sarana secara melawan hukum dan menimbulkan 
bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, 
termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak 
berdaya. 
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara 
melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, 
simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun 
tanpa menggunakan  sarana  dalam  bentuk 
elektronik atau nonelektronik yang dapat 
menimbulkan rasa takut terhadap orang atau 
masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan 
hakiki seseorang atau masyarakat. 
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat 
meledak, semua jenis mesiii, born, born pembakar, 
ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak 
dari bahan kimia atau bahan  lain  yang 
dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. 
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau 
P R E S I D E N 
 
 
 
benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun 
yang tidak berwujud. 
 
7. Objek 
P R E S I D E N 
 
 
 
R E P U B L I K   I N D O N E S I A 
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7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, 
lokasi, bangunan, atau instalasi yang: 
a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat 
dan martabat bangsa; 
b. merupakan sumber pendapatan negara yang 
mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya; atau 
C.  menyangkut pertahanan dan keamanan yang 
sangat tinggi. 
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan 
untuk kepentingan masyarakat secara umum. 
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi. 
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 
kekayaan yang terorganisasi, baik  merupakan  
badan hukum maupun bukan badan hukum. 
1 I. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya 
disebut Korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau  kerugian 
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana 
Terorisme. 
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah 
Republik Indonesia dan perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri. 
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan 
diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya. 
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang 
berada dalam lingkup struktur organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi 
P R E S I D E N 
 
 
 
internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa- 
Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas 
mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 
2. Ketentuan . . 
P R E S I D E N 
 
 
 
R E P M B LI K    I  N D O 
N E SIA 
 
—  6 — 
 
 
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal 5 
 
Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang- 
Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, 
dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal 
balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
pemndang-undangan. 
 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 6 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap 
orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat 
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau 
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau 
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap 
Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau 
Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana mati. 
 
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal  11  disisipkan  1  (satu) 
pasal, yakni Pasal 1OA sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
P R E S I D E N 
 
 
 
 
 
 
Pasal 1OA . . 
P R E S I D E N 
 
 
 
R E P M B LI K    I M D O M E SIA 
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Pasal 10A 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan 
ke wilayah Negara  Kesatuan Republik Indonesia, 
membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, 
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata 
kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, 
nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud 
untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 20 (dna puluh) tahun, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana mati. 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja 
memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan 
Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata 
biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, 
radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak 
Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. 
(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan 
dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun. 
 
 
 
(4) Setiap ... 
P R E S I D E N 
R E P M B LI K I W D O W E SIA 
 
 
 
 
—   8     - 
 
(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau 
mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat  dipergunakan  
untuk  melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 12 (dna belas) tahun. 
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dna) pasal, 
yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal l2A 
(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak 
Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau di negara lain, 
merencanakan, menggerakkan, atau 
mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan 
orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar 
negeri atau negara asing dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
12 (dua belas) tahun. 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota 
atau merekrut orang untuk menjadi anggota 
Korporasi yang ditetapkan dan/ atau diputuskan 
pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun. 
(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang 
mengendalikan  Korporasi  sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 12 (dna belas) tahun. 
 
 
Pasal 12B . 
PR E S I D E N 
R E P M B LI K I W D O W E S I A 
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Pasal 12B 
(l) Setiap Orang yang dengan sengaja 
menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti 
pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau 
pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri, dengan maksud merencanakan, 
mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana 
Terorisme, dan/ atau ikut berperang di luar negeri 
untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, 
menampung, atau mengirim orang  untuk mengikuti 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, 
mengumpulkan,   dan/ atau   menyebarluaskan tulisan 
atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik 
untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
12 (dua belas) tahun. 
(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana 
Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana 
tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki 
paspor dan pas lintas batas dalam jangka wak£u 
paling lama 5 (lima) tahun. 
(5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan  setelah 
terpidana selesai menjalani pidana pokok. 
PR E S I D E N 
R E P M B LI K I W D O W E S I A 
 
 
 
 
 
O. Di antara 
PR E S I D E N 
 
 
 
R E P M B LI K    I  M D O N 
E S I A 
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6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1  (satu) pasal, 
yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 13A 
Setiap Orang yang memiliki hubungan  dengan organisasi 
Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap 
atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk 
menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat 
mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan 
pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun. 
 
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 14 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain 
untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b 
dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang 
sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 
12, Pasal l2A, Pasal l2B, Pasal l3 huruf b dan huruf c, dan 
Pasal UA. 
 
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
 
Pasal 15 . 
P R E S I D E N 
 
 
 
R EP  M B LI K    I  N D O 
NJ E S I A 
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Pasal 15 
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, 
persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan 
Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal l0A, Pasal 
12, Pasal l2A, Pasal l2B, Pasal 13 huruf b dan humf c, dan 
Pasal l3A dipidana dengan pidana yang sama sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal l0A, Pasal 12, 
Pasal l2A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan 
Pasal 13A. 
 
9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1  (satu) pasal, 
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal l6A 
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme 
dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/ 3 
(satu per tiga). 
 
10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 25 
(1) Penyidikan, penuntutan, dan  pemeriksaan  di sidang 
pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme 
dilakukan berdasarkan hukum acara 
pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang- 
Undang ini. 
 
 
 
(2) Untuk 
P R E S I D E N 
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(2) Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik 
berwenang melakukan penahanan  terhadap tersangka 
dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua 
puluh) hari. 
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diajukan permohonan 
perpanjangan oleh penyidik kepada  penuntut 
umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari. 
(4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak  
mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan 
oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk 
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. 
(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum 
berwenang melakukan penahanan terhadap 
terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari. 
(6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat 
diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut 
umum kepada ketua pengadilan negeri untuk 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana 
Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan 
menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. 
(8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan 
P R E S I D E N 
 
 
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
 
11. Ketentuan ... 
PR E S I D E N 
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Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 28 
(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap 
Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana 
Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup 
untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. 
(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak cukup,  penyidik dapat 
mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan 
untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada 
ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan penyidik. 
(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga 
melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan 
dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. 
(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 
12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1  (satu) pasal, 
yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 28A 
Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak 
Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dna 
puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik 
diterima. 
 
13. Ketentuan ... 
PR E S I D E N 
 
 
 
R E P LJ  B LI K    I  N D O NJ 
E SIA 
 
-14- 
 
 
13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 3 l 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang  cukup, penyidik 
berwenang: 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan 
kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya 
yang mempunyai hubungan dengan perkara 
Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; 
dan 
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau 
alat komunikasi lain yang diduga digunakan 
untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 
melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta 
untuk mengetahui keberadaan seseorang atau 
jaringan Terorisme. 
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b dilakukan  setelah  mendapat  penetapan dari 
ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui 
dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan 
secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. 
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 
jangka waktu paling lama l (satu) tahun. 
(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya 
digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak 
Pidana Terorisme. 
 
PR E S I D E N 
 
 
 
(5) Penyadapan . 
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(5)  Penyadapan wajib dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan 
dilaporkan kepada kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 
 
14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu)  pasal, 
yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 3 lA 
Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan 
penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga 
kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau 
melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah 
pelaksanaannya dalam jangka waktu paling  lama  3 (tiga) 
hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan 
negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
penyidik. 
 
15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 33 
(1) Penyidik, penuntut umum, hakim,  advokat, pelapor, 
ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta 
keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme 
wajib diberi pelindungan oleh negara dari 
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, 
jiwa, dan/ atau hartanya,  baik  sebelum, selama, 
maupun  sesudah  proses   pemeriksaan perkara. 
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
pemndang-undangan. 
l O. Ketentuan . 
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16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 34 
(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, 
hakim, dan  petugas  pemasyarakatan beserta 
keluarganya berupa: 
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman 
fisik dan mental; 
b. kerahasiaan identitas; dan 
c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara 
khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, 
dan petugas pemasyarakatan. 
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat 
keamanan. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu)  pasal, 
yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 34A 
(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 33 
yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta 
keluarganya berupa: 
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman 
fisik dan mental; 
b. kerahasiaan identitas; 
 
  
 
c. pemberian ... 
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c. pemberian keterangan pada saat  pemeriksaan 
di sidang pengadilan tanpa bertatap muka 
dengan terdakwa; dan 
d. pemberian keterangan Tanpa hadirnya saksi 
yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat 
komunikasi audio visual. 
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. 
(3) Tata cara pelindungan sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai  dengan 
ketentuan peraturan pemndang-undangan. 
 
18. Judul BAB VI  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai 
berikut: 
 
BAB VI 
PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN 
 
19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 
Pasal 35A 
(1) Korban mempakan tanggung jawab negara. 
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Korban langsung; atau 
b. Korban tidak langsung. 
(3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah 
tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme. 
  
 
 
(4) Bentuk . 
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(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. bantuan medis; 
b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; 
c. santunan bagi keluarga dalam ha1 Korban 
meninggal dunia; dan 
d. kompensasi. 
 
Pasal 35B 
(1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan 
psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  35A ayat (4) 
huruf a sampai dengan humf c dilaksanakan oleh
 lembaga yang menyelenggarakan urusan 
di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat 
bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. 
(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana 
Terorisme. 
(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi 
psikososial dan psikologis, serta santunan bagi 
yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 36 
 
  
 
(l) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 35A 
ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli 
warisnya. 
(2) Kompensasi . 
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(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pembiayaannya dibebankan kepada negara. 
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya 
melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di 
bidang pelindungan saksi dan korban, dimulai  sejak 
saat penyidikan. 
(4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak 
mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi 
dan korban. 
(5) Penuntut umum menyampaikan  jumlah kompensasi 
berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban 
akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan. 
(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar 
putusan pengadilan. 
(7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi 
dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. 
(8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan 
putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap 
diberikan. 
(9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal 
dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban 
dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan 
pengadilan. 
 
 
(10) Pembayaran  . . 
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(10) Pembayaran kompensasi sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (O) dilaksanakan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan 
saksi dan korban. 
21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga  berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal 36A 
(1) Korban berhak mendapatkan restitusi. 
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan ganti kemgian yang diberikan oleh 
pelaku kepada Korban atau ahli warisnya. 
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada 
penyidik sejak tahap penyidikan. 
(4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 
jumlah kerugian yang diderita Korban akibat 
Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan. 
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar 
putusan pengadilan. 
(6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku 
dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. 
 
Pasal36B 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, 
penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi 
dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  36 
dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
P R E S I D E N 
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22. Pasal 37... 
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22. Pasal 37 dihapus. 
 
23. Pasal 38 dihapus. 
 
24. Pasal  39 dihapus. 
 
25. Pasal  40 dihapus. 
 
26. Pasal 41 dihapus. 
 
27. Pasal  42 dihapus. 
 
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah 
sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. 
 
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB 
baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
 
BAB VIIA 
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 43A 
(1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak 
Pidana Terorisme. 
(2) Da.1am opaya pencegahan Tindak Pidana 
Terorisme, Pemerintah melakukan langkah 
antisipasi secara terus menerus yang dilandasi 
dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dari 
prinsip kehati-hatian. 
 
(3) Pencegahan . 
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(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 
a. kesiapsiagaan nasional; 
b. kontra radikalisasi; dan 
c. deradikalisasi. 
 
Bagian Kedua 
Kesiapsiagaan Nasional 
 
Pasal 43B 
 
(1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi 
siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak 
Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, 
terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. 
(2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh 
Pemerintah. 
(3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
kementerian/lembaga yang terkait di bawah 
koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan d1 
bidang penanggulangan terorisme. 
(4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan 
masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, 
pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, 
pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan 
wilayah rawan paham radikal Terorisme. 
  
 
(5) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata  cara dan 
pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
 
Bagian 
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Bagian Ketiga Kontra 
Radikalisasi 
 
Pasal 43C 
(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang 
terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang 
atau kelompok orang yang rentan terpapar paham 
radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk 
menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. 
(2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan
 oleh badan yang 
menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan 
terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga 
terkait. 
(3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui 
kontra  narasi,  kontra propaganda, atau kontra ideologi. 
(4) Ketentuan     lebih     lanjut    mengenai     tata  cara 
pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keempat 
Deradikalisasi 
 
Pasal 43D 
(1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang 
terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan untuk 
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan 
pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. 
 
(2) Deradikalisasi . . 
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(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan kepada: 
a. tersangka; 
b. terdakwa; 
c. terpidana; 
d. narapidana; 
e. mantan narapidana Terorisme; atau 
f. orang atau kelompok orang yang sudah 
terpapar paham radikal Terorisme. 
(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh badan yang 
menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan 
terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga 
terkait. 
(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) humf a sampai dengan huruf d 
diberikan melalui tahapan: 
a. identifikasi dan penilaian; 
b. rehabilitasi; 
c. reedukasi; dan 
d. reintegrasi sosial. 
(5) Deradikalisasi terhadap orang  atau  kelompok orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf e dan huruf f 
dapat dilaksanakan melalui: 
a. pembinaan wawasan kebangsaan; 
b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/ atau 
c. kewirausahaan. 
(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan 
identifikasi dan penilaian. 
  
 
 
 
(7) Ketentuan . 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VIIB 
KELEMBAGAAN 
 
Bagian Kesatu 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
 
Pasal 43E 
(1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang 
penanggulangan terorisme yang  selanjutnya disebut 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi 
pusat analisis dan pengendalian  krisis yang berfungsi 
sebagai fasilitas bagi  Presiden untuk menetapkan 
kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk 
pengerahan sumber daya dalam menangani 
Terorisme. 
(3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
berkedudukan di ibukota Negara  Republik Indonesia. 
 
Pasal 43F 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi: 
a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan 
program nasional di bidang penanggulangan 
Terorisme; 
 
 
  
 
b. menyelenggarakan ... 
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b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan 
program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; 
dan 
c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra 
radikalisasi, dan deradikalisasi. 
 
Pasal 43G 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
bertugas: 
a. merumuskan, mengoordinasikan, dan 
melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional 
penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan 
nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; 
b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam 
penanggulangan Terorisme; 
c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan 
d. merumuskan, mengoordinasikan, dan 
melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional 
penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama 
internasional. 
 
Pasal 43H 
Ketentuan mengenai susunan  organisasi  Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
Bagian Kedua 
Peran Tentara Nasional Indonesia 
 
Pasal 431 
(l) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi 
Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain 
perang. 
(2) Dalam ... 
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(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan  sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi 
aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
Bagian Ketiga 
Pengawasan 
 
Pasal 43J 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme. 
(2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas 
penanggulangan Terorisme diatur  dengan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
 
BAB VIIC 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 43K 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan 
terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam 
proses penyidikan, penuntutan, atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang. 
Pasal 43L . . 
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Pasal 43L 
 
(1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak 
Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini 
mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, 
bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan 
psikologis berhak mendapatkan kompensasi, 
bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan 
psikologis. 
(2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, 
bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan 
psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. 
(3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan 
medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban 
yang dikeluarkan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. 
(5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau 
rehabilitasi psikososial dan pslkologis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga 
yang menyelenggarakan urusan di bidang 
pelindungan saksi dan korban. 
 
  
 
 
 
 
(6) Besaran ... 
  
 
 
PR E S I  D E N 
R E P M B LI K   I N D 0  N E 
S IA 
 
 
 
—   29 — 
(6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan 
ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan 
di bidang pelindungan saksi dan korban setelah 
mendapatkan persetujuan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pengajuan permohonan serta pelaksanaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
30. Pasal 46 dihapus. 
 
31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 46A 
Pada saat Undang-Undang ini mulai  berlaku, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak 
Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak 
pidana pendanaan terorisme. 
 
Pasal 46B 
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
  
 
diundangkan. 
Agar . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republilx Indonesia. 
 
Disahkan di Ja1<arta 
pada tanggal 21 Juni 2018 PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
JOKOWIDODO 
 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Juni 2018 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONHSIA, 
 
ttd. 
 
YASONNA H. LAOLY 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 18 NOMOR 92 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
Asisten  Deputi Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum 
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PENJELASAN ATAS 
UNDANG—UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2.018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG—UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG—UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME MENJADI UNDANG—UNDANG 
 
 
 
I. UMUM 
 
Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan 
dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, 
sistematis, dan  terencana,  yang  menimbulkan  suasana teror atau rasa takut 
secara meluas dengan  target  aparat negara, penduduk sipil secara aeak atau 
tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan 
Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi 
bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, 
integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik 
nasional, regional, maupun internasional. 
 
Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan 
terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, 
diam-diam, atau gerakan bawah tanah,  lintas  negara yang didukung oleh 
pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, 
transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di 
tingkat internasional untuk menanggulanginya. 
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Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau 
motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, 
ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi  negara dan 
keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak  Pidana TeTorisme selalu diancam 
dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara. 
 
Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara 
Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah 
ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain 
yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada 
Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah 
menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan 
politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, 
ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang 
radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan 
kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang 
secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang 
bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan 
keamanan, baik nasional maupun internasional. 
 
Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang- Undang ini 
memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam 
melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi 
psikososial dan psikologis, dan santunan bagi  yang meninggal 
dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam 
melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk 
mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada 
Korban. 
Dalam . 
P R E S I D E N 
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Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan 
secara simultan, terencana dan  terpadu  perlu dikedepankan untuk 
meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara 
optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta 
seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra 
radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme. 
 
Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme, 
perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang 
diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut 
mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam  hal 
ini badan  kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, 
penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab 
bersama lembaga-lembaga yang Terkait, termasuk Tentara Nasional 
Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi  aksi 
Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme 
tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara. 
 
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna 
menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan 
pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan 
dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara 
proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan  
penegakan  hukum,  pelindungan  hak  asasi  manusia, dan kondisi sosial 
politik di Indonesia. 
 
Berdasarkan ... 
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Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang. 
Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara 
lain: 
a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana 
Terorisme seperti jenis Bahan Peledak,  mengikuti  pelatihan militer/ 
paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri 
dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme; 
b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik 
permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk 
melakukan Tindak Pidana Terorisme; 
C. perluasan sanksi pidana terhadap  Korporasi  yang  dikenakan kepada 
pendiri, pemimpin, pengurus, atau  orang  yang mengarahkan Korporasi; 
d. penjatuhan pidana tambahan bempa pencabutan hak untuk memiliki 
paspor dalam jangka waktu tertentu; 
e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu 
penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan 
penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta 
penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut 
umum; 
f. pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara; 
g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait 
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang 
dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 
h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara 
Nasional Indonesia, dan pengawasanriya. 
 
 
II. PASAL ... 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 
 
Pasal I  
Angka 1 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Angka 2 
Pasal S 
Cukup jelas. 
 
Angka 3 
Pasal 6 
Yang dimaksud dengan “korban yang bersifat 
massal” adalah korban yang berjumlah banyak. 
 
-Angka 4 
Pasal l0A 
Ayat (l) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
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b
a
r
a
ng bergerak atau tidak bergerak, baik yang 
berwujud maupun tidak berwujud, antara lain 
informasi, peta, gambar, dan citra. 
 
 
 
Angka 5 
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Angka S 
Pasal 12A 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini 
antara lain organisasi yang bersifat klandestin 
yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah 
tanah. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 12B 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pelatihan lain” 
misalnya pelatihan teknologi informasi dan 
pelatihan merakit born. 
Yang dimaksud dengan “ikut berperang” 
antara lain ikut membantu, baik langsung 
maupun tidak langsung dalam perang, 
contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan 
kurir. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
  
 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 6 ... 
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Angka 6 
Pasal 
 
l3A 
Yang dimaksud dengan "dapat mengakibatkan" 
dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang 
yang terdeteksi dan/atau memiliki hubungan 
dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja 
mengucapkan ucapan, sikap atau  perilaku 
dengan tujuan menghasut melakukan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. 
 
Angka 7 
Pasal 14 
Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor 
intelektual. 
Yang dimaksud dengan "menggerakkan" antara 
lain melakukan hasutan dan provokasi, 
memberikan hadiah, uang, atau janji. 
 
Angka 8 
Pasal 15 
Ketentuan  ini  mempakan   aturan   khusus, karena 
itu tidak berlaku ancaman pidana pada 
permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan 
pembantuan tindak pidana yang lebih rendah 
daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai. 
Yang dimaksud dengan "persiapan" dalam 
ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk 
mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa 
alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun 
  
 
perencanaan tindakan, atau melakukan 
tindakan serupa yang dimaksudkan untuk 
menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan 
yang secara langsung ditujukan  bagi 
penyelesaian Tindak Pidana Terorisme. 
 
Angka 9 ... 
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Angka 9 
Pasal 16A 
Cukup jelas. 
 
Angka 10 
Pasal 25 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan 
dengan tetap mendasarkan pada hak asasi 
manusia antara lain tersangka 
diperlakukan secara manusiawi, tidak 
disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, 
dan  tidak  direndahkan  martabatnya 
sebagai manusia. 
  
 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
 
Angka 11 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) . . 
  
 
 
P R E S I  D E N 
R E P M B LI K    I  N D O NI 
E S IA 
 
—   9 - 
 
Ayat (2j 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan 
dengan tetap mendasarkan pada hak asasi 
manusia antara lain diperlakukan secara 
manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan 
secara kejam, dan tidak direndahkan
 martabatnya sebagai 
manusia. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Angka 12 
Pasal 28A 
Cukup jelas. 
 
Angka 13 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Angka 14 
Pasal 31A 
Cukup jelas. 
 
Angka 15 
Pasal 33 
  
 
Cukup jelas. 
 
Angka 16 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
 
Angka 17 ... 
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Angka 17 
Pasal 34A 
Cukup jelas. 
 
Angka 18 
Cukup jelas. 
 
Angka 19 
Pasal 35A 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Korban 
langsung” adalah Korban yang 
langsung mengalami dan merasakan 
akibat Tindak Pidana Terorisme, 
misalnya Korban meninggal atau luka 
berat karena ledakan born. 
Humf b 
Yang dimaksud dengan “Korban tidak 
langsung” adalah mereka yang 
menggantungkan hidupnya kepada 
Korban langsung, misalnya istri yang 
kehilangan suami yang merupakan 
Korban langsung atau sebaliknya. 
  
 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan penyidik adalah 
penyidik yang melakukan olah tempat 
kejadian perkara. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 35B 
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Pasal 35B 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan instansi/lembaga 
terkait antara lain kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah, swasta, dan organisasi 
nonpemerintah. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Angka 20 
Pasal 36 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan 
kompensasi dilaksanakan sejak tahap 
penyidikan. Selanjutnya penuntut umum 
menyampaikan jumlah  kerugian yang diderita 
Korban akibat Tindak Pidana Terorisme 
bersama dengan  tuntutan. Jumlah kompensasi 
dihitung secara proporsional dan rasional 
dengan mendasarkan pada kerugian materiel 
dan imateriel. 
Ayat (4) 
  
 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (6) ... 
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Ayat (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angka 2 l 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Ayat (9) 
Cukup jelas. 
Ayat (10) 
Cukup jelas. 
Pasal 36A 
Cukup jelas. 
 
Pasal 36B 
Cukup jelas. 
 
Angka 22 
Pasal 37 
Dihapus. 
 
Angka 23 
Pasal 38 
Dihapus. 
 
Angka 24 
Pasal 39 
Dihapus. 
 
Angka 25 
  
 
Pasal 40 
Dihapus. 
 
Angka 2fi ... 
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Angka 26 
Pasal 41 
Dihapus. 
 
Angka 27 
Pasal 42 
Dihapus. 
 
Angka 28 
Pasal 43 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan 
efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan 
pemulihan Korban. 
 
Angka 29 
Pasal 43A 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 
“prinsip kehati-hatian” adalah suatu asas 
yang menyatakan bahwa dalam menjalankan 
fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang 
berwenang selalu bersikap hati-hati 
@rudent) dalam rangka memberikan 
pelindungan hukum dan hak perseorangan 
atau kelompok orang yang dipercayakan 
kepada pejabat tersebut. 
Ayat   
Cukup jelas. 
  
 
 
Pasal 43B 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43C ... 
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Pasal 43C 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “kontra narasi, kontra 
propaganda, atau kontra ideologi” adalah 
berbagai upaya untuk melawan paham radikal 
Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan 
media literasi lainnya. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43D 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "terencana” adalah 
berdasarkan kebijakan  dan  rencana strategis 
nasional. 
Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah 
dengan melibatkan kementerian/lembaga 
terkait. 
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah 
melalui tahapan dan program tertentu. 
Yang dimaksud dengan 
"berkesinambungan” adalah dilakukan 
secara terus-menerus. 
Ayat (2) 
  
 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
 
Huruf c . . 
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Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “orang atau 
kelompok orang yang sudah terpapar 
paham radikal Terorisme”  adalah 
orang atau kelompok orang yang 
memiliki paham radikal Terorisme dan 
berpotensi melakukan Tindak Pidana 
Terorisme. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan "identifikasi 
dan penilaian” adalah penggambaran 
secara rinci tingkat keterpaparan 
seseorang mengenai peran atau 
keterlibatannya dalam kelompok atau 
jaringan sehingga dapat diketahui 
tingkat radikal Terorismeriya. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" 
adalah pemulihan atau 
  
 
penyembuhan untuk menurunkan 
tingkat radikal Terorisme seseorang. 
 
 
 
Huruf c 
  
 
 
P R E S I  O E NJ 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan “reedukasi” 
adalah pembinaan atau penguatan 
kepada seseorang agar meninggalkan 
paham radikal Terorisme. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “reintegrasi 
sosial” adalah serangkaian kegiatan 
untuk mengembalikan orang yang 
terpapar paham radikal Terorisme agar 
dapat kembali ke dalam keluarga dan 
masyarakat. 
Ayat (S) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43E 
Ayat (1) 
Penyebutan “badan” yang ditentukan dalam 
pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
  
 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43F 
Humf a 
Cukup jelas. 
 
Huruf b . . 
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Huruf b 
Dalam ketentuan ini “menyelenggarakan 
koordinasi” dimaksudkan untuk mencapai sinergi 
antarlembaga terkait. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43G 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan 
antarpenegak hukum” adalah koordinasi yang 
dilakukan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, 
penuntut umum, dan petugas pemasyarakatan 
termasuk  instansi  lain yang menunjang 
pelaksanaan penegakan hukum yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43H 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43I 
  
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
 
Ayat (2) ... 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi Tentara 
Nasional Indonesia” adalah tugas pokok dan 
fungsi sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Tentara Nasional Indonesia dan Undang-
Undang yang mengatur mengenai Pertahanan 
Negara. 
Ayat (3) 
Pembentukan Peraturan Presiden dalam 
ketentuan ini dilakukan setelah berkonsullasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 
 
Pasal 43J 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43K 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43L 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “Korban langsung 
yang diakibatkan dari Tindak Pidana 
Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai 
berlaku” adalah Korban yang 
  
 
diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme 
yang terjadi sejak berlakunya Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 
 
Ayat (2) 
  
 
 
P R E S 1 O E N 
R E P NJ B k I K    I N D O N E 
S I A 
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Ayat (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angka 30 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
  
 
Pasal 46 
Dihapus. 
 
Angka 31 
Pasal 46A 
Cukup jelas. 
 
Pasal 46B 
Cukup jelas. 
 
 
Pasal II 
Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 
TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME 
 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
Menimbang : 
 
a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban 
secara konsisten dan berkesinambungan; 
 
b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan 
menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, 
serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-
langkah pemberantasan; 
c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan 
ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun 
internasional; 
d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan 
internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang 
mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan terorisme; 
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum 
secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana 
terorisme; 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur 
pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang; 
  
 
 
 
 
 
Mengingat 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menetapk
an : 
 
 
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 
telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945; 
 
 
 
 
MEMUTUSK
AN : 
 
 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA TERORISME. 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN 
UMUM 
 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini 
yang dimaksud dengan: 
1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. 
 
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, 
militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, 
atau korporasi. 
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 
 
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik 
dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan 
menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, 
termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. 
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5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaa 
dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai 
suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut 
terhadap orang atau masyarakat secara luas. 
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik 
Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 
  
 
 
 
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan 
konsuler asing beserta anggota-anggotanya. 
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam 
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 
organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa- 
Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. 
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang 
mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan 
serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional. 
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum. 
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis 
mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan 
peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk 
menimbulkan ledakan. 
 
 
 
Pasal 2 
 
Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan 
kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk 
memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan 
masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan 
hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik 
berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan. 
 
 
 
 
 
BAB II 
LINGKUP 
BERLAKUNYA 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG 
 
 
 
Pasal 3 
  
 
 
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap 
orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana 
terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga 
mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan 
penuntutan terhadap pelaku tersebut. 
  
 
 
 
(2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
apabila: 
a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang 
bersangkutan; 
 
b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang 
bersangkutan; 
c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan; 
 
d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas 
pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri 
termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman 
pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang 
bersangkutan; 
e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu; 
f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh 
pemerintah negara yang bersangkutan; atau 
g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut 
atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara 
yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan. 
 
 
 
Pasal 4 
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini 
berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang 
dilakukan: 
a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara 
Republik Indonesia; 
b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri 
termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler 
Republik Indonesia; 
 
c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa 
pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu; 
d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 
 
e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat 
udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik 
Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau 
f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 
bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. 
  
 
 
 
 
 
Pasal 5 
 
Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan 
dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan 
dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif 
politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang 
menghambat proses ekstradisi. 
 
 
 
BAB III 
 
TINDAK PIDANA TERORISME 
 
 
 
Pasal 6 
 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana 
teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 
menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta 
benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis 
atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 
internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
 
 
Pasal 7 
 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 
secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau 
hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk 
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap 
obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, 
atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana 
  
 
dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. 
 
 
Pasal 8 
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, setiap orang yang: 
a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan 
untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk 
pengamanan bangunan tersebut; 
  
 
 
 
b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya 
bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha 
untuk pengamanan bangunan tersebut; 
c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, 
mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan 
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, 
atau memasang tanda atau alat yang keliru; 
d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan 
penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan 
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang 
keliru; 
 
e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat 
tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain; 
f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, 
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak 
pesawat udara; 
 
g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak 
dapat dipakai, atau rusak; 
h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau 
ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat 
dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau 
yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima 
untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan 
tersebut telah diterima uang tanggungan; 
i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, 
merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat 
udara dalam penerbangan; 
 
j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau 
ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan 
perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam 
penerbangan; 
 
k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, 
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka 
berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga 
dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk 
merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan 
seseorang; 
 
l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan 
terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika 
perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara 
tersebut; 
m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam 
dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara 
  
 
 
 
tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau 
membahayakan keamanan penerbangan; 
n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau 
menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, 
dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan 
pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau 
menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat 
membahayakan keamanan dalam penerbangan; 
o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai 
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan 
lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; 
p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena 
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam 
penerbangan; 
q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat 
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam 
penerbangan; 
r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 
mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam 
penerbangan. 
 
 
 
Pasal 9 
 
Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan 
ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata 
api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan 
lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan 
tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati 
atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. 
 
 
 
Pasal 10 
 
Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang 
  
 
dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 
komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau 
rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan 
korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap 
kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, 
keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, 
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, 
lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional. 
  
 
 
 
 
 
Pasal 11 
 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang 
yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan 
dana dengan tujuan akan digunakan atau patut 
diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya 
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan 
Pasal 10. 
 
 
Pasal 12 
 
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang 
dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta 
kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut 
diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya 
untuk melakukan 
: 
 
a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, 
menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang 
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau 
menimbulkan kerusakan harta benda; 
b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, 
radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ; 
 
c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata 
kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 
komponennya; 
d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau 
ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; 
 
e. mengancam : 
 
1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan 
kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 
2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, 
atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
  
 
f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, atau huruf c; dan 
g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sampai dengan huruf f. 
  
 
 
 
 
 
Pasal 13 
 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan 
atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, 
dengan : 
 
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta 
kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; 
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau 
 
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, 
 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 
 
 
 
Pasal 14 
 
Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan 
orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 
 
 
 
Pasal 15 
 
Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, 
percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak 
pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak 
pidananya. 
 
 
Pasal 16 
 
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia 
yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau 
keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 
  
 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. 
 
 
 
Pasal 17 
 
(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu 
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap 
korporasi dan/atau pengurusnya. 
(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
  
 
 
 
hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri 
maupun bersama-sama. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
 
 
 
Pasal 18 
(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan 
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan 
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus 
berkantor. 
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). 
(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau 
dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 
 
 
 
Pasal 19 
Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 
dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana 
terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 
 
 
 
 
 
BAB IV 
 
TINDAK PIDANA LAIN YANG 
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA 
TERORISME 
 
 
Pasal 20 
  
 
 
Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi 
penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, 
dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme 
sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 
  
 
 
 
Pasal 21 
 
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, 
menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, 
dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di 
sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap 
saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak 
pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 
 
 
Pasal 22 
 
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, 
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. 
 
 
 
Pasal 23 
 
Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun. 
 
 
 
Pasal 24 
 
Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan 
Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana 
terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 
 
 
 
 
 
BAB V 
 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN 
  
 
PEMERIKSAAN DI SIDANG 
PENGADILAN 
 
 
Pasal 25 
 
(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara 
tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang ini. 
  
 
 
 
(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi 
wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 
(enam) bulan. 
 
 
 
Pasal 26 
 
(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat 
menggunakan setiap laporan intelijen. 
 
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan 
oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 
(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan 
secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 
(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 
adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri 
segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. 
 
 
 
Pasal 27 
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi : 
 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 
 
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 
dan 
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, 
baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau 
yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : 
1) tulisan, suara, atau gambar; 
 
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 
memahaminya. 
 
 
 
Pasal 28 
 
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap 
orang yang diduga keras melakukan tindak pidana 
terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk 
  
 
paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. 
  
 
 
 
 
 
Pasal 29 
 
(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada 
bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap 
harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan 
hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan 
dengan terorisme. 
(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan 
menyebutkan secara jelas mengenai : 
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
 
b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan 
lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau 
terdakwa; 
 
c. alasan pemblokiran; 
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 
 
e. tempat harta kekayaan berada. 
 
(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, 
penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib 
melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran 
diterima. 
(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara 
pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim 
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan 
pemblokiran. 
(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan 
lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. 
 
(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku. 
 
 
Pasal 30 
 
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, 
maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta 
keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta 
kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan 
tindak pidana terorisme. 
 
(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku 
  
 
 
 
ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang 
rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan 
lainnya. 
(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan 
menyebutkan secara jelas mengenai : 
 
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
 
b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga 
melakukan tindak pidana terorisme; 
 
c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 
 
d. tempat harta kekayaan berada. 
 
(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh : 
a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada 
tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; 
b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh 
penuntut umum; 
 
c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan. 
 
 
Pasal 31 
 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos 
atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 
perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; 
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain 
yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, 
dan melakukan tindak pidana terorisme. 
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya 
dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. 
 
 
Pasal 32 
 
(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang 
dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. 
 
(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang 
  
 
lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme 
  
 
 
 
dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau 
hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat 
diketahuinya identitas pelapor. 
(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 
 
 
 
Pasal 33 
 
Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang 
memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak 
pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara 
dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, 
jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun 
sesudah proses pemeriksaan perkara. 
 
 
 
Pasal 34 
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dan aparat keamanan berupa : 
 
a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan 
mental; 
b. kerahasiaan identitas saksi; 
 
c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 
pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
Pasal 35 
 
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang 
pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan 
diputus tanpa hadirnya terdakwa. 
 
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan 
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi 
dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap 
sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. 
 
(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh 
penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor 
Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. 
(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan 
  
 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan 
terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah 
  
 
 
 
melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas 
tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta 
kekayaan yang telah disita. 
(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat 
dimohonkan upaya hukum. 
(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 
 
 
 
BAB VI 
 
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN 
REHABILITASI 
 
 
 
Pasal 36 
 
(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme 
berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. 
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya 
dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 
 
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti 
kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli 
warisnya. 
(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan 
sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 
Pasal 37 
 
(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan 
diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang 
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
 
 
Pasal 38 
 
(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri 
Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. 
(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku 
atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. 
(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri 
  
 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 
  
 
 
 
 
Pasal 39 
 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling 
lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak 
penerimaan permohonan. 
 
 
 
Pasal 40 
 
(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh 
Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan 
yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan 
pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. 
 
(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau 
ahli warisnya. 
(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut 
pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. 
 
 
 
Pasal 41 
 
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada 
pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut 
kepada pengadilan. 
 
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan 
Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan 
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
perintah tersebut diterima. 
 
 
 
Pasal 42 
Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat 
dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan 
pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan 
kepada pengadilan. 
 
 
 
 
  
 
BAB VII 
  
 
 
 
KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 
 
Pasal 43 
 
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia 
melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain 
di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis 
lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan 
terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
BAB VIII 
KETENTUAN 
PENUTUP 
 
 
Pasal 44 
 
Ketentuan mengenai : 
 
a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni : 
 
1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah 
wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik 
polisi militer atau penyidik oditur; 
2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi 
militer atau penyidik oditur; 
 
3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi 
militer atau penyidik oditur; dan 
4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang 
ada di bawah wewenang komandonya. 
b. kewenangan perwira penyerah perkara yang : 
 
1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan; 
 
2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan; 
 
3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa; 
 
4) memperpanjang penahanan; 
  
 
 
5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang 
penyelesaian suatu perkara; 
6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili; 
  
 
 
 
7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin 
prajurit; dan 
8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi 
kepentingan umum/militer, 
 
dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak 
pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang ini. 
 
 
Pasal 45 
 
Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk 
merumuskan kebijakan dan langkah-langkah 
operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang ini. 
 
 
Pasal 46 
 
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk 
tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai 
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-
undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang tersendiri. 
 
 
Pasal 47 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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